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LAMPIRAN I-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

PERMOHONAN IZIN PRINSIP/IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL

Herdasatksn  Unddang-Undang Momor 25 Tahun AHIT eniang Penanaman Moda
Lcanp-Undans Nonsor G2 Tahon 2004 lenlanes Pemermahan Daerah. Peraluran
Pernerinlaly Werner 38 Telian 2007 wolizgs Pernbagmon Urusen Pemerinlabinn eodor:a
Fetrierintaly, Memecinzabiug Daecaly Irovitisi doo Meerinraly Dagead Kala paren Lota

1. Formathenan i disinkan cniulke medaparnlan :

a. Ik PRINSIF calem vanpka pendiman perusabaan bara [ dalam ranzcka mermula
usahn sl penpnarnen mecil el alaa penonaooens mecid delion neseri)
daleun rangzls perpiadacian ol proyelkk vonill penacarnan moecdal dalun pegerd,
atan

b 200 PEINSIF PERLUASAR PIERARANMAN MODAL dulam rarngky perlusasn usaha,

2. G akivr kepada Insterar Penvelensupra Pelivennn Terpodu Sa o Pinlu (FTSP) Bicaoy

Decoarnan Madal TTSD BETM MLETM S TRECR  T7ST KPSIE TST REES

I. KETERANGAN PEMOHON

A. Diisi oleh pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon L
a. Alamat e
b. E-mail U OOt

(diisi uraian data seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan)

2. Nama Perusahaan yang Akan Dibentuk (tentatif)

a. Alamat Korespondensi s
b. Telepon et ee e e eae e
c. Faksimile D e
d. E-mail e

B. Diisi oleh pemohon yang TELAH berbadan hukum Indonesia.

1. Nama Pemohon : ......cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees
a. Jabatan dalam perusahaan e
b. E-mail e

(diisi dengan data pimpinan perusahaan)



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

125 2013, No.584

2. Nama Perusahaan s

a. Alamat kedudukan perusahaan: .......ccocveveieiiiiniiiiiiiniienininienns
b. Telepon SN
c. Faksimile S Pt
d. E-mail e
3. Akta Pendirian e

dan Perubahannya (diisi dengan nama Notaris, Nomor dan Tanggal Akta)

4. Pengesahan (dan Pemberitahuan Perubahan)

dari Menteri Hukum dan HAM s
(diisi dengan Nomor dan Tanggal)
NPWP Perusahaan e

Data Perizinan / Persetujuan Penanaman Modal yang telah dimiliki

~ Diisi khusus untuk perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha sesuai Surat
Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Prinsip/ Izin Usaha

~ Dapat dibuat dalam lembaran terpisah

Tenaga
Nomor dan . . . Luas Kerja .
No. | Tgl Perizinan/ ;(r)fajli l?;;l;;lag Satuan I;?ggzﬁzf Tanah | Indonesia &?;;S;;Sl)
Persetujuan Yy (m?/ha) Orang b
(L/P)

Jumlah
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.

ETTRRASGRATN REMOANA PTRNANARIAN WMOTIAT.

Dilsi oeh permohen bails vang DROUIEK maupun TREATT harbadan hoaam
Indnnesin

L. ke pensmueonan rmiedal pamw direncuralben :
* Hidung vsahanys meonsabup lebeh dad salu bidang casba, danfalau
= Lakesi proyelioyn Berada di Zebiby dari satn Eelapats:  Bota aran 1ebina dard sain

THrse s,

malsa reneana prnanaman medal |Stdang waaha, etos pegak, jenls S kapasitas
progluken, Twes Turech, fomuego horjo Jedersesion dan modoe wmeesTos] leaus Cirnuc
nmul setizr hidang usaba dangfaran wetuls seap lnkiasd.

A Wlhusts unmik prrmabeinan dalan rangks prrlaasan uassaha, farmulic permahinnan
imi hanya diisi dengan data -rocana perhaazan neaha.

I, Budang Ususn e e
ey chempan Iclzing veain sesoad fOOLL S el

2. Lokasi Proyek
a. Alamat
b. Kabupaten/Kota
c. Provinsi

3. Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

Jenis Barang/ KBLI Satuan Kapasitas El;os r;or Keterangan
0,
Jasa
Perkiraan Nilai Ekspor per tahun D USS
4. Luas Tanah yang diperlukan D e, m?/ha(sewa/beli)*
* coret yang tidak perlu
Tenaga Kerja Indonesia :...Orang(...Laki-Laki/...Perempuan)

Rencana Nilai Investasi (Rp/US$)Coret yang tidak pertu
a. Modal Tetap
- Pembelian dan Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan
(cantumkan nilai mesin dalam satuan US$)

-Lain-lain

Sub Jumlah
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
Jumlah (a+b)

Keterangan:

Jumlah rencana nilai investasi/penanaman modal untuk PMA lebih besar
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) atau nilai setaranya
dalam satuan US Dolar, diluar tanah dan bangunan, kecuali ditetapkan lain
oleh kementerian/lembaga pembina.
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7. Rencana Permodalan (Rp/USS)Coret yang tidak pertu
a. Sumber Pembiayaan
- Modal Sendiri

- Laba ditanam kembali

(diisi apabila ada)
- Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri 1 .,
Pinjaman Dalam Negeri
Jumlah

Jumlah sumber pembiayaan harus sama dengan jumlah rencana nilai investasi

b. Modal Perseroan (Rp/USS) Coret yang tidak pertu
- Modal Dasar
- Modal Ditempatkan
- Modal Disetor

Jumlah penyertaan dalam modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama
dengan modal ditempatkan pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

c. Penyertaan Dalam Modal Perseroan

No Pemegang Saham *) Alamat dan Nilai Nominal Yo™¥)
Negara Asal Saham®)
Peserta Asing (...%)***)
e Nama:
e Nama:

Peserta Indonesia (...%)***)

e Nama :
NPWP :
e Nama :
NPWP :

Jumlah
*) Nilai NOMINAL saham dicantum dalam satuan Rupiah (Rp) atau US$.
**) Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham
***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing:

- Total penyertaan dalam modal perseroan sama dengan nilai modal ditempatkan

sama dengan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua

VLT R 2oruEiel) eran adad estarangi dalavn satuik DNF Todes atil
weEns wntulk Moang peaiin terfon
Wi pereeewyy seedenn koo annogogee W DL G
faoe paniTL L o cugdio ) emo wlal st dolain aerian UNF Daior

b Khupsus wrek peonchanen len Pnsipdimn Frmsie Aorivsson Fondiiomnn Sdocal
Dadadn siaghari, oliizay antwae yang hevBentiok Mererann Tevlaoes ()

L. Tl ak perroodiorzen delzween ceanzaee wennale 3owesadie melagt il pereaicners ooclad wsins
Araal peiurrunids reodal dalan negeri [dily stamas, molsa data Me O, Boocsaua Nilad
Irwestazi dan Ma 7. Henecana errocdalan | haras diaat dalam bentc kY Semnla -
Idejal”.

Dt “Serals” sdlalaby data soaal sebelar perulabion stanis,
Drara * Mueryael” addalaly data conemi sctolal perabalvan statns.

o Un-ak pormedhienan perhiazan usahz, apalla rocjadi perukahan untck dara No. 7
Hetcana Penmodaan, mwka Earoa diboal dalam benoak © Somala - BMenjadi®.
Lrara “Semals” dalaby cata soaeal g=hehar perulmabion pesricdaliin.,
I¥ata " Menjad ™ adalah data rencana sete ab perakaban permadslan.

No.584
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[lI. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama L s , dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT ............cccoeevenvennnen. dengan ini menyatakan :
1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,

ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya

menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum

atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Nama dan Jabatan Penandatangan

I. Untnle pemusahasan yang BELICWM herbadan hulmam Tadenes®a,
penarulalanpanan parmohonan vang dulalmnavs ercaalum PEEREATAAN
hasus dilel i ker oleb selurals culon pemeging sohoon . o nu eleln Ko purw
eI gans sl tedae el sultinisi,

4. Lnluk  porusahasn yang UHELAH S berbadan hosum mdenesa,
penewmelrzauen perwobonre veurw dnladorncave. ercasaiom PERRTATAAN
haoas <dlidasalian cleh ey phopinsg poiazadiaan. Unmak koondisi vog
rangat klmeus ran terharas, penandatanganan dapat dilskukan olch
karyawsn aerusabasn - smaw lovel dibzwab jaoslan dircks Spimpinan
perusdhnam, silenislears dengun:

a. Swrar dasi diccksiy pimpinan perasahoan vang menvasaken ponjelasan
ten-ang  leondisgi wang ndak meoruargkoman bagn diteksi f pinpinan
perusahasn unlok mensndalzngani . pormohonan dan behwa
direlos Spimupinian perosddaan mengels bl serla menvelogul perino o
yeryy Jisimnpen e

. Suarat Perintah ‘Togar dari diveles pinpinan pemsahaanr:

. Heksman  icenlias did diccksi/pimpinan perosshasn denpan
mennnjukban ashova;

d, Dugl peosrime. hoasa dibokbber deogan cebocnen ideotilas did dean
st pongangloatan terakhin sclaganl laryawan dengan menajaldoan
aAnlinga.
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Lampiran:

A. Bagi pemohon yang BELUM berbadan hukum Indonesia:

I. KETERANGAN PEMOHON

II.

1. dalam hal pemohon adalah Pemerintah Negara Lain, wajib melampirkan
surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat
yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang
bersangkutan di Indonesia;

2. dalam hal pemohon adalah perseorangan asing, agar melampirkan
rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan
pemilik paspor serta masa berlaku paspor;

3. dalam hal pemohon adalah badan usaha asing, agar melampirkan
rekaman anggaran dasar (article of association) dalam bahasa inggris
atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah
tersumpah;

4. dalam hal pemohon adalah perseorangan Indonesia, agar melampirkan
rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. dalam hal pemohon adalah badan hukum Indonesia agar melampirkan
rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan
pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan
HAM, serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL
1. Keterangan rencana kegiatan :

a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan baku;

b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan
penjelasan produk jasa yang dihasilkan;

2. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
(perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada PTSP BKPM, PTSP
PDPPM, PTSP PDKPM, PTSP KPBPB atau Administrator KEK untuk
mendapatkan surat pengantar kepada instansi Pemerintah terkait
sebelum perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip).

B. Bagi pemohon vang TELAH berbadan hukum Indonesia:

L.

KETERANGAN PEMOHON
1. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya;

2. rekaman Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/
pemberitahuan atas perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;

3. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
4. bukti diri pemegang saham, berupa :

1) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib
melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang
bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/
kantor perwakilan negara yang hersangkutan di Indonesia;
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2) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar
melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas
nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;

3) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar
melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam
bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari
penerjemah tersumpah;

4) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar
melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar
melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/ pemberitahuan dari
Menteri Hukum dan HAM serta rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) perusahaan.

II. KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1.

Rekaman Izin Prinsip/lzin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan
Perluasan/Izin Usaha dan perubahannya bila ada,

. Keterangan rencana kegiatan, :

a. untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan baku;

b. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan
penjelasan produk jasa yang dihasilkan;

c. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;

d. Khusus untuk proyek perluasan dalam bidang usaha industri,
melampirkan rekapitulasi kapasitas produksi terhadap jenis produksi
barang yang sama (KBLI), di lokasi yang sama atas seluruh
persetujuan yang dimiliki oleh perusahaan

. Apabila terjadi perubahan rencana permodalan, permohonan dilampiri :

a. Kesepakatan para pemegang saham dalam perseroan yang
dituangkan dalam bentuk :

1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah
sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan telah dicatat
(waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan tempat kedudukan
perusahaan dalam akta, atau

2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris sesuai dengan
tempat kedudukan perusahaan dalam akta, atau

3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam
bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab
VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru

yang secara tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir
yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing
para pemegang saham,;
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b. Melampirkan bukti diri para pemegang saham baru, apabila ada,
dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam persyaratan butir I.
Keterangan Pemohon;

c. Melampirkan kronologis penyertaan dalam modal perseroan yang
dinyatakan dalam 3 (tiga) akta perubahan terakhir yang telah
disetujui Menteri Hukum dan HAM (apabila diperlukan sejak
pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir);

d. Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai
melalui laba ditanam kembali;

e. Khusus untuk permohonan dalam rangka memulai usaha sebagai
penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri (alih
status), wajib melampirkan daftar nama anak perusahaan yang
sahamnya dimiliki secara langsung oleh perusahaan.

4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode laporan terakhir
(untuk permohonan perluasan dan alih status);

5. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No.

Aspek

Keterangan

KETERANGAN =3 OHON

BETIN BIERTATEAN [TTET M TH

DO TR

Mlard proelion

Deiiwi demgan narcd selurubn calon peinceEsg
sehim pergsabisen dhan  cidirikan,
unlul ;

KT,

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
KTP.

b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

anggaran dasar yang diatur dalam
peraturan yang berlaku.

a. Alamat

Diisi sesuai dengan alamat masing-masing
pemohon, untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
KTP.

b. Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam

perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku.

b. E-mail

Diisi sesuai dengan e-mail masing-masing
pemohon.

Nama perusahaan yang akan
dibentuk (tentatif)

Diisi sesuai dengan nama perusahaan

(tentatif) yang akan didirikan.

Alamat
korespondensi/Telepon/
Faksimile/E-mail

Diisi sesuai dengan alamat/telepon/faksimile /
e-mail tetap dan/atau sementara sebelum
perusahaan tersebut terbentuk yang dapat
merepresentasikan keberadaan perusahaan.

T=LALl BEEBALAN LIUKL M LIS 25 A

Mama pemohan

Trisi dengan  dats  pimpinan perusahsan
sebagaimana yand Iercaniim lalam KTF dan
dnloumen yang  meEnunjukkan Ketarangan
Jabatan pimpinan perisabaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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a. Jabatan dalam perusahaan |Diisi sesuai dengan  dokumen  yang
menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

b. E-mail Diisi sesuai dengan e-mail pimpinan
perusahaan.

Nama Perusahaan a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
KTP yang masih berlaku.

b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia:
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan
Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan.

c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau
Firma (Fa):
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris
dan telah memperoleh pengesahan Badan
Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi
tempat Badan Usaha tersebut berada.

d. Koperasi:
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

Akta Badan Hukum yang dibuat oleh
notaris dan telah memperoleh pengesahan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan kewenangannya.

e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara
Indonesia:
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

Akta Badan Hukum yang dibuat oleh
notaris dan telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat
yang ditunjuk.

f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan
Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut
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berbentuk PT maka mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas.

a. Alamat kedudukan
perusahaan

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam

KTP yang masih berlaku.

b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
indonesia / Commanditaire Vennootschap
(CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan
yang didirikan oleh warga negara indonesia
/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku (Surat  Keterangan  Domisili
Perusahaan).

b. Telepon /Faksimile/ E-mail

Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ e-mail
tetap perusahaan.

3. |Akta Pendirian (dan
perubahannya) dan
pengesahannya dari instansi
yang berwenang

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Tidak perlu dicantumkan.

b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia:
Diisi dengan data Akta pendirian berupa
nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
beserta perubahannya.

c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau
Firma (Fa):
Diisi dengan data Akta pendirian berupa
nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan Badan Usaha dari
Pengadilan Negeri di Provinsi tempat
Badan Usaha tersebut berada.

d. Koperasi:
Diisi dengan data Akta pendirian berupa

nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
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e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara
Indonesia:
Diisi dengan data Akta pendirian berupa

nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan dari Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia atau pejabat yang
ditunjuk.

f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :
Diisi dengan data Peraturan Pemerintah

dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal
BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam
Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas.

NPWP Perusahaan

Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam
rekaman NPWP .

Data  Perizinan/Persetujuan
Penanaman Modal yang telah
dimiliki

Diisi dengan semua data izin usaha yang telah
dimiliki oleh  perusahaan dan semua
persetujuan izin prinsip perluasan yang belum
memiliki izin usaha (sesuai isian data yang
diminta dalam formulir), dapat sebagai
lampiran terpisah.

II.

KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Bidang Usaha

Diisi dengan Kklasifikasi bidang wusaha
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
dan/atau perubahaannya, serta Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Dibidang Penanaman Modal.

Lokasi Proyek

(Alamat,
Provinsi)

Kabupaten/Kota,

Diisi sesuai dengan alamat lengkap
keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri
dari nama jalan, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi.

Produksi dan pemasaran per
tahun

a. Kolom jenis barang/jasa

Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan
jasa sesuai dengan bidang sebagaimana
dimaksud.

2013, No.584
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b. Kolom KBLI

Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI
yang merepresentasikan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada kolom jenis
barang/jasa.

c. Kolom Satuan

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah produk
yang dihasilkan dalam setahun (contoh:
unit/pieces/liter/ton).

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah omzet
jasa/barang yang diperdagangkan yang
diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US$).

d. Kolom Kapasitas

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan jumlah produk yang dihasilkan
dalam setahun.

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan jumlah omzet jasa/barang yang
diperdagangkan yang diperoleh dalam
setahun.

e. Kolom Ekspor (%)

- Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan prosentase atas jumlah barang yang
akan diekspor dalam setahun.

f. Kolom Keterangan

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan keterangan kesetaraan konversi
satuan (contoh: setara tonase atas jumlah
produk yang dihasilkan dalam setahun.)

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan keterangan atas barang/ jasa yang
diperlukan. (contoh: hotel -dilengkapi
dengan fasilitas berupa kolam renang,
restoran, bar dan lain-lain, perumahan-
keterangan luas tanah, luas bangunan per-
unit, dan lain-lain ).

g. Perkiraan nilai ekspor per
tahun

Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US$) atas
barang yang diekspor sesuai persentase
sebagaimana tercantum dalam kolom
persentase ekspor.

4. | Luas tanah yang diperlukan

Diisi dengan luas tanah yang digunakan
(dalam m? atau ha) dan dirinci apakah tanah
merupakan milik sendiri atau sewa.

5. |Tenaga Kerja Indonesia

Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia
dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-
laki dan perempuan).

6. Rencana Investasi

a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 1(satu) tahun
— Pembelian dan pematangan tanah: diisi
nilai kepemilikan hak atas tanah.
— Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan
hak atas bangunan.
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— Mesin dan  peralatan: diisi nilai
kepemilikan atas mesin dan suku cadang
yang terkait langsung dalam proses
produksi.

— Lain-lain: diisi nilai peralatan/
perlengkapan yang tidak terkait langsung
dalam proses produksi seperti komputer,
alat tulis kantor, kendaraan operasional,
furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.

b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari
gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya
telepon, biaya pembelian barang dagangan,
dan lain-lain.

Rencana permodalan

Sumber Pembiayaan
(US$/Rp).

a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih
kecil dengan nilai modal saham yang telah
disetor oleh para pemegang saham.

b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya
modal pinjaman yang diterima dari dalam
negeri.

c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat
diisi apabila izin prinsip ini merupakan
proyek awal perusahaan (kecuali
perusahaan tersebut telah memiliki proyek
sebelumnya yang dapat dibuktikan dengan
data yang tercantum dalam neraca
keuangan).

d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan
jumlah rencana investasi.

Modal Perseroan

Diisi sesuai dengan modal perseroan yang

tercantum dalam, untuk :

a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia: mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Untuk bentuk badan hukum dan badan
usaha lainnya mengikuti anggaran dasar
yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Penyertaan  Dalam  Modal
Perseroan

a. Kolom Pemegang Saham

Diisi sesuai dengan nama pemegang saham,
untuk :

a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia: mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
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b. Untuk bentuk badan hukum dan badan
usaha lainnya mengikuti anggaran dasar
yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

c. NPWP:

Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham
sebagaimana tercantum dalam NPWP yang
masih berlaku.

b. Alamat dan negara asal

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
KTP yang masih berlaku.

b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia/ Commanditaire Vennootschap
(CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan
yang didirikan oleh warga negara indonesia
/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku  (Surat
Perusahaan).

Keterangan  Domisili

c. Nilai Nominal Saham?*)

Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas

(Rp/USS$) mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan
yang berlaku.
d. %*¥) Diisi dengan nilai persentase masing-masing

penyertaan saham dalam perseroan terhadap
nilai total nominal seluruh penyertaan saham.

(persentase  tersebut  bukan
terhadap jumlah lembar saham).

persentase
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING

Aspck Kricrangan

RETERANCGAN M= MO

BTN DB TATEAN [TUTRTON TNTHIN TSN

Mlard perelion Diiwi dengan narcd selurub calon peinsgEsg
sahiam  perusaliwan  yang  akan  didirikar,
untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

KTP.

b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

paspor.

c. Badan Hukum Indonesia :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan
Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan.

d. Badan Usaha Milik Asing :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

Article of Association.

a. Alamat Diisi sesuai dengan alamat masing-masing
pemohon, untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam

KTP.

b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
identitas pribadi di negara asalnya.

c. Badan Hukum Indonesia :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku.
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d. Badan Usaha Milik Asing :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang berlaku di negara asal.
b. E-mail Diisi sesuai dengan e-mail masing-masing
pemohon.

2. | Nama perusahaan yang akan | Diisi sesuai dengan nama perusahaan

dibentuk (tentatif) (tentatif) yang akan didirikan dan/atau telah
diterima di dalam sistem administrasi badan
hukum.

A | Alamar st sesial feng:n alamat e eont
knresaonelrnalf Telepos falisimilefe modt otap dan/atan seorntara
aksimile/ 18 mcd! sehelum perusaspun torschut corbenrole v

dapar mereprracntasika ke acradsan
Ferusan e,

T | TETATT BRTETRATEAN [TITRT R TN 574

- Myria ponhion sl oclemman datin pimminan porusahisa,
. ) uolls ¢
[ika TELAH Lorbadus bukons
Inidonesia) d. Perseorongan (Warga Negard lndonesial :

Disl sesud] nEma yang ercanlun daldam
KTR.
b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
paspor.
a. Jabatan dalam Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
perusahaan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum
dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.
b. E-mail Diisi sesuai dengan e-mail pimpinan
perusahaan.

2. | Nama Perusahaan

a. Alamat kedudukan Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili
perusahaan Perusahaan.
b. Telepon/Faksimile/E-mail | Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ e-mail
tetap perusahaan.

3. |Akta Pendirian (dan | Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal
perubahannya) Akta.

4. | Pengesahan dan | Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan
pemberitahuan perubahan | dan pemberitahuan perubahan dari Menteri
dari Menteri Hukum dan HAM | Hukum dan HAM.
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Dalam hal permohonan Izin Prinsip dalam
rangka masuknya penyertaan modal asing
sebagian/seluruhnya dimiliki oleh asing,
maka dokumen yang dilampirkan adalah akta
awal(sebelum masuknya modal asing) yang
sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan
HAM.

5. | NPWP Perusahaan Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam
rekaman NPWP .

6. |Data  Perizinan/Persetujuan | Diisi dengan semua data izin usaha yang telah
Penanaman Modal yang telah | dimiliki oleh perusahaan dan semua
dimiliki persetujuan izin prinsip perluasan yang belum
memiliki izin usaha (sesuai isian data yang
diminta dalam formulir), dapat sebagai
lampiran terpisah.

II. | KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

1. | Bidang Usaha Diisi dengan klasifikasi bidang usaha
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
dan/atau perubahaannya, serta Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Dibidang Penanaman Modal.

2. | Lokasi Proyek Diisi sesuai dengan alamat lengkap
keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri
dari nama jalan, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi.

(Alamat, Kabupaten/Kota,
Provinsi)

3. | Produksi dan pemasaran per

tahun

a. Kolom jenis barang/jasa: Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan
jasa sesuai dengan bidang sebagaimana
dimaksud.

b. Kolom KBLI Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI
yang merepresentasikan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada kolom jenis
barang/jasa.

c. Kolom Satuan ~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi

dengan konversi satuan atas jumlah produk
yang dihasilkan dalam setahun (contoh:
unit/ pieces/liter /ton)

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah omzet
jasa/barang vyang diperdagangkan yang
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diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US$)

d. Kolom Kapasitas

Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan jumlah produk yang dihasilkan
dalam setahun.

Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan jumlah omzet jasa/barang yang
diperdagangkan yang diperoleh dalam
setahun.

e. Kolom Ekspor (%)

Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan persentase atas jumlah barang yang
akan diekspor dalam setahun.

f. Kolom Keterangan

Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan keterangan kesetaraan konversi
satuan (contoh: setara tonase atas jumlah
produk yang dihasilkan dalam setahun).
Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan keterangan atas barang/ jasa yang
diperlukan. (contoh: hotel-dilengkapi
dengan fasilitas berupa kolam renang,
restoran, bar dan lain-lain, perumahan-
keterangan luas tanah, luas bangunan per-
unit, dan lain-lain).

g. Perkiraan nilai ekspor per
tahun

Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US$) atas
barang yang diekspor sesuai prosentase
sebagaimana tercantum dalam kolom
prosentase ekspor.

4. | Luas tanah yang diperlukan

Diisi dengan luas tanah yang digunakan
(dalam m? atau ha) dan dirinci apakah tanah
merupakan milik sendiri atau sewa.

5. |Tenaga Kerja Indonesia

Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia
dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-
laki dan perempuan).

6. Rencana Investasi

a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam

jangka waktu 1(satu) tahun

— Pembelian dan pematangan tanah: diisi
nilai kepemilikan hak atas tanah.

— Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan
hak atas bangunan.

— Mesin dan  peralatan: diisi nilai
kepemilikan atas mesin dan suku cadang
yang terkait langsung dalam proses
produksi.

- Lain-lain: diisi nilai peralatan/
perlengkapan yang tidak terkait langsung
dalam proses produksi seperti komputer,
alat tulis kantor, kendaraan operasional,
furnitur, biaya sewa kantor dan lain-lain.
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b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri
dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik,
biaya telepon, biaya pembelian barang
dagangan dan lain-lain.

Rencana permodalan

Sumber Pembiayaan | a. Modal sendiri: diisi sesuai dan/atau lebih
(US$/Rp). kecil dengan nilai modal saham yang telah
disetor oleh para pemegang saham.

b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya
modal pinjaman yang diterima dari luar
negeri maupun dalam negeri.

c. Laba yang ditanam kembali: belum dapat
diisi apabila izin prinsip ini merupakan
proyek awal perusahaan.

d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan
jumlah rencana investasi.

Modal Perseroan a. Modal Dasar
Untuk yang belum berbadan hukum,
mengikuti ketentuan sebagaimana

dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Untuk yang telah berbadan hukum, diisi
sesuai yang tercantum dalam Anggaran
Dasar perseroan Pasal 4 ayat (1).

b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor
Untuk yang belum berbadan hukum, diisi
sesuai dengan jumlah rencana penyertaan
dalam modal perseroan.
Untuk yang telah berbadan hukum, diisi
sesuai yang tercantum dalam Anggaran
Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).

Penyertaan  Dalam  Modal
Perseroan

a. Kolom Pemegang Saham Diisi sesuai dengan nama pemegang saham,
untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
~ Nama:
Diisi sesuai nama pemegang saham
sebagaimana tercantum dalam KTP
yang masih berlaku.

~ NPWP:
Diisi sesuai nomor NPWP pemegang
saham sebagaimana tercantum dalam
NPWP yang masih berlaku.

b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai nama pemegang saham yang
tercantum dalam paspor pemegang saham
di negara asalnya
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c. Badan Hukum Indonesia :
~ Nama:
Diisi sesuai nama yang tercantum

dalam Anggaran Dasar Perseroan yang
telah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai
Persetujuan Menteri Hukum dan HAM
atas Perubahan  Anggaran  Dasar

Perseroan.

~ NPWP:
Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum
Indonesia sebagaimana tercantum

dalam NPWP yang masih berlaku.

d. Badan Usaha Milik Asing :
Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing
yang tercantum dalam Article of
Association.

b. Alamat dan negara asal

Diisi sesuai dengan alamat masing-masing

pemohon, untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
KTP.

b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :

Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
identitas pribadi di negara asalnya.

c. Badan Hukum Indonesia :

Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku.

d. Badan Usaha Milik Asing :

Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang berlaku di negara asal.

c. Nilai Nominal Saham*)
(Rp/US$)

Untuk yang belum berbadan hukum, diisi
dengan nilai saham yang akan disetorkan oleh
masing masing calon pemegang saham.

Untuk yang telah berbadan hukum, diisi
sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar
perseroan.

d. %)

Diisi dengan nilai persentase masing-masing
penyertaan saham dalam perseroan terhadap
nilai total nominal seluruh penyertaan saham.

(persentase  tersebut  bukan
terhadap jumlah lembar saham).

persentase
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

No. | Aspek Keterangan
L. KETERANGAN PEMOHON WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM.
1. | Nama pemohon Diisi dengan data pimpinan perusahaan

sebagaimana yang tercantum dalam KTP dan
dokumen yang menunjukkan keterangan
jabatan/pimpinan perusahaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

a. Jabatan dalam perusahaan | Diisi sesuai dengan dokumen  yang
menunjukkan keterangan jabatan/pimpinan
perusahaan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
b. E-mail Diisi sesuai dengan e-mail pimpinan
perusahaan.
2. | Nama Perusahaan a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
KTP yang masih berlaku.

b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia:
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan
Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan.

c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau
Firma (Fa):
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Akta Badan Usaha yang dibuat oleh notaris
dan telah memperoleh pengesahan Badan
Usaha dari Pengadilan Negeri di Provinsi
tempat Badan Usaha tersebut berada.

d. Koperasi:
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Akta Badan Hukum yang dibuat oleh
notaris dan telah memperoleh pengesahan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah, atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan kewenangannya.
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e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara
Indonesia:
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

Akta Badan Hukum yang dibuat oleh
notaris dan telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat
yang ditunjuk.

f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan
Daerah, dalam hal BUMN/BUMD tersebut
berbentuk PT maka mengikuti ketentuan
yang berlaku dalam Undang-Undang
tentang Perseroan Terbatas.

a. Alamat kedudukan
perusahaan

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam

KTP yang masih berlaku.

b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga Negara
Indonesia/ Commanditaire Vennootschap
(CV), atau Firma (Fa)/Koperasi/Yayasan
yang didirikan oleh warga negara Indonesia
/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku  (Surat  Keterangan  Domisili
Perusahaan).

b. Telepon/Faksimile/ E-mail

Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ e-mail
tetap perusahaan.

3. |Akta Pendirian (dan
perubahannya) dan
pengesahannya dari instansi
yang berwenang

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Tidak perlu dicantumkan.

b. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia:
Diisi dengan data Akta pendirian berupa
nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
beserta perubahannya.

c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau
Firma (Fa):
Diisi dengan data Akta pendirian berupa
nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
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pengesahan Badan Usaha dari
Pengadilan Negeri di Provinsi tempat
Badan Usaha tersebut berada.

d. Koperasi:

Diisi dengan data Akta pendirian berupa
nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

e. Yayasan yang didirikan oleh warga negara
indonesia:
Diisi dengan data Akta pendirian berupa
nomor, tanggal, nama notaris, tempat
kedudukan notaris, nomor dan tanggal
pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
atau pejabat yang ditunjuk.

f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :
Diisi dengan data Peraturan Pemerintah

dan/atau Peraturan Daerah, dalam hal
BUMN/BUMD tersebut berbentuk PT maka
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam

Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas.
4. | NPWP Perusahaan Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam
rekaman NPWP.
5. |Data  Perizinan/Persetujuan | Diisi dengan semua data izin usaha yang telah

Penanaman Modal yang telah
dimiliki

dimiliki oleh perusahaan dan semua
persetujuan izin prinsip perluasan yang belum
memiliki izin usaha (sesuai isian data yang
diminta dalam formulir), dapat sebagai
lampiran terpisah.

II.

KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Bidang Usaha

Diisi dengan Kklasifikasi bidang usaha
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
dan/atau perubahaannya, serta Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Dibidang Penanaman Modal.
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2. | Lokasi Proyek Diisi sesuai dengan alamat lengkap
keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri
(Alarpat., Kabupaten/Kota, dari nama jalan, kelurahan, kecamatan,
Provinsi)

kabupaten/kota, provinsi.

3. | Produksi dan pemasaran per
tahun

a. Kolom jenis barang/jasa

Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan

jasa sesuai dengan bidang sebagaimana
dimaksud.

b. Kolom KBLI Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI
yang merepresentasikan barang/jasa

sebagaimana dimaksud pada kolom jenis
barang/jasa.

c. Kolom Satuan

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah produk
yang dihasilkan dalam setahun (contoh:
unit/ pieces/liter/ton).

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah omzet
jasa/barang yang diperdagangkan yang
diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US$).

d. Kolom Kapasitas

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan jumlah produk yang dihasilkan
dalam setahun.

-~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan jumlah omzet jasa/barang yang
diperdagangkan yang diperoleh dalam
setahun.

e. Kolom Ekspor (%)

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan persentase atas jumlah barang yang
akan diekspor dalam setahun.

f. Kolom Keterangan

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan keterangan kesetaraan konversi
satuan (contoh: setara tonase atas jumlah
produk yang dihasilkan dalam setahun)

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan keterangan atas barang/ jasa yang
diperlukan. (contoh: hotel -dilengkapi
dengan fasilitas berupa kolam renang,
restoran, bar dan lain-lain., perumahan-
keterangan luas tanah, luas bangunan per-
unit, dan lain-lain ).

g. Perkiraan nilai ekspor per
tahun

Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US$) atas
barang yang diekspor sesuai prosentase
sebagaimana tercantum dalam kolom
prosentase ekspor.

4. | Luas tanah yang diperlukan

Diisi dengan luas tanah yang digunakan
(dalam m? atau ha) dan dirinci apakah tanah
merupakan milik sendiri atau sewa.
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Tenaga Kerja Indonesia Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia
dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-
laki dan perempuan).

Rencana Investasi a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 1(satu) tahun

— Pembelian dan pematangan tanah: diisi
nilai kepemilikan hak atas tanah.

— Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan
hak atas bangunan.

— Mesin dan peralatan : diisi nilai
kepemilikan atas mesin dan suku cadang
yang terkait langsung dalam proses
produksi.

- Lain-lain: diisi nilai peralatan/
perlengkapan yang tidak terkait langsung
dalam proses produksi seperti komputer,
alat tulis kantor, kendaraan operasional,
furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain.

b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari
gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya
telepon, biaya pembelian barang dagangan,
dan lain-lain.

Rencana permodalan

Sumber Pembiayaan a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan

(US$/Rp). vang disertai peningkatan penyertaan
dalam modal perseroan, maka dapat diisi
dengan selisih atas penyertaan modal
tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa
cadangan modal disetor yang belum
terpakai pada investasi sebelumnya.

b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya
modal pinjaman yang diterima dari dalam
negeri.

c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai
nilai laba yang ditanam kembali oleh
perusahaan (yang dibuktikan dengan
besarnya retained earning pada neraca
keuangan terakhir).

d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan
jumlah rencana investasi.

Modal Perseroan Diisi sesuai dengan modal perseroan yang
tercantum dalam, untuk :

a. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh warga negara
indonesia: mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Untuk bentuk badan hukum dan badan
usaha lainnya mengikuti anggaran dasar
yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
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Penyertaan  Dalam  Modal

Perseroan

a. Kolom Pemegang Saham

Diisi sesuai dengan nama pemegang saham,
untuk :

a. Perseroan terbatas (PT) yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia: mengikuti ketentuan

sebagaimana dimaksud pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

b. Untuk bentuk badan hukum dan badan
usaha lainnya mengikuti anggaran dasar
yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

c. NPWP:

Diisi sesuai nomor NPWP pemegang saham
sebagaimana tercantum dalam NPWP yang
masih berlaku.

b. Alamat dan negara asal

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
KTP yang masih berlaku.

b. Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh

sahamnya dimiliki oleh warga negara
Indonesia / Commanditaire Vennootschap
(CV), atau Firma (Fa) / Koperasi / Yayasan
yang didirikan oleh warga negara indonesia
/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku (Surat  Keterangan
Perusahaan).

Domisili

c. Nilai Nominal Saham¥)

Diisi apabila berbentuk Perseroan Terbatas

(Rp/US$) mengikuti anggaran dasar sesuai peraturan
yang berlaku.
d. %*¥) Diisi dengan nilai persentase masing-masing

penyertaan saham dalam perseroan terhadap
nilai total nominal seluruh penyertaan saham.

(persentase  tersebut bukan
terhadap jumlah lembar saham)

persentase
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL ASING

No. | Aspek Keterangan

L KETERANGAN PEMOHON WAJIB TELAH BERBADAN HUKUM

1. | Nama pemohon Diisi dengan data pimpinan perusahaan,

untuk :
a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
KTP.
b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
paspor.
a. Jabatan dalam perusahaan | Diisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan
dan pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum
dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan.
b. E-mail Diisi sesuai dengan e-mai pimpinan
perusahaan

2. | Nama Perusahaan

a. Alamat kedudukan Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili
perusahaan Perusahaan.
b. Telepon/Faksimile/ E-mail Diisi sesuai dengan telepon/ faksimile/ e-mail
tetap perusahaan.

3. | Akta Pendirian (dan | Diisi dengan nama notaris, nomor dan tanggal
perubahannya) Akta.

4. | Pengesahan dan | Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan
pemberitahuan perubahan | dan pemberitahuan perubahan dari Menteri
dari Menteri Hukum dan HAM | Hukum dan HAM.

5. | NPWP Perusahaan Diisi sesuai nomor yang tercantum dalam

rekaman NPWP.

6. | Data Perizinan/Persetujuan | Diisi dengan semua data izin usaha yang telah
Penanaman Modal yang telah | dimiliki oleh perusahaan dan semua
dimiliki persetujuan izin prinsip perluasan yang belum

memiliki izin usaha (sesuai isian data yang
diminta dalam formulir), dapat sebagai
lampiran terpisah.
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II.

KETERANGAN RENCANA PENANAMAN MODAL

Bidang Usaha

Diisi dengan Kklasifikasi bidang usaha
mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
dan/atau perubahaannya, serta Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan
Dibidang Penanaman Modal.

Lokasi Proyek

(Alamat, Kabupaten/Kota,
Provinsi)

Diisi sesuai dengan alamat lengkap
keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri
dari nama jalan, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi.

Produksi dan pemasaran per
tahun

a. Kolom jenis barang/jasa:

Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan
jasa sesuai dengan bidang sebagaimana
dimaksud.

b. Kolom KBLI

Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI
yang merepresentasikan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada kolom jenis
barang/jasa.

c. Kolom Satuan

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah produk
yang dihasilkan dalam setahun (contoh:
unit/pieces/liter /ton).

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah omzet
jasa/barang yang diperdagangkan yang
diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/USS$).

d. Kolom Kapasitas

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan jumlah produk yang dihasilkan
dalam setahun.

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan jumlah omzet jasa/barang yang
diperdagangkan yang diperoleh dalam
setahun.

e. Kolom Ekspor (%)

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan prosentase atas jumlah barang yang
akan diekspor dalam setahun.

f. Kolom Keterangan

~ Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan keterangan kesetaraan konversi
satuan (contoh: setara tonase atas jumlah
produk yang dihasilkan dalam setahun).

~ Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan keterangan atas barang/ jasa yang
diperlukan. (contoh: hotel —dilengkapi
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dengan fasilitas berupa kolam renang,
restouran, bar dan lain-lain, perumahan-
keterangan luas tanah, luas bangunan per-
unit, dan lain-lain ).

g. Perkiraan nilai ekspor per | Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US$) atas

tahun barang yang diekspor sesuai prosentase
sebagaimana  tercantum dalam  kolom
prosentase ekspor .

Luas tanah yang diperlukan Diisi dengan luas tanah yang digunakan
(dalam m? atau ha) dan dirinci apakah tanah
merupakan milik sendiri atau sewa.

Tenaga Kerja Indonesia Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia
dan dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-
laki dan perempuan).

Rencana Investasi a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 1(satu) tahun

— Pembelian dan pematangan tanah: diisi
nilai kepemilikan hak atas tanah.

— Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan
hak atas bangunan.

— Mesin dan  peralatan: diisi nilai
kepemilikan atas mesin dan suku cadang
yvang terkait langsung dalam proses
produksi.

— Lain-lain: diisi nilai peralatan/
perlengkapan yang tidak terkait langsung
dalam proses produksi seperti komputer,
alat tulis kantor, kendaraan operasional,
furnitur, biaya sewa kantor, dan lain-lain

b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri
dari gaji karyawan, biaya air, biaya listrik,
biaya telepon, biaya pembelian barang
dagangan, dan lain-lain.

Rencana permodalan

Sumber Pembiayaan | a. Modal sendiri: untuk proyek perluasan
(US$/Rp). yang disertai peningkatan penyertaan
dalam modal perseroan, maka dapat diisi
dengan selisih atas penyertaan modal
tersebut. Dapat juga diisi dengan sisa
cadangan modal disetor yang belum
terpakai pada investasi sebelumnya.

b. Modal Pinjaman: diisi sesuai besarnya
modal pinjaman yang diterima dari luar
negeri maupun dalam negeri.

c. Laba yang ditanam kembali: diisi sesuai
nilai laba yang ditanam kembali oleh
perusahaan (yang dibuktikan dengan
besarnya retained earning pada neraca
keuangan terakhir).

d. Jumlah sumber pembiayaan sama dengan
jumlah rencana investasi.
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Modal Perseroan

a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum
dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4
ayat (1).

b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi
sesuai yang tercantum dalam Anggaran
Dasar perseroan Pasal 4 ayat (2).

Penyertaan  Dalam  Modal

Perseroan

a. Kolom Pemegang Saham

Diisi sesuai dengan nama pemegang saham,
untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :

~ Nama:
Diisi sesuai nama pemegang saham
sebagaimana tercantum dalam KTP

yang masih berlaku.

-~ NPWP:
Diisi sesuai nomor NPWP pemegang
saham sebagaimana tercantum dalam
NPWP yang masih berlaku.

b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai nama pemegang saham yang
tercantum dalam paspor pemegang saham
di negara asalnya.

c. Badan Hukum Indonesia :
~ Nama:
Diisi sesuai nama yang tercantum
dalam Anggaran Dasar Perseroan yang
telah mendapatkan pengesahan dari
Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai
Persetujuan Menteri Hukum dan HAM
atas Perubahan  Anggaran  Dasar
Perseroan.

- NPWP:
Diisi sesuai nomor NPWP Badan Hukum
Indonesia sebagaimana  tercantum
dalam NPWP yang masih berlaku.

d. Badan Usaha Milik Asing :
Diisi sesuai nama Badan Usaha Milik Asing
yang tercantum dalam Article of Association

b. Alamat dan negara asal

Diisi sesuai dengan alamat masing-masing
pemohon, untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
KTP.
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b. Perseorangan (Warga Negara Asing) :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
identitas pribadi di negara asalnya.

c. Badan Hukum Indonesia :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam
perizinan yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
berlaku.

d. Badan Usaha Milik Asing :
Diisi sesuai alamat yang tercantum dalam

perizinan yang berlaku di negara asal.

c. Nilai Nominal Saham*) Diisi sesuai yang tercantum dalam Anggaran
(Rp/USS$) Dasar perseroan.
d. %*) Diisi dengan nilai persentase masing-masing

penyertaan saham dalam perseroan terhadap
nilai total nominal seluruh penyertaan saham.

(persentase  tersebut bukan  persentase
terhadap jumlah lembar saham)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN I-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik

Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai
izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha, sebagai
berikut :

I NATA PROYTIC

I.
kR

:'_.1

.

Mama Prrmsahaan

Alarnar Kedudulkan PMerusahaan iKantor Jasat):
w0 Almat Korcspondens

tr. Kabooaten ) Kota

Lo Provins:

. Toleoon

. Falesirmile

I, T-ma’l
Tokasi Froveek
a. Alamat

b. Kabupaton, Kota

v Poovinsi U
Rekomendasiflein Operasional @ .

i ciseragaratian, disi dengan nomarn, Arigoal dan mane nevsensalsineionsi penerbat
rekeomren i ST creerisan

Birdang Usaks
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oo Produlesi dan s sardan e ek
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. y ke HILL Haluan ke la G ; Krolerangsan n
Produkos ! sz P " [ RETL

a) Kolom keterangan mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

o dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau peraturan
sektoral terkait bidang usaha)

Perkiraan nilai ekspor per tahun D USS. e

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap
1) Pembelian dan Pematangan Tanah
2) Bangunan / Gedung
3) Mesin Peralatan
(nilai mesin peralatan dalam satuan US$)
4) Lain-lain
Sub Jumlah
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
c¢. Jumlah Nilai Investasi

4 Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip
diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....

9. Luas tanah (Beli/Sewa)
10. Tenaga Kerja Indonesia
11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. ]
1) Modal Sendiri
2) Laba ditanam kembali
3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Jumlah Sumber Pembiayaan
Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan Jumlah nilai investasi

b. Keputusan para pemegang saham .
pefing elaiignn eoneod dnn g Blsedo BIUPE Fleputuaei Sivialer amou o, il
diah nona Wotats Permparaan Keoumisnn Ra.Jrr .IF'nR‘.I; Al Perubailan, Lo 1

e dor Eerenierian Gk dan

dengon nomcr dar el Pamlenlain 7 Py
VA SRRy AT ek At B BT 0 i ek iia? pesaeonao mendos ol ) peees iy
B (PP H |

¢ Modal Verseaoann (salosn dalian BHpd

1} Mudal Dasw PPN
2) Modal Ditempatkan SN
3) Modal Disetor s

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal dztempatkan
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d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham
(satuan dalam Rp.)
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham
(satuan dalam Rp. )
PENGENDALI
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :

BUKAN PENGENDALI

Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100

Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1.

2.

Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga)
tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal
waktu penyelesaian proyek.

Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus
diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang
ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.

Untuk kegiatan usaha vang telah siap beroperasi/berproduksi,
Perusahaan hems meagajulan pormohonan [Zin Usabhs ke VS5 liidang
Penunanian Modal scsuai lewennnsamns.

FASILITAS PEMAMAMAN MOLDAL

Thilerikan /Tulale dilerihan Tasililas penbebaszn bed rmasuls wlas
pengimporan mesing, harang dab bahan gesual kelenilan  peralliran
perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas
pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.
Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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AL LAIN-LAIN:
L. Perusihoon wafil moenvianmmuokaen Laporonn Koeplalan Ponaieinaa Rodi.
ILEPM], e pan periede pelaporan;
. Taporan Triveulan T odisarnpaibean paling Tambel sada Langgal 5 Azl
lahiuhn yang bersangkulan;
b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli
tahun yang bersangkutan;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Oktober tahun yang bersangkutan;

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan
Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Kepala BKPM Nomor
3 Tahun 2012.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan
ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di
bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.

3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang
tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan
permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai
kewenangannya.

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini,
sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar
atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek

dan/ atau pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat
Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman
Modal ............... (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan
diganti) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan
saham asing pada perusahaan penanaman modal asing yang mengakibatkan perusahaan
menjadi penanaman modal dalam negeri, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan
dengan :

1. Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah
menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh
saham asing kepada peserta Indonesia, dan untuk selanjutnya
PT. i dicatat sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

Menteri Lingkungan Hidup;

Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
diwajibkan bermitra);

Gubernur Bank Indonesia;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka
penggabungan perusahaan atau akuisisi);

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

Gubernur yang bersangkutan;

Bupati/Walikota yang bersangkutan;

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di
kabupaten/kota);

Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten/kota); dan/atau

Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PITSP BKPM dan PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN I-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP
PENANAMAN MODAL ASING
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Frovins,  edan Permecrlaban Thaseah Kabupualen  /Tola, Peroesinlah Bepuablik
Tndenesia memberikan TAY PRING ™ FIOWVANARAN WOTIAT, ASTNG sebagal i«i-
ARITIENANA s mi cengan perusahaan mampernieh Toin Daaha, selwpai heeilanl -

1. DATA PIIOYEK :

1. Mumd Porusabian fendai? dofoisy
2, NPWE [laage cpeaeny Sesderr Plaaeiun Madeun foedenrzan DL L e,
J. Alamal Kedudukan Pelgahazn
ACAlama Koraspmndeansi
!"n'm:,l:' FIREy] Fresfeceny Meardonee ©laphesers .".'.'rl':lr.'r'.'-:l'r.lj
Alamiar kantor Mosat
dtp Ak hefol Bodan Bukuen Theleas s
b, Bl Kol
e, Pravinsi
. Telepen
e, Faksinile
f. 2 meil
1. Lalasi movel:
sl Alimior
b. Kuabooaten f Kota
. Lroins! H PP
ihagn yne felall Sadan Avkamn mdonesin, alomrat fokae? proyek ores dicenkanlon GengiEn
ailcanly
[rleemendasif zin Oprrasional
fieman ¢ siagars tharn rodsd Aergaros raormey, Sasiggnand s ewees peesienned G lnstee s g dan,
rEl e Ral SRR e a0

G, Thidung Usahia

m
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7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun

Jenis Produksi/ | KBLI | Satuan | Kapasitas Ekspor

Jasa (%) Keterangan a)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi
Catatan :
dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau
peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun D USS.

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US$)
a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah : ..o,
2) Bangunan / Gedung e
3) Mesin Peralatan 1 L
(nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$ .............................. ) @
4) Lain-lain L e
Sub Jumlah S PPN
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) e eaaaaas
¢. Jumlah Nilai Investasi D e

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan
mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip

diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....
9. Luas tanah (Beli/Sewa) L e, (m2/ha)
10. Tenaga Kerja Indonesia Do orang (......L /..... P)

11. Permodalan :
a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. Atau US$)

1) Modal Sendiri P
2) Laba ditanam kembali S PN
3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri S PPN
Pinjaman Dalam Negeri SN
Jumlah Sumber Pembiayaan L s

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan Jjumlah nilai investasi

b Kc_‘putum PATA pomeogong saham
foiia davgian noror den fangesl Hizaian MUHES
ST repnn voloms Mermsetaors o hiesgn
rlesraitan e ne s gl inedanefoong’ )

'(hpz esan Sinaidar aran namor, farigeial
W R I e H T S e A Lva Py
e phea Weengadeerean Vlnkoens el

FLAGT - lonmins GG BOmaimat Rt S £ 0 it IRREL SO I SO e
crrvie!

. Modal Perseroan featun cledue: mp atens LEE)

1j Modal Dasar e
2) Modal Ditempatkan S PN
3) Modal Disetor L s

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal dztempatkan
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d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No Pemegang Saham % Negara Nilai Nominal Saham
Asal (satuan dalam Rp. atau US$)
Peserta Asing
Nama :
Nama:

Peserta Indonesia

Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan | 100
e  Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
o Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No Pemegang Saham % Negara Nilai Nominal Saham
Asal (satuan dalam Rp.)

PENGENDALI
Peserta Asing

| Nama :
Peserta Indonesia

Nama :
NPWP :
BUKAN PENGENDALI --
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan | 100
e  Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini

2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga)
tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal
waktu penyelesaian proyek.

3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus
digjukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang
ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini.

4. Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi,
Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha ke PTSP Bidang
Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

M FASILITAS PTIMAMAWAN MOTIATL

[. Tilerikan fTidak  diberikan asilitas penbehassn ben masak Alas
engimporan mesin, harang dan bahan sesuai Bptentuan perstoran
erundang undsngan.

ermohonzn . untuls mendapdatiess pombobasa bes masole wdtas
pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada P1I'SP BKPM.
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Leanberion fasidtas porpaiinlian untuk poniaman muodal moengseu Eepiacdia
Lelenlusan poraluran perincang:s

O TATM-TAIN;

Perugahaan wajily menvampaikan Tapermn Kegialan Penananman WModa

ILERPM], desoan periane pela s

a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April
tahun yang bersangkutan;

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli
tahun yang bersangkutan;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Oktober tahun yang bersangkutan;

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan
Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Kepala BKPM Nomor
3 Tahun 2012.

Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan
ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di
bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang
tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, dapat mengajukan
permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai
kewenangannya.

Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini,
sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar
atau terdapat kekeliruan.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perpindahan lokasi proyek
dan/atau dalam rangka pembaharuan Izin Prinsip, maka klausul dalam Bab Lain-lain
ditambahkan dengan

1.

Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Surat
Persetujuan/Pendaftaran Penanaman Modal/lzin Prinsip Penanaman
Modal ............. (cantumkan nomor dan tanggal perizinan yang akan diganti)
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Apabila Izin Prinsip Penanaman Modal ini diterbitkan dalam rangka perubahan pemilikan
saham pada perusahaan penanaman modal dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan
menjadi penanaman modal asing, maka klausul dalam Bab Lain-lain ditambahkan dengan :

1.

Dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, Pemerintah
menyetujui keputusan para pemegang saham tentang pengalihan
seluruh/sebagian saham peserta Indonesia kepada peserta asing dan
untuk selanjutnya PT. ............. dicatat sebagai perusahaan penanaman
modal asing.

Dengan telah tercatatnya PT............. sebagai perusahaan penanaman
modal asing, maka dalam jadwal waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini, seluruh anak
perusahaan PT............. harus mengajukan permohonan Izin Prinsip dalam
rangka penanaman modal asing ke PTSP BKPM /PTSP KPBPB/PTSP KEK.
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3. Untuk anak perusahaan yang bidang usahanya tertutup bagi penanaman
modal asing maka PT............. harus mengalihkan sahamnya kepada
pemegang saham Indonesia.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Keuangan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

Menteri Lingkungan Hidup;

Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
diwajibkan bermitray;

Gubernur Bank Indonesia;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;

.Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka

penggabungan perusahaan atau akuisisi);

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

Gubernur yang bersangkutan;

Bupati/Walikota yang bersangkutan;

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP
KPBPB/PTSP KEK]J;

Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);

Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN I-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tenlang Peranarman Modal dan Peswwean Permerinlsh Nomoe 38 Laboan 2007
lentang Penbagian Lrsan Pemeriniahan Anlars Pemerintah, Pemeri-cahan Tasreh
Frownsi, dan Pemerintaben Dascabh Taabopateng omm, sebagal i sementars
aatpal dengan perusahaan mempernleh [zin Usaha Perluasas, sehagai heriat e

L DATA PEOYEK
. Mama Perisabaan
2. NPWP
A0 Al kedodulan Perusahosn
o Alanial oo lor Pasal
T B ale s SR,
o Poovinsi
ol lelepomn
e, Faksinile
I Fmzil i e
4. Tokasi Provek
a. Alamar
b Kiabomaten f Kota
e i
fdeamia ¥ fokoos? propae®s names dicaphoekor, cepgon SalEl)
2. leriginan Pemcisanan Modal vang dibndliki
e P dlon den vsalio
O, Hekoonendusif lein Operasional

ifiten disersaparafioar, JiEE0 Gegan noman, Wagoal 0an ARG perieniicaly isienst pener
rodorrien el Snen, creoripaan ol

7. Tiduny Tsaha
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Jenis
Produksi KBLI Satuan Kapasitas

/ Jasa

Ekspor
(%)

Keterangan o

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

o dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau

peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun : USS$. ...l

9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)
a. Modal Tetap

1) Pembelian dan Pematangan Tanah : .................

2) Bangunan / Gedung D e

3) Mesin Peralatan D e
(nilai mesin peralatan dalam satuan US$) (US$ ..............

4) Lain-lain D e
Sub Jumlah D e

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) D e,
¢. Jumlah Nilai Investasi D e

a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan

mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US$

Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip

diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....
10. Luas tanah (Beli/Sewa) D e
11. Tenaga Kerja Indonesia Do orang (

12. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.)
1) Modal Sendiri
2) Laba ditanam kembali
3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Dalam Negeri :
Jumlah Bomber Pembisyasn !

...... L/... P

Vol saen e i) g eedesierad seioa aderg e S dn et o

lr. Kepanussn rr penegang saham :

Sl ey e o0 Iregea Kesedafe SRS Kegandusin Sirhoefon sonw oo

a

ik mgrea Moraris Pag

oAk Repotvnan Rapet TR A Paromaion o

rigri

SENQRA KOTOr 0an fonpeal Pembenmaiiuans Persemuiian den Nementerinn Fufun don

1

Mh

= Rl MO EOTE AN LU Gnlie o ol memsianinony mesicn’ perTs

)

o Mocal Merseroin fsaneon Saiom )
11 Blockal Dwisar D e
M Koodil Diccinpratkon .
3 Windal Thselor -
St pockad clsefor seme Sengand 1T reoelal olilenrnien,

Py BT o LA
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II.

1T

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham
(satuan dalam Rp.)
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100

e Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No Pemegang Saham %o Nilai Nominal Saham
(satuan dalam Rp. )
PENGENDALI
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
BUKAN PENGENDALI
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100

e  Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
o Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak

diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini

2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga)
tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal

waktu penyelesaian proyek.

3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus
diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang

ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.

. Untule lwsiaton uscha  vang cclabh sfap becoporasifborprodulos?,
Itrusahagn harus mengmagukan permoluman l\an Usahs erloasan ke

FIE1F Bidians erianiamas Modd] sosoad ewonangann,

FASILITAS PENMANAWARN WOTIAT.

1. Diberikan/Tidak diberikan iagsilitas pentbebasain Dbea nEasuk atas
pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas

pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

2. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada

ketentuan peraturan perundangan
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v LAIM-LAIN:
1. Prerusahosn wiajib menssoopeikan Laporan egiotan Pendnsman Mocdial

FLELAM], denpan pericde poelaporan;

A Lapordan Uriwulan |odisoormpeaiksn paling larbal gada langeal o Al
Labin wng berssonploulung

b. Laporan Triwulan II disampailan paling lambalr pada tanggal 5 Juli
tahun yang bersangkutan;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Oktober tahun yang bersangkutan;

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan
Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor
3 Tahun 2012.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan
ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.

3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang
tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat
mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal
sesuai kewenangannya.

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya
tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

4. Menteri Lingkungan Hidup;

5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;

6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
diwajibkan bermitra);

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka
penggabungan perusahaan atau akuisisi);

10. Direktur Jenderal Pajak;

11. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

12. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

13. Gubernur yang bersangkutan;

14. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
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15.

16.

17.

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di
kabupaten/kota);

Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten /kota);

Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PITSP BKPM dan PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN I-E

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERLUASAN
PENANAMAN MODAL ASING
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik
Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PERLUASAN sebagai izin sementara sampai
dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan, sebagai berikut :

. TIATA PROYTE !

1. MWama Urrusabiaan

2. NIMw)?

A0 Alomuon Medoduolon Merusahoan
Lo Alnmat kaintor st
b B upetes fora
e Provinsd
d. Telepeon
e, Fuksionile
[, BE-irul

4, Loskasi 1muvek
d. Alanmal L e e
1o, Toalee oten Aol e ey
€. Froving e
ftearmien | fofeons? progae® nares elicanhoekur, depgon SelEl)

3, Periginan Penansimnan Mod:) woange divnihlsd
ifeir Peiiesdi ol e Thaafuog

. Rekanendasi T Operasiona P
(P eltucrss i T Ry, o sl of 07107 2Ramor, JOniec! RO 1IN PTeTIR O TSR ST e
rekomendasi /izin operasional)

7. Bidang Usaha N
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H.

Produlssl dan Peinssaran et lakiu
Jeoris ; -
Produlos AbBL. St Eopasitias h'l.c:’ [?m Keteringin af

. I:l|
£odilsi

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

» dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau

peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan nilai ekspor per tahun D USS.
9. Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US$)
a. Modal Tetap
1) Pembelian dan Pematangan Tanah
2) Bangunan / Gedung
3) Mesin Peralatan
(nilai mesin peralatan dalam satuan US$)
4) Lain-lain
Sub Jumlah
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
¢. Jumlah Nilai Investasi D e
@) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan
mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip
diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....
10. Luas tanah (Beli/Sewa) D e, (m2/ha)
11. Tenaga Kerja Indonesia Do orang (......L /..... P
12. Permodalan :
a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp.atau US$)
1) Modal Sendiri e
2) Laba ditanam kembali SN
3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri SN
Pinjaman Dalam Negeri SN
Jumlah Sumber Pembiayaan L s

Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan Jjumlah nilai investasi

by, Koputusan para ponlcgsing s:dham
FeliGEn aderugon, vy ol oGl Risatah BLTSS Nepuiuaan Sknior amal navin s et
dnkh mamn Motons Fermyotoon Nepufueson Mooot (PREV G Yerubehon, Sienproed
chemgoen newrar o Timggo? Sepber i Persefgon don Kemenferian S abom don
VA e Wt posstiin! s D o e g roorr sl perseroen eaa Bndit 0 gsasninan
rnmn

c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US$)
1) Modal Dasar D e
2) Modal Ditempatkan e
3) Modal Disetor S PPN

Nilai modal disetor sama dengan nilai modal dztempatkan
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d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No Pemegang Saham % Negara Nilai Nominal Saham
Asal (satuan dalam Rp. atau US$)
Peserta Asing
Nama :
Nama:

Peserta Indonesia

Nama :
NPWP :

Nama :
NPWP :

Jumlah Penyertaan Modal Perseroan | 100

e Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No Pemegang Saham % Negara Nilai Nominal Saham
Asal (satuan dalam Rp.)
PENGENDALI
Peserta Asing
| Nama :

Peserta Indonesia

Nama :
NPWP :

BUKAN PENGENDALI --

Jumlah Penyertaan Modal Perseroan | 100

e Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
o Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 3 (tiga) tahun sejak
diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini

2. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 3
(tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan
jadwal waktu penyelesaian proyek.

3. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus
diagjukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang
ditetapkan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.

4, Untuk kegiatan usaha yang telah siap beroperasi/berproduksi,
Perusahaan harus mengajukan permohonan Izin Usaha Perluasan ke
PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

FASILITAS PTMANMANAN MOTIAT.

I, Thilerikan fTidal:  Jiberikan  FasTiggs pembebagan bea nrasiulh alas
pengimporan mesin, Tarang can Daban sesal kelenilan  peraliran
perundang-nndangan.

Fertnnhatien . untuk  mendapatkan pembwhasan hea masak =tas
pengimporan mesin, narang dan bahan digjukan Kepada PI'SP BKPM.
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L

S, enberion Hsilitas perpedjokan unluk penaninnen cnodal men@acen keprada
Eeteniusn pordlran periilcaigEstl

TATH-TAIN;

I, Perwsahaan waiil mersampaikan Taporan epialas Perdamaman Wodal
ILEPAM), degun periode pelupuran;

a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April
tahun yang bersangkutan;

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli
tahun yang bersangkutan;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Oktober tahun yang bersangkutan;

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5
Januari tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan
Kepala PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor
3 Tahun 2012.

2. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan
ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha yang disetujui di dalam
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini.

3. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang
tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal ini, dapat
mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman Modal
sesuai kewenangannya.

4. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Perluasan Penanaman

Modal ini, sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya
tidak benar atau terdapat kekeliruan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

11.
12.
13.

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Keuangan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

Menteri Lingkungan Hidup;

Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
diwajibkan bermitra);

Gubernur Bank Indonesia;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;

.Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka

penggabungan perusahaan atau akuisisi);
Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

14

17.

18.

19.

175 2013, No.584

. Gubernur yang bersangkutan;
15.
16.

Bupati/Walikota yang bersangkutan;

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP
KPBPB/PTSP KEKJ;

Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM /PTSP KPBPB/PTSP KEK);

Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);
Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN I-F

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan
Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan Pemberian Izin Prinsip/
Izin Prinsip Perluasan Penanaman
Modal
Kepada Yth.
Direksi PT. ......cceeeneennee.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP  BKPM/PTSP  KPBPB/PTSP  KEK/PDPPM /instansi
penyelenggara PTSP di provinsi/PDKPM/ instansi penyelenggara

PTSP di kabupaten/kota* tanggal ...................... perihal
permohonan izin prinsip/izin prinsip perluasan penanaman
modal* PT.............. dan memperhatikan:

a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ......... tanggal.......
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dengan ini kami menolak pemberian Izin Prinsip/Izin Prinsip
Perluasan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

%) pilih yang sesuai
**)  khusus untuk permohonan izin prinsip perluasan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN II-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal
PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Serriocoran in disarnodilan kemads Tnslanst ZPenvelenpgeard Pelavanan Temsedu
Saiu Picnn (PTSP] Ridang Penanaman Wadal (PTSP TPW SFTIPPM  ETCPM S FTE
WPHPTAPTER . RTEF unlss mendapalkan persetujian peralrmban alas
rencana frasliss sl peoanaman moelal vang selehunnea WEah dinyalakan daam Lein
Sringip/Tan TsahaiTein Tsaha Prriuasan, dan sermh permibabannya.

Nama Perusahaan

Perizinan yang akan diubah : (cdiisi dengan nomor dan tanggal perizinan), sebagai
berikut :
KETENTUAN SEMULA MENJADI
*) pilih salah satu
Catatan :

o diisi dengan ketentuan yang akan diubah
e semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan

yang dimiliki
e menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan

Alasan perubahan : ................o...e.
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PERNYATAAN

Bahwa saya, nama L , dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT .........ccccovvviiiienennnn. dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani
oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa
saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data

dokumen aslinya, dan

¢. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Nama dan Jabatan Penandatangan

Denendalinganan pernobonan veng didalernrve. erceann. am CEREYATAAT]

haris dilalodeas oleh divelesifpimpioo: pemasabaan. Tomak londisi vans

sangar kKhusus dan terhatas, perancatanganan dapst rilakuksn nlch

Ligverwar  perusalbin sulu level dibeveah jabaolin divelsa ) puaopinemn

Pemaciae, slilcngkapm Ao

2. Burar dari dirckai/pmpnan pomusahsan yang menyarskar penjelasan
lenteng kondisi wanp udale memunskinan bam direksi S pimpinan
perwsibiper anluk mensndalansann percoobonon demn albowa
dirckes fpirmpinan pemusahaan mengeral-ui seta menyenann permalanan
yanE Cisampaikan;

b Sural l'ermteh Toses canl divelia f piocpinin perwsadioen;

o Relcaman entitaz dirk diceksiy pmprnan porasaliaan <engan
meannju clea= aslings;

o Dol penecsizoe Loase dibuklbon denzo reseooan identitas dird dao
surat poensangloatan terakair schagan earnsoenr depean neonanjialddoan
azlinya.

yang disampaikan dengan
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LAMPIRAN :

1. Rekaman Izin Prinsip/lIzin Usaha/Izin Usaha Perluasan, dan seluruh
perubahannya;

Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan
pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum

2.

dan HAM;

. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi
perubahan :
a. Nama Perusahaan, agar melampirkan :

1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); atau

2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham
dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris;

3) Bukti pemesanan nama Data Isian Akta Notaris (perubahan) dengan
status diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Alamat perusahaan, agar melampirkan :
1) Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau
2) Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) yang baru.
d. Bidang usaha dan jenis produksi, agar melampirkan rencana kegiatan :

1) untuk industri, berupa diagram alir produksi (flow chart of production)
dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dengan
mencantumkan jenis bahan baku;

2) untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan
penjelasan produk jasa yang dihasilkan;

e. Modal perseroan, agar melampirkan :

1) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau

2) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham
dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau

3) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk
Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi
dengan bukti diri pemegang saham baru;

f. Penyertaan dalam modal perseroan, agar melampirkan :

1) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan penyertaan dalam
modal perseroan, dalam bentuk :

a) Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau

b) Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang
saham, atau

c) Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam
bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;

2) bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :

a) dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain, wajib
melampirkan surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan
atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/ kantor perwakilan
negara yang bersangkutan di Indonesia;

b) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan asing, agar
melampirkan rekaman paspor yang mencantumkan dengan jelas nama,
tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor;
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c) dalam hal pemegang saham adalah badan usaha asing, agar
melampirkan rekaman anggaran dasar (article of association) dalam
bahasa inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari
penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri;

d) dalam hal pemegang saham adalah perseorangan Indonesia, agar
melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih
berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e) dalam hal pemegang saham adalah badan hukum Indonesia agar
melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya
lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta rekaman Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.

3) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin

BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan.

g. Nama badan hukum pemegang saham, agar melampirkan amandemen
perubahan nama/ certificate change of name atau sejenisnya.
4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
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LAMPIRAN PERUBAHAN IZIN USAHA :

1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/ Izin Perluasan yang dimiliki
perusahaan;

2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan
pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum
dan HAM;

3. Data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, antara lain jika terjadi
perubahan :

a. Lokasi Proyek, agar melampirkan :

1) Surat Keterangan Domisili (lokast terbaru);

2) Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan(lokasi terbaru)
berupa :

- Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;

- Rekaman sertifikat Hak atas tanah;

- Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

- Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
- Rekaman perjanjian pinjam pakai;

3) Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
(lokasi terbaru);

4) Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat.

b. Ketentuan bidang wusaha mencakup (jenis produksi, kapasitas dan
pemasaran dan nilai ekspor):
1) Uraian proses produksi (flow chart);
2) Kalkulasi Kapasitas Produksi;
3) Dokumen pendukung lain terkait perubahan (PIB, data teknis mesin, dan
lain-lain).

c. Masa Berlaku izin usaha.

4. Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), agar melampirkan rekaman Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) yang baru;

6. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semester terakhir;

7. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

No.

Aspek Keterangan

Nama perusahaan - Jika belum berbadan hukum Indonesia, diisi
dengan nama perusahaan (tentatif) yang akan
didirikan dan/atau telah diterima di dalam
sistem administrasi badan hukum.

- Jika telah berbadan hukum Indonesia, diisi
dengan nama perusahaan yang sesuai Akta
Pendirian dan perubahannya dan telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM.

Perizinan yang akan diubah Diisi dengan nomor dan tanggal perizinan yang
dijadikan acuan sebagai perubahan.

Kolom Ketentuan Diisi dengan  ketentuan dari  perizinan
penanaman modal yang dimiliki dan akan
diubah, antara lain :

Nama perusahaan;

NPWP;

Alamat korespondensi/perusahaan;
Lokasi proyek;

Bidang Usaha;

Produksi (jenis barang/jasa, KBLI, satuan,
kapasitas, ekspor %);

Perkiraan nilai ekspor per tahun;
Rencana investasi;

Luas tanah;

Tenaga Kerja Indonesia;

Permodalan:

1) Sumber pembiayaan;

2) Modal perseroan;

3) Penyertaan dalam modal perseroan.
1. Nama badan hukum pemegang saham;
m. Rencana waktu penyelesaian proyek;
n. Fasilitas penanaman modal.

SO a0 o

e

Kolom Semula Diisi dengan data ketentuan yang akan diubah
sebagaimana yang tercantum dalam perizinan
yang dimiliki.
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5. | Kolom Menjadi

Diisi dengan data ketentuan setelah terjadinya
perubahan sesuai dengan data penunjang yang
dipersyaratkan dalam = Lampiran  Formulir
Permohonan Perubahan Penanaman Modal.

6. | Alasan perubahan

Diisi dengan alasan yang wajar mengenai
terjadinya perubahan data ketentuan yang
tercantum dalam perizinan yang dimiliki.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN II-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........

dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentiang Penbaginn Urusan onierntahim Antary Vemcenntah, Pemerintahan Dacrah
Privvinsi, don Pemcrintahon Daersh Kabupoalenndkela,  Pomoceriswh Hepoblil
ludonesia memnbaeilagn Loy FRIMVSLE PEROBAHAN, sebagal berilial :

L.

PN

i,

Mama Pearusahann

MIMEL

Alarnal Kedudukan Perlsahasn
a. Alamat Kantor Pusat

b Lzihuogmoten ) kot

v FProvingi

el Tricpon

e, Fulesimile

f. T-mail

. Lozkasi Provel

d. Alunat

. Kalmpaien/Kols

o rowinsi

ralanicd loksael propesrs wots dicantundiom dengen datml)

FeanmendasifTain Operasional @
il e rsyarafioan, aRE dengan nonar Rngeal Gon tann penterininky iustanst
rrsarhi nelionaenglosd Sl opsreaineal)

Perindn v ) aladn ikl

Sl elerngaers g S Tangae et e G

Fatra il LUSETL PHTH PUINCRETLE ST

!I;'.Ill..'.l"i." e it Sleess draegrgnd Rdsedade TR
AT Sataivs Pomnpodamm Kepieean Dopoat (SO ke Perubaian. dilengiarn dengen o
wheas taeeg e O b teaFuaan ey Ve se e el U W oelen e ke she DLAG Ty shdid
perseroan paaa bulir ¢. dar penyertaan modal perseroan pada butir d perusanaan tertutip)

[ET T -- --
e Bl aiva srseeen, g aggn o,
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KETENTUAN

SEMULA

MENJADI

1. Nama perusahaan

. NPWP

. Alamat Kedudukan Perusahaan

a. Alamat korespondensi/
perusahaan (kantor pusat)

. Kabupaten/Kota

Provinsi

. Telepon

Faksimile

. E-mail

o a0 o

. Lokasi Proyek

a. Alamat
b. Kabupaten/Kota
c. Provinsi

. Bidang Usaha

. Produksi (Jenis dan Kapasitas)

Jenis KBLI Satuan

Kapasitas

Kapasitas

Pemasaran Per Tahun

Jenis | KBLI Satuan| Kapasitas

Ekspor (%)

Ekspor (%)

. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun

USS.

US$.

a,

. Rencana Investasi

a. Modal Tetap
-Pembelian dan Pematangan
Tanah
-Bangunan / Gedung
-Mesin Peralatan @

-Lain-lain
Sub Jumlah

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
Jumlah

Bila nilai investasi mesin peralatan dalam
satuan Rp. harus dilengkapi dengan
mencantumkan  nilai  investasi mesin
peralatan dalam satuan US$

Kurs valuta asing dalam rupiah adalah
yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip
diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....
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9. Luas Tanah .... (m2/ha) .... (m2/ha)
(Sewa/beli) (Sewa/beli)
10. Tenaga Kerja Indonesia Orang Orang
(...L/... P) (...L/... P)
11. Sumber Pembiayaan
- Modal Sendiri Rp e Rp oo
- Laba ditanam kembali Rp ooviiein Rp oo
- Pinjaman
e Pinjaman Dalam Negeri Rp v Rp oo
e Pinjaman Luar Negeri Rputereeieieeiennn Rpeeeieeaeieennnn
Jumlah Rp e Rp o
12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek
13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Diberikan/Tidak | Diberikan/Tidak
atas pengimporan mesin, barang diberikan diberikan
dan bahan
Catatan :

dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman
Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/lzin Usaha/Izin Usaha

Perluasan/Izin Perluasan Nomor

tanggal

Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek

sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan/Izin Usaha

Perluasan ini,

dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun wajib

ditindaklanjuti dengan permohonan Izin Usaha Perubahan atas pelaksanaan
kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal sesuai

kewenangannya.

Perubahan ini,

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha
sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam

ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan
sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.
3

4.
5.
6

Menteri Dalam Negeri;
Menteri Keuangan;

Hukum Umum;

Menteri Lingkungan Hidup;

diwajibkan bermitra);
Gubernur Bank Indonesia;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi

Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka
penggabungan perusahaan atau akuisisi);

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

Gubernur yang bersangkutan;

Bupati/Walikota yang bersangkutan;

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di
kabupaten /kota);

Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDKPM/instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten/kota); dan/atau

Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM dan PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

189 2013, No.584

LAMPIRAN II-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perubahan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL ASING
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentong Pononaman Modal dan Peratcran Pomcrintan Momor 32 tahun 2007
Lenlang Peinbapion Lrusan Coinenntihon Ansord Pemcerintad, erncrinlalisn Docroh
Prav'nsi, dan Pemerimahan Tlasreh Kabupalen fKeta,  Pemericiah Repuhlik
Tnganeain memlp-ikan TZTV PRIVETP PRREUTRAHATN, sebwgai Derilall

I, Mama Perusahasn (lenialil

Fre ko Tl T e DE BT

iy i ineleressial

2, MPWE [Luey sruasgg tafady Mosdens Slkaon ncionamsia)
3, Alamal Kedudukan Perlmahsaan
a, Mlamal Woresaandensi
Tl gy helnn Baadon Fukon Tednnssing
Almnal Eanior FPusas
et anegy dodot Dachor Jukain Jnstonweaen
b Labuparen et
€. lrevinisd
. Telepon
. Daksimile
[ E mail
4. Lakasi lrovick
o Alaanat
I, Kalupalen;Kols
Z,o Provinsi
o gty Lo b b e b Phadisrs Sosdromumninn o0 et drehrisrd promaets ot diunduindan,
dengen cotsil)

Ao Begomrnedasif lzin Operasional

G i e rarkan L LA et odiar, Biio ol des enu e il iarans)

pererhil rekoremdes s oporasior.)
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.

*rizinan vamg akan diubah

P T L W P P Tl A e P e A G e

c Resulusan e pemegans satnn

190

fedirss fiennppnt s Ao Togpmen S Wsae s MRS Wepdosecan Meooadan e s anggeea efan

AT Sataits Fompodamm Kepiheean Dapot (SO

rles 2o gt Vi

T e U ety edin D Bannng

1kia Perubaianr. dilengian dengen omer
gy Ok hows VLA W

Terediary sotieden!

srseaeraniei el ekl v el RS LErTae roa i e rRETenn, geudin BT o peruaatiann e T

Dl prerubalid:

KETENTUIARN

SEMILA

MEMNJALL

. Nauna perusahiaan (tenratyy defini

. NPWP

. Alamat Kedudukan Perusahaan

a. Alamat korespondensi/
perusahaan (kantor pusat)

. Kabupaten/Kota

Provinsi

. Telepon

Faksimile

E-mail

mo a0 o

. Lokasi Proyek

a. Alamat
b. Kabupaten/Kota
c. Provinsi

5. Bidang Usaha

6. Produksi (Jenis dan Kapasitas)

Jenis KBLI Satuan

Kapasitas

Kapasitas

Pemasaran Per Tahun

Jenis | KBLI Satuan| Kapasitas

Ekspor (%)

Ekspor (%)

7. Perkiraan Nilai Ekspor per tahun USS. US$.
8. Rencana Investasi
a. Modal Tetap
-Pembelian dan Pematangan Rp/USS$............. Rp/USS$.............
Tanah
-Bangunan / Gedung Rp/USS....ccoune... Rp/USS$....c.on....
-Mesin Peralatan @ Rp/USS$............. Rp/USS.............
(USS. ooerererenn. ) L (USS. oo )
-Lain-lain Rp/USS$............. Rp/US$.............
Sub Jumlah Rp/USS$............. Rp/USS$.............
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) Rp/USS$............. Rp/US$.............
Jumlah Rp/USS$............. Rp/US$.............
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4 Bila nilai investasi mesin peralatan dalam
satuan Rp. harus dilengkapi dengan
mencantumkan  nilai  investasi mesin
peralatan dalam satuan US$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah
yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip
diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....

9. Luas Tanah . (m2/ha) .... (m2/ha)
(Sewa/beli) (Sewa/beli)
10. Tenaga Kerja Indonesia .... Orang .... Orang
(...L/... P) (...L/... P)
11. Permodalan
a. Sumber Pembiayaan
- Modal Sendiri Rp/USS............. Rp/USS.............
- Laba ditanam kembali Rp/USS...ccccunee.. Rp/USS$..cccounn...
- Pinjaman
¢ Pinjaman Dalam Negeri Rp/USS......cuv.... Rp/USS$.............
e Pinjaman Luar Negeri Rp/USS$............. Rp/US$.............
Jumlah Rp/USS$............. Rp/USS$.............
b. Modal Perseroan
- Modal Dasar Rp/US$............. Rp/USS$.............
- Modal Ditempatkan Rp/USS$............. Rp/USS.....ccne.
- Modal Disetor Rp/USS....c.cun.... Rp/USS$....c.on.....
c. Penyertaan Modal Perseroan
Perusahaan Tertutup
1. Peserta Asing (H'OAJ] Rp/US$ ............. Rp/US$ .............
e Nama
Negara asal Rp/USS............. Rp/USS$.............
e Nama
Negara asal
2. Peserta Indonesia (...%)
e Nama Rp/US$......o.... Rp/USS......ue....
NPWP :
o Nama. Rp/USS$............. Rp/USS...........
NPWP :
3. Jumlah (100%) Rp/USS$............. Rp/USS$.............
Perusahaan Terbuka (Tbk]
Pengendali (...%) R oo » IRD o :
1. Peserta Asing
Nama RP coiiiiiiins » | RD ,
Negara asal
2. Peserta Indonesia
Nama RD wovveereean. B I T ,
NPWP : P P
Bukan Pengendali (...%) RDeeoooeeeeeeeeee, RDeoooioeeeeeeeee,
Jumlah (100%) RD wovverveieiennns s | RP e ,
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12. Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek

13. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Diberikan/Tidak | Diberikan/Tidak
atas pengimporan mesin, barang diberikan diberikan
dan bahan

Catatan :
dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi dan penyertaan dalam
modal perseroan

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Penanaman
Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/lzin Usaha/Izin Usaha
Perluasan/Izin Perluasan Nomor .............. tanggal ..............

Izin Prinsip Perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek
sebagaimana telah ditetapkan dalam Izin Usaha/lzin Perluasan/Izin Usaha
Perluasan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib
ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan Izin Usaha Perubahan atas
pelaksanaan kegiatan usaha di lokasi baru ke PTSP Bidang Penanaman Modal
sesuai kewenangannya.

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini, sepanjang
tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban
sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah dalam perizinan sebelumnya, tetap
berlaku sebagaimana adanya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Keuangan;

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

Menteri Lingkungan Hidup;

Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
diwajibkan bermitray;

Gubernur Bank Indonesia;

Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;

.Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka

penggabungan perusahaan atau akuisisi);

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

Gubernur yang bersangkutan;

Bupati/Walikota yang bersangkutan;

Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP
KPBPB/PTSP KEK);
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17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);

18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);

19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN II-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha
Perubahan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan pemberian izin prinsip
perubahan/ izin usaha perubahan
PT...ccceeee.
Kepada Yth.
Direksi PT. .....ccceevniennee.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
...................... perihal permohonan izin prinsip perubahan/izin
usaha perubahan penanaman modal* PT.................... dan
memperhatikan:

a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Penanaman Modal*
Nomor ......... tanggal.......
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dengan ini kami menolak Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha
Perubahan* di atas, dengan alasan sebagai berikut:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

*)  pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus bidang industri)/ Izin Usaha
Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan Langsung/ Izin Usaha
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa
Konstruksi/ Pendaftaran (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
PENDAFTARAN (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan L et eeaae
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM e aaaas
3. Bidang Usaha L et a e aans
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) et
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya e aas
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM @ ....iiiiiiiiiiiiii e
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat PPN
- Nomor Telepon SRR
- Faksimile S PO UPRN
- E-mail e
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik PPt
- Nomor Telepon SN
- Faksimile e aaaan
- E-mail ST
8. Penanggungjawab Perusahaan 2 e
Nama e enas
Alamat Tempat Tinggal e
Nomor Telepon /Faksimile e,
Nomor KTP/IMTA ettt et e e e ean

a) Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS), Izin
Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK)dan Izin Usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol.
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9. Nama Penanggung Jawab Teknik b) ST ORI
b) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

10. Kemampuan Keuangan c) TP UP PP TRt
c¢) Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap
produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :
Jenis Barang/Jasa Satuan Kapasitas Ekspor (%) Keterangan

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha 9:

Klasifikasi Kemampuan Dasar
No. Kualifikasi Nomor | Subbidang/bagian Tahun Nilai (juta Rp)
Kode subbidang

d) Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi
Badan Usaha (SBU)

2. Nilai Ekspor per tahun TUSS o

3. Saat Mulai Berproduksi/Operasi D e
Bulan s
Tahun e

4. Investasi Proyek (Menggunakan Mata Uang sesuai IP)

a. Modal Tetap e
- Pembelian & Pematangan Tanah : ...,
- Bangunan / Gedung D e,
- Mesin & Peralatan e
- Lain - Lain D iiriieieiceieiieieieiceieiceieeens
Sub Jumlah s
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over D e eeeieiieiiiieiiieiieiiiiiiieens
c. Jumlah (atb) S PPt
5. Penggunaan Tanah?) Do m2/ha
*) pilih salah satu 0 milik sendiri
[0 menggunakan proyek terdahulu
[l sewa

6. Sumber Pembiayaan

a. Modal Sendiri PP PP
b. Laba yang Ditanam Kembali e
c. Modal Pinjaman T U TUUTT

Jumlah e
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7. Modal Perseroan :
a. Modal Dasar s
b. Modal Ditempatkan D e
c. Modal Disetor e

8. Tenaga Kerja :  Asing (L/P) Indonesia (L/P)
a. Pimpinan Perusahaan D e e
I o : Komisaris D e e,
Direksi D e e,
- Koperasi .............. : Pimpinan D e e,
b. Tenaga Profesional D e i
- Manager L e e
- Tenaga Ahli D e e
c. Tenaga Kerja Langsung D eeereieeies eeeieeeieee..
Jumlah D s i,

9. Hubungan dalam rangka Kkerjasama (Diisi untuk Izin Usaha Jasa
Survei/SIUJS)

(Dengan perusahaan/jasa di luar negeri koresponden /perwakilan/jika ada,
lampirkan perjanjian agen/partner dan kerjasamanya)
a. Keanggotaan dalam asosiasi D e
perusahaan jasa di Indonesia dan
di luar negeri
b. Relasi-relasi baik dari instansi s
pemerintah maupun swasta yang
mempergunakan jasa-jasa perusahaan

10. Tenaga Ahli (Diisi untuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan
Properti (SIUP4) dan Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS))

a. Nama e
Nomor sertifikat e e
Lembaga penerbit sertifikat D e

b. Nama S Pt
Nomor sertifikat e
Lembaga penerbit sertifikat s

HI.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ......ccccceveveneiininnnns , dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT ................ocoiiis dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.
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2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,
ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya
menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum
atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Mengetahui/Menyetujui, ©
Direktur/Pimpinan Kawasan Industri Yang membuat pernyataan,

Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-

Nama terang, tanda tangan Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap Kawasan Industri Jabatan dan cap perusahaan

e) bagi perusahaan yang berlokast di Kawasan Industri

Preovuidalensinoan permohiaien yvane dideleoongya ercenius PRANYATAAN

harus rdilalbubkan oleh dircksijpumpran penceahacsn, Dntele loonciai yang

sanpal khuszus darn lerbalas, ponsndalangsnean dapal didakokan olek
hurvawan  perus-biann - osaio level dibaweeab jabalon diveksifionpinan
prrusahaan, dilengleapi dengan:

B, Hurdl dari ditcks pimpinan peresshasn vang menyalakan penjelasan
enlary  keodhsr  wens ldek moemcopkoreon Deag direkes) fpiinpihoar:
percemalizewr owntuak merseodeccoaeen perroehicoeo: dan Dedows
direksif aimanan progabaan mengetalng’ seora e nsetajui pernolieon e
yaup disampriken;

b Susad Denntol Tusas dex? direkest nropines: perusahieean:

v Rekowan wlenritos din dircksi/pimpinan porasabiasan ol
e kkan aslings:

. Hum penerima koasa chbuxulen denesan rekanaen sdennoas din dan
surar engacaglatarr teralthir sebogai Lanwvaman dengan merunjulskaar
nslirqs.



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584 200

LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG
INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA MERGER/ PENDAFTARAN
(KHUSUS DIBIDANG KEPARIWISATAAN) :

@

o N

10.

11.

Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat
Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Usaha/ Izin Dinas/ Kementerian terkait;
Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan
perubahannya;

Rekaman NPWP perusahaan;

Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :

a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;

b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;

¢) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;

e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;

Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan
UKL-UPL;

Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait
dan peraturan daerah setempat;

Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan
cap perusahaan;

Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas
asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima
kuasa;

Untuk permohonan Izin Perluasan (khusus dibidang industri)/ Izin Usaha Perluasan
ditambah persyaratan :

12.

Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan
dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.
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LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG:

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat
Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;

2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM serta akta perubahannya dengan  persetujuan/pemberitahuan
perubahannya;

3. Rekaman NPWP perusahaan;

4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :

a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;

b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;

¢) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;

5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan

perusahaan;

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;

Rekomendasi dari Kementerian Perdagangan;

8. Rekaman Surat Izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis untuk
jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan
mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/ supplier);

10. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2
lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan ;

11. Rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan
perusahaan;

12. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;

13. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan
cap perusahaan;

14. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas
asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima
kuasa,;

No

Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan :
15. Asli SIUPL Sementara;
16. Rekaman neraca perusahaan .
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LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA SURVEL

No

10.
11.

12.

Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat

Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;

Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan

perubahannya;

Rekaman NPWP perusahaan;

Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :

a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;

b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;

¢) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;

e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;

Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang yang ditandatangani oleh pimpinan

perusahaan;

Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;

Daftar tenaga ahli 5 (lima) orang yang dilengkapi dengan:

a) Surat pernyataan sebagai surveyor dan tidak bekerja pada perusahaan lain
di atas kertas bermeterai cukup;

b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;

¢) rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;

d) Daftar riwayat hidup;

e) Rekaman KTP bagi WNI/IMTA bagi WNA,;

Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2

lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;

Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;

Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan

cap perusahaan;

Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak

dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas

asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima

kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJS ditambah persyaratan :

13.
14.
15.

Asli Izin Usaha Jasa Survei ;
Rekaman neraca perusahaan;
Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat ;

Untuk permohonan IUJS Kantor cabang dilengkapi:

16.
17.
18.
19.
20.

Rekaman akta notaris pembukaan kantor cabang/perwakilan;
Rekaman IUJS kantor pusat yang telah dilegalisir;

Rekaman KTP bagi WNI/Paspor bagi WNA;

Daftar surveyor pada kantor cabang;

Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
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LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN
PROPERTI (IUP4):

1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat
Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;

2. Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan

perubahannya;

Rekaman NPWP perusahaan;

4. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :

a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;

b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;

¢) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;

e) Rekaman perjanjian pinjam pakai;

5. Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan;

Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

7. Daftar tenaga ahli paling sedikit 2 (dua) orang bagi kantor pusat dan paling
sedikit 1 (satu) orang bagi kantor cabang yang dilengkapi dengan:

a) Surat pernyataan sebagai tenaga ahli di bidang perantara perdagangan
properti dan tidak bekerja pada perusahaan lain yang sejenis, di atas meterai
cukup;

b) Rekaman ijazah pendidikan terakhir/tertinggi;

c) Rekaman sertifikasi profesi dari asosiasi terkait;

d) Daftar riwayat hidup;

e) Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA;

8. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2
lembar untuk pimpinan /penanggung jawab perusahaan ;

9. Rekaman domisili kantor pusat;

10. Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;

11. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan
cap perusahaan;

12. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas
asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima
kuasa;

@

o

Untuk permohonan Perpanjangan/Pendaftaran Ulang IUP4 ditambah persyaratan :
13. Asli [UP4 ;

14. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;

15. Rekaman neraca perusahaan;

16. Rekaman TDP Kantor pusat;
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Untuk permohonan IUP4 Kantor cabang dilengkapi:

17. Rekaman 1UP4;

18. Rekaman dokumen pembukaan kantor cabang;

19. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2
lembar untuk pimpinan perusahaan;

20. Daftar tenaga kerja ahli pada kantor cabang;

21. Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat.
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LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI:

©® N o

11.
12.
13.

14.

Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/ Izin Prinsip/ Surat
Persetujuan Penanaman Modal/ Izin Dinas/Kementerian terkait;

Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM  serta akta perubahannya dengan  persetujuan/pemberitahuan
perubahannya;

Rekaman NPWP perusahaan;

Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :

a) Rekaman akta jual beli atas nama perusahaan;

b) Rekaman sertifikat Hak atas tanah;

c¢) Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d) Rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;

e) Rekaman perjanjian pinjam pakai.

Rekaman Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) untuk gudang;

Hasil pemeriksaan lapangan (bila diperlukan);

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;

Data Badan Usaha atau company profile;

Rekaman SBU (Sertifikat Badan Usaha) yang telah diregistrasi oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);

. Rekaman KTP bagi WNI/ IMTA bagi WNA dan pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2

lembar untuk pimpinan/penanggung jawab perusahaan;

Rekaman domisili kantor pusat;

Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan daerah setempat;
Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan
cap perusahaan;

Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas
asli disertai dengan rekaman melampirkan identitas pemberi dan penerima
kuasa;

Untuk permohonan perpanjangan IUJK ditambah persyaratan :
15. Asli IUJK;

16.

Rekaman neraca perusahaan.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN USAHA/ IZIN PERLUASAN (KHUSUS DIBIDANG INDUSTRI)/
IZIN USAHA PERLUASAN/ IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA

PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL)/ IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA
PERDAGANGAN PROPERTI (SIUP4)/ IZIN USAHA JASA SURVEI (SIUJS)/IZIN

USAHA JASA KONSTRUKSI( IUJK)/ PENDAFTARAN (KHUSUS DIBIDANG

KEPARIWISATAAN)

I. KETERANGAN PEMOHON

No. Aspek Keterangan

1. | Nama Perusahaan Diisi sesuai nama yang tercantum dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan
dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai
Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2. | Nomor & Tanggal Diisi sesuai dengan perizinan yang akan

Pendaftaran/Izin Prinsip PM diajukan untuk izin usahanya beserta
tanggalnya.

3. | Bidang Usaha Diisi sesuai dengan bidang usaha yang
tercantum dalam surat persetujuan/izin
prinsip penanaman modal.

4. | Nomor Pokok Wajib Pajak Diisi sesuai dengan Surat Keterangan

(NPWP) Terdaftar dari Direktorat Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan.
5 | a. Akta Pendirian dan Diisi sesuai dengan nomor akta, tanggal, dan
perubahannya notaris yang mengeluarkan.
b. Pengesahan /Persetujuan/ Diisi dengan nomor dan tanggal
Pemberitahuan pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari
Menteri Hukum dan HAM.

6. | Alamat Kantor Pusat Diisi dengan nama gedung perkantoran, nama
jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, nomor kode pos, nomor telepon,
nomor faksimile dan e-mail sesuai dengan
alamat yang tercantum dalam NPWP atau
Surat Keterangan Domisili alamat kantor
pusat.

7. | Alamat Lokasi Proyek/Pabrik | Diisi sesuai dengan alamat lengkap

*) keberadaan lokasi proyek/pabrik yang terdiri
dari nama jalan, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, nomor kode pos,
nomor telepon, nomor faksimile dan e-mail.

8. | Nama Penanggungjawab Diisi sesuai nama salah satu direksi yang
perusahaan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan
Ef?iisi HHWKSIIZ{;LUS?M genj;ta?n (tercantum dalam akta susunan direksi
aAngsun, , 1Zin Usana Jasa 1 o 1
Surgei (S%JS), I Z)m i, perseroan) disertai . alamat tempat tinggal,
Perusahaan Perantara Perdagangan tempat/ tanggal ,lahlr’ norpor telepon, dan
Properti (SIUP4), Izin Usaha Jasa nomor faksimile sesuai dengan yang
Konstruksi (IUJK)dan Izin Usaha tercantum dalam identitas.
dibidang industri hanya untuk
minuman beralkohol)

9. | Nama Penanggungjawab Diisi sesuai dengan nama penanggungjawab
teknik teknik yang tercantum dalam SBU (sertifikasi
Diisi untuk Izin Usaha Jasa badan usaha).

Konstruksi (IUJK)
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10. | Kemampuan Keuangan
Diisi untuk Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)

Diisi sesuai dengan kemampuan keuangan
perusahaan yang tercantum dalam SBU

(sertifikasi badan usaha).

*) Keterangan (khusus untuk bidang usaha industri):

Jika tidak berlokasi di kawasan industri, perusahaan harus menyertakan surat keterangan dari
Kementerian Perindustrian/dinas terkait bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat kawasan industri;
tidak lagi ada ketersediaan lahan di kawasan industriy atau termasuk bidang-bidang yang
dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 7 huruf a dan b atau
melampirkan surat dari Menteri Perindustrian tentang izin untuk tidak berlokasi di kawasan

industri.

II. REALISASI PROYEK

No.

Aspek

Keterangan

1.

Kapasitas produksi dan
pemasaran per tahun

1. Kolom jenis barang/jasa: diisi jenis barang
yvang diproduksi/kegiatan jasa sesuai
dengan realisasi.

2. Kolom satuan:

— diisi dengan konversi satuan atas jumlah
produk yang dihasilkan dalam setahun;

— diisi dengan konversi satuan atas jumlah
omzet jasa/barang yang diperdagangkan
yang diperoleh dalam setahun.

3. Kolom kapasitas: diisi jumlah kapasitas

terpasang atas mesin dalam
setahun/jumlah omzet dalam setahun.

4. Kolom  keterangan: diisi keterangan

tambahan tentang jenis barang yang
diproduksi atau kesetaraan konversi
satuan.

Klasifikasi/kualifikasi bidang
usaha

(Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK)

Diisi sesuai dengan isian pada halaman
belakang SBU (sertifikasi badan usaha).

Nilai Ekspor per tahun

Diisi berdasarkan realisasi ekspor dalam mata
uang Dolar Amerika Serikat (US$).

Saat Mulai
Berproduksi/operasi

Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan
mulai berproduksi (saat melakukan trial
produksi) atau beroperasi.

Investasi Proyek (US$ / Rp)

Nilai realisasi investasi untuk
a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 1(satu) tahun

— Pembelian & pematangan tanah: diisi nilai
kepemilikan hak atas tanah;

— Bangunan/gedung: diisi nilai kepemilikan
hak atas bangunan;

— Mesin & peralatan : diisi nilai kepemilikan
atas mesin dan suku cadang yang terkait
langsung dalam proses produksi;

— Lain-lain: diisi nilai peralatan/
perlengkapan yang tidak terkait langsung
dalam proses produksi seperti komputer,
alat tulis kantor, kendaraan operasional,
furniture, dll.
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b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri dari
gaji karyawan, biaya air, biaya listrik, biaya
telepon, dll.

5. | Penggunaan Tanah

Diisi total tanah yang digunakan (dalam m?
atau ha) >> Dipilih salah satu apakah tanah
merupakan milik sendiri, menggunakan proyek
terdahulu atau sewa.

6. | Sumber Pembiayaan

a. Modal sendiri: diisi dengan realisasi modal
saham yang disetor oleh para pemegang
saham untuk pelaksanaan kegiatan
penanaman modal.

b. Modal Pinjaman: diisi dengan besarnya
modal pinjaman yang diterima dari luar
negeri maupun dalam negeri dalam bentuk
valuta asing ataupun Rupiah (Rp).

c. Laba yang ditanam kembali: hanya diisi
untuk proyek perluasan sesuai nilai laba
yang ditanam kembali oleh perusahaan.

7. Modal Perseroan

a. Modal Dasar: diisi dengan keseluruhan
nilai perusahaan, yaitu seberapa besar
perusahaan tersebut dapat dinilai
berdasarkan permodalannya sesuai
dengan Pasal 4 yang tercantum dalam
akta perseroan.

b. Modal Ditempatkan: diisi dengan
kesanggupan para pemegang saham untuk
menanamkan modalnya di dalam
perseroan sesuai dengan Pasal 4 yang
tercantum dalam akta perseroan.

c. Modal Disetor: diisi dengan modal
perseroan yang telah disetor ke dalam
perusahaan sesuai dengan Pasal 4 yang
tercantum dalam akta perseroan.

8. | Tenaga Kerja

a. Tenaga Kerja Asing: diisi dengan jumlah
tenaga kerja asing yang telah memperoleh
Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
(laki-laki dan perempuan).

b. Tenaga Kerja Indonesia: diisi dengan
jumlah tenaga kerja Indonesia (laki-laki
dan perempuan).

9. | Hubungan dalam rangka
kerjasama

(Diisi untuk Izin Usaha Jasa
Survei (SIUJS))

(Dengan perusahaan/jasa di
luar negeri
koresponden/perwakilan/jika
ada, lampirkan perjanjian
agen/partner dan
kerjasamanya)

a. Diisi keanggotaan perusahaan dalam
asosiasi terkait dengan jasa Survei.

b. Relasi/klien perusahaan baik dari instansi
pemerintah maupun swasta yang
menggunakan jasa perusahaan.
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10.

Tenaga Ahli

(Diisi untuk Izin Usaha
Perusahaan Perantara
Perdagangan Properti (SIUP4)
dan Izin Usaha Jasa
Survei/SIUJS)

Diisi data-data tenaga ahli yang dipekerjakan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :
TENTANG

IZIN USAHA ........ *

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi

Menimbang

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan

yang diterima tanggal ............ dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ............ Tahun
............ atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman
Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan

Penanaman Modal Nomor. ............ tanggal ............ atas
nama PT. ............ yang bergerak di bidang usaha ............
dengan lokasi di Kabupaten/Kota ............ Provinsi

............ , permohonan tersebut telah memenuhi syarat-
syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala
BKPM atau Gubernur/Bupati/Walikota tentang Izin
Usaha ............ *

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis sebagaimana tercantum
pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33

Mengingat

1.
2.

3.

Undang-Undang ............ (Kementerian teknis terkait);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah ............ (Tentang KEK atau
BPKPBPB);
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6. Peraturan Presiden Nomor ............ (Tentang Penunjukan
Administrator KEK);

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

8. Peraturan Menteri Teknis ............ Nomor ............ Tahun
............ (Tentang Pedoman Penerbitan Izin Usaha

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

10. Peraturan Daerah Nomor ............ (Tentang Pembentukan
SKPD);

11. Peraturan Daerah/Gubernur/Bupati/Walikota Nomor
............ (Tentang Pendelegasian Kewenangan);

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Usaha ............ * kepada perusahaan
penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan e,

2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh
Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan /Persetujuan/ : No. ... tanggal ...................
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha e
4. Nomor perusahaan e

5. NPWP S

6. Penanggung jawab e

Perusahaan™
Catatan:

**)  khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman
beralkohol)

7. Alamat

a. Kantor Pusat e
Telepon/Faksimile S PP
b. Lokasi Proyek™* e

Telepon/Faksimile e

Catatan:
***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..........
(khusus bagi bidang usaha industri)
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8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per
tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan
b. Pemasaran (bila ada ekspor)
TSP .3 T ) ekspor
Keterangan:
kYY) - Setara ... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan
untuk jasa dalam Rp. atau US$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor.
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk
dalam lingkup industri ......
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....
- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra).
9 . Investasi (Rp.) :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan : ............ccoeevieiiiiinennns

tanah

- Bangunan dan gedung e

- Mesin dan peralatan e

~ Lain-lain e

~ Sub. Jumlah D e

b. Modal Kerja (untuk 1 L e

turn over/3 bulan)

c. Jumlah L e
10. Tenaga Kerja Indonesia Do Orang (....L/....P)
11. Penggunaan Tanah D e m?/ha

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada
diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai
berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan
kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan
Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI)
yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen)
dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama
dengan kegiatan produksi sebelumnya

b. dibidang wusaha selain industri melakukan

penambahan bidang usaha baru, atau penambahan
kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di
lokasi yang sama dengan kegiatan produksi
sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum
dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku);
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3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester)

dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPM;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri).

KETIGA : Izin Usaha ............ bagi perusahaan penanaman modal
dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan ....
dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan
kegiatan wusaha (atau sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan);

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan
dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan
vang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan
usaha ............ dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan
vang berada dalam komplek/tempat usaha yang
bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI .........
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri ....... (kementerian teknis terkait);

2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka
penggabungan perusahaan atau akuisisi);
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11.

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal
Asing;

Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara
PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota
atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK]);

Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau
PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);

Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau
PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi);

Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing
KOP SURAT BKPM RI atau BPKPBPB atau Administrator KEK
NOMOR :
TENTANG

IZIN USAHA ...... *
PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM atau KEPALA BPKPBPB atau Administrator KEK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
yang diterima tanggal ............ dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan ............ Tahun

............ atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman
Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan

Penanaman Modal Nomor ............ tanggal ............ atas
nama PT. ............ yang bergerak di bidang usaha ............
dengan lokasi di Kabupaten/Kota ............ Provinsi

............ , permohonan tersebut telah memenuhi syarat-
syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala
BKPM atau Kepala KEPALA BPKPBPB atau Administrator
KEK tentang Izin Usaha ............ *

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis sebagaimana tercantum
pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33);

Mengingat : 1. Undang-Undang ............... (Kementerian teknis terkait);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah ............ (Kementerian teknis
terkait);

7. Keputusan Presiden ............ (Kementerian teknis terkait);
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8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

10. Peraturan Menteri ............ (Pelimpahan /Pendelegasian
dari Kementerian teknis terkait);
11. Peraturan Menteri ............ (Kementerian teknis terkait);

12.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman
modal asing :

1. Nama Perusahaan s

2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ... oleh
Notaris..... perubahannya
b. Pengesahan /Persetujuan/ : Nomor ... tanggal .............
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha e
4. Nomor perusahaan e
5. NPWP e

6. Penanggung jawab e
Perusahaan ™
Catatan:
**)  khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman
beralkohol)
7. Alamat

a. Kantor Pusat s
Telepon /Faksimile e
b. Lokasi Proyek™ e

Telepon /Faksimile S PP
Catatan:
***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..........
(khusus bagi bidang usaha industri)

8. a.Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per
tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

kkkk

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
TR Do 7. (TR ) ekspor
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Keterangan:
FhER) - Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan

untuk jasa dalam Rp. atau US$.)

- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk
dalam lingkup industri ......

- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....

- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra)

9 . Investasi (Rp. atau US$)
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan : .........cccoooiiiiiieinaennn.
tanah
- Bangunan dan gedung S
- Mesin dan peralatan D e
~ Lain-lain e
~ Sub. Jumlah T e
b. Modal Kerja (untuk 1 et e
turn over/3 bulan)

c. Jumlah TP
10. Tenaga Kerja Indonesia Do Orang (....L/....P)
11. Penggunaan Tanah D s m?2/ha
KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada
diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai
berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan
kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan
Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI)
yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen)
dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama
dengan kegiatan produksi sebelumnya

b. dibidang usaha selain industri melakukan
penambahan bidang usaha baru, atau penambahan
kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di
lokasi yang sama dengan kegiatan produksi
sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum
dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang
berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester)
dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPMV;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;
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d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri).

KETIGA : Izin Usaha ...... bagi perusahaan penanaman modal asing
ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan ....
dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan
kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan);

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan
dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan
yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan
usaha ..... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan
vang berada dalam komplek/tempat usaha yang
bersangkutan.

KEEMPAT . Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI ......
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri ........... (kementerian teknis terkait);

2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka

penggabungan perusahaan atau akuisisi);

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal

Asing;

Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PDPPM/instansi penyelenggara

PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota

atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);

9. Kepala PDPPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDKPM/
instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota);

10. Kepala PDKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM atau PDPPM/
instansi penyelenggara PTSP di provinsi);

11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

Nk

o

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara

KOP SURAT BKPM
NOMOR :
TENTANG
SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) SEMENTARA
KEPALA BKPM

Sehubungan dengan permohonan Saudara/i untuk mendapatkan Surat
Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara dan berdasarkan
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat
Persetujuan Penanaman Modal Nomor. ............ tanggal ............ , Berita Acara
Pemeriksaan/ Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal ........... , serta Surat
Rekomendasi Penerbitan SIUPL Sementara dari Direktur Bina Usaha
Perdagangan-Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia Nomor........... tanggal ........... , dengan ini diberitahukan
bahwa kami dapat memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)
Sementara Penanaman Modal Asing/Dalam Negeri kepada:

Nama Perusahaan PP UP PP PP PPN

Bidang Usaha : Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran
yang dikembangkan mitra usaha (Direct Selling)

KBLI : 00000

NPWP TP TP OP R POPTRPINN

Alamat Kantor Pusat OO RUPPTUPINN

Nomor Telepon PP
Nomor Faksimile L ettt eteeetetteeneteeeaeetetieeetteeteetetetnetaeteterieraataatns

Lokasi L e ettt eeeeaeeeeeteteteeaeeteeeraeeearaeaaaa—a.

Penanggung jawab Perusahaan

Nama PP
Jabatan PP PP PP PPPPIN
Alamat tempat ting@al 1 .o e
Nomor Telepon /FaksSimile : ......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e e e e e e e e e s eaneeans

Pas photo
4x6
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Investasi (Rp/ USS) L et et ee ettt t—aaaaaaaaaaaaaaaa e et aeraiaes
Tenaga kerja Indonesia : .....cooocoiiiiiiiiiiiiiii, orang (.......... L/.... P)

Jenis barang dagangan :
Jenis Barang Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ Keterangan
Instansi Teknis

Berdasarkan  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  32/M-
DAG/PER/8/2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan
dengan Sistem Penjualan Langsung dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
55/M-DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat
Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang
Penanaman Modal, maka Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut :

1. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali (semester)
kepada BKPM.

2. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait yang baru untuk jenis barang
yang sudah habis masa berlakunya.

3. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal produk/barang dan/atau
jasa yang dijual dengan cara penjualan langsung dan keterangan lainnya
kepada calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen sesuai dengan
keterangan pada berkas permohonan SIUPL yang disampaikan kepada kami.

4. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya kepada para Mitra
Usaha berdasarkan hasil kegiatan penjualan produk barang dan/atau jasa.

5. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen :

- Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian kepada konsumen
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk yang
dipasarkan akibat kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan
perjanjian.

- Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen atas
barang dan/atau jasa yang dijual.

6. Dilarang melakukan kegiatan :

a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa dengan sistem
penjualan langsung untuk barang dan/atau jasa yang tidak tercantum
dalam SIUPL.

b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau jasa yang tidak
tercantum dalam SIUPL diluar sistem penjualan langsung.

c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada label produknya tidak
tercantum nama perusahaan yang memasarkan dengan sistem
penjualan langsung.

d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari
instansi teknis yang berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa
yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan.

e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan penghimpunan dana
masyarakat.
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f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan
atau pendaftaran sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak
dikeluarkannya surat ini, Saudara sudah harus mengajukan permohonan
meningkatkan menjadi Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap 30
(tiga puluh) hari kerja atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum
berakhir masa berlakunya.

Izin Usaha Sementara ini menjadi batal dengan sendirinya apabila
Saudara tidak menyampaikan permohonan peningkatan Izin Usaha dalam
waktu yang telah ditentukan tersebut.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Perdagangan;

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

Nk Wb~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-E

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG (SIUPL) TETAP

Menimbang

Mengingat

KEPALA BKPM

. bahwa berdasarkan permohonan untuk mendapatkan

Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap,
Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip
Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman
Modal No. ........... tanggal ........... , Berita Acara
Pemeriksaan/Survey Lokasi Perusahaan MLM tanggal
.............. serta Surat Rekomendasi No. ........... tanggal
........... atas nama PT. ........... yang bergerak di bidang
usaha penjualan langsung melalui jaringan
pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (Direct
Selling), permohonan tersebut telah memenuhi syarat-
syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap;

. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatblads

Tahun 1938 Nomor 86);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang

Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2001;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012;
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6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal,

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-
DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang
Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung
(SIUPL) Tetap kepada perusahaan penanaman modal
asing atau penanaman modal dalam negeri*:

1. Nama Perusahaan Pt

2.- Akta pendirian dan : Nomor ....tanggal ... oleh
perubahannya Notaris

- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor.....tanggal ..........
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha : Penjualan langsung
melalui jaringan
pemasaran yang
dikembangkan mitra

usaha (Direct Selling)
4. KBLI : 00000
5. NPWP e
6. Alamat Kantor Pusat e e

No. Telepon e

No. Faksmile e

*) pilih salah satu


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584

224

7. Penanggung jawab
Perusahaan
a. Nama
b.Jabatan
c. Alamat tempat tinggal
d. No Telp dan Fax

Pas photo
4x6

8. Jenis barang/ jasa dagangan
Jenis Barang Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/ Keterangan
Instansi Teknis

9 . Investasi (Rp/US$)
a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan
tanah
- Bangunan dan gedung
- Mesin & peralatan
- Lain-lain
Sub. Jumlah
b. Modal Kerja
c. Jumlah

10. Tenaga Kerja Indonesia Do orang (....L /....P)

11. Penggunaan Tanah Do m?2/ha

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut

pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai
berikut :

1. Mengajukan izin perubahan, jika perusahaan
melakukan penambahan jenis barang/jasa dagangan;

2. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali
(semester) kepada BKPM;

3. Memberikan rekaman surat izin teknis terkait atau
surat pendaftaran dari Badan POM/Kemkes RI yang
baru untuk jenis barang yang sudah habis masa
berlakunya;

4. Memberikan keterangan lisan dan tertulis perihal
produk/barang dan/atau jasa yang dijual dengan cara
penjualan langsung dan keterangan lainnya kepada
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calon Tenaga Penjual/Mitra Usaha dan konsumen
sesuai dengan keterangan pada berkas permohonan
SIUPL yang disampaikan kepada kami,

5. Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya
kepada para Mitra Usaha berdasarkan hasil kegiatan
penjualan produk barang dan/atau jasa;

6. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen :

- Memberikan kompensasi ganti rugi, atas kerugian
kepada konsumen akibat penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan produk yang dipasarkan akibat
kesalahan perusahaan yang dibuktikan dengan
perjanjian;

- Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada
konsumen atas barang dan/atau jasa yang dijual.

7. Dilarang melakukan kegiatan :

a. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau
jasa dengan sistem penjualan langsung untuk
barang dan/atau jasa yang tidak tercantum dalam
SIUPL;

b. Menjual dan/atau memasarkan barang dan/atau
jasa yang tidak tercantum dalam SIUPL diluar
sistem penjualan langsung;

c. Menjual dan/atau memasarkan barang yang pada
label produknya tidak tercantum nama perusahaan
yang memasarkan dengan sistem penjualan
langsung;

d. Menjual barang dan/atau jasa yang tidak
mempunyai tanda daftar dari instansi teknis yang
berwenang khususnya bagi barang dan/atau jasa
yang wajib  terdaftar = menurut ketentuan
perundang-undangan;

e. Usaha perdagangan yang dikaitkan dengan
penghimpunan dana masyarakat;

f. Menarik dan/atau mendapatkan keuntungan
melalui iuran keanggotaan atau pendaftaran
sebagai mitra usaha secara tidak wajar.

KETIGA : Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap ini
berlaku :

1. Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya
dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima)
tahun;

2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha sistem penjualan
langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan
yang berada dalam komplek usaha yang bersangkutan.
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KEEMPAT . Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Perdagangan;

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

Nk Wb~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-F

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Survei Perpanjangan

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA SURVEI PERPANJANGAN

Menimbang

Mengingat

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
KEPALA BKPM

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
yang diterima tanggal ........... dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester
........... Tahun ...........atas pelaksanaan Izin Prinsip
Penanaman Modal No. .......... tanggal ........... dan
Surat Izin Usaha Jasa Survei No. ........... tanggal
........... (perpanjangan atas proyek yang telah
mendapatkan izin dari Kementerian perdagangan) atas
nama PT. ........... vang bergerak di bidang usaha
........... , permohonan tersebut telah memenuhi syarat-
syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menerbitkan
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal tentang Izin Usaha Jasa Survei.

1. Bedrijfsreglementerings  Ordonantie = Tahun 1934
(Staatblads Tahun 1938 Nomor 86);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;
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6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survei;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O01/M-
DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang
Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal,

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Survei kepada perusahaan
penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan et

2.- Akta pendirian dan : No. ..... tanggal ..... oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : No. ..... tanggal ............

Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha : Jasa survei:

4. Nomor Perusahaan T e

5. NPWP PPN
6. Alamat

a. Kantor Pusat N

Telepon /Faksimile et

b. Kantor cabang T e

Telepon /Faksimile T s
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7. Penanggung jawab

Perusahaan
a. Nama e
b.Jabatan L ettt e ea e
c. Alamat tempat tinggal e
d. No Telepon dan Faksimile : ......cc.cooiiiiiiiiiiiiniinninnnen.
Pas photo
4x6

8. Jenis dan kapasitas per tahun
Jenis Jasa KBLI Satuan Kapasitas

9 . Investasi (Rp)
a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan : ............cccceeeiiiiiniennn.
tanah
- Bangunan dan gedung e
- Mesin & peralatan e
- Lain-lain D eieeiieiiieeiieieiieiieeee...
Sub. Jumlah e
b. Modal Kerja D etteriereiieiieriiieeiieeen.,
c. Jumlah e
10. Tenaga Kerja Do orang(...L/...P)
11. Penggunaan Tanah D eeeeenns m?/ha
KEDUA . Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut

pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai
berikut :

1. Perusahaan usaha jasa survei tidak diperkenankan
melakukan kegiatan di bidang industri (produksi),
pertambangan, maritim/pelayaran, asuransi, dan
perdagangan umum,;
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Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan sekali
(semester) kepada :

a. Kepala PDKPM;
b. Kepala PDPPM;

c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri);

. Pemilik Izin Usaha Jasa Survei dalam melaksanakan

tugas dan memberikan pendapatnya, yang dituangkan
dalam laporan survei (survei report) atau sertifikat
inspeksi (inspection certification) harus jujur, obyektif,
tidak memihak (independen), dan bertanggung jawab.

Izin Usaha Jasa Survei perusahaan penanaman modal
dalam negeri ini berlaku :

1.

Selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan
dapat diperpanjang;

Untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa survei dan
berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia sesuai
dengan bidang survei yang dimiliki, sepanjang izin
usahanya masih berlaku dan mengikuti ketentuan dan
tata cara yang berlaku terkait dengan jasa survei;

. Untuk pemakaian tempat penyimpanan yang berada

dalam tempat usaha yang bersangkutan.

Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
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KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :
a.n. MENTERI PERDAGANGAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Uk ON—

Menteri Perdagangan;

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN II-G

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti Perpanjangan

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/ IZIN
USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI

Menimbang

Mengingat

PERPANJANGAN

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

a.

KEPALA BKPM

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
yvang diterima tanggal ........... dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester ...........
Tahun ........... atas pelaksanaan Izin Prinsip
Penanaman Modal No. ......... tanggal .............. dan
Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti No.
........... tanggal ........... (perpanjangan atas proyek
vang telah mendapatkan izin dari Kementerian
perdagangan) atas nama PT. ........... yang bergerak di
bidang usaha  ........... dengan lokasi di
Kabupaten/Kota ........... Provinsi ........... , Permohonan
tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan
Properti.

Bedrijfsreglementerings  Ordonantie = Tahun 1934
(Staatblads Tahun 1938 Nomor 86);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012;
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. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-

DAG/PER/8/2008 tentang Perusahaan Perantara
Perdagangan Properti;

. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-

DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang
Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Usaha ........... kepada perusahaan
penanaman modal dalam negeri :

1. Nama Perusahaan s

2.- Akta pendirian dan : No. ..... tanggal ..... oleh
perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : No. ..... tanggal ............

Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha : a.Jasa jual beli

properti

b. Jasa sewa menyewa
properti

c. Jasa penelitian dan
pengkajian properti

d. Jasa pemasaran
properti

e. Jasa konsultasi dan
penyebaran informasi
properti

4. Nomor perusahaan
5. NPWP

6. Alamat
a. Kantor Pusat
Telepon /Faksimile
b. Kantor cabang
Telepon/Faksimile
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7. Penanggung jawab

Perusahaan

a. Nama D e,
b. Jabatan D e
c. Alamat tempat tinggal D e

d. No Telepon dan Faksimile : .............

Pas photo
4x6

8. Jenis dan kapasitas per tahun

Jenis Jasa KBLI Satuan Kapasitas
. Investasi (Rp)
a. Modal Tetap :
- Pembelian dan pematangan : ............cccceeveeiineennns
tanah
- Bangunan dan gedung e
- Mesin & peralatan D e
- Lain-lain D iiieiiieiiiiiiiii...
Sub. Jumlah et
b. Modal Kerja D ieeieieiieiieieieiieeien..
c. Jumlah et
10. Tenaga Kerja ... orang(...L/...P)
11. Penggunaan Tanah : ... m?/ha

Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut
pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai
berikut :

1.

2.

Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester)

dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
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2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPM;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri).

KETIGA : Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Property
perusahaan penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan
dapat diperpanjang;
2. Untuk melaksanakan kegiatan usaha perantara
perdagangan properti dan berlaku di seluruh Wilayah
Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Perdagangan;

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

Uk ON -~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-H

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing

Menimbang

Mengingat

KOP SURAT BKPM

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
PENANAMAN MODAL ASING

KEPALA BKPM

a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan

yvang diterima tanggal ........... dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester ...........
Tahun ........... atas pelaksanaan Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal
Nomor..... tanggal .... atas nama PT. ........... yang
bergerak di bidang usaha ........... , dan Sertifikat
Badan Usaha Nomor ........... , permohonan tersebut

telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan
perundang-undangan;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman
Modal Asing;

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal;

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2001;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86
Tahun 2012;

7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

8. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor
24 /PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang
Pekerjaan Umum Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal;

9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada
perusahaan penanaman modal asing:

1. Nama Perusahaan e e,

2.- Akta pendirian dan : Nomor ..... tanggal .....
oleh perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ..... tanggal .....

Pemberitahuan Menteri

Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha e
4. NKP e
5. NPWP F PPN
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6. Alamat
Kantor Pusat e
Telepon/Faksimile
7. Penanggung jawab
Perusahaan
a. Nama N
b.Jabatan
c. Alamat tempat tinggal e
d. No Telepon dan Faksimile : .......ccocoveeviiviiiiiiiniinennnnns
Pas photo
4x6
8. Nama Penanggung Jawab  : ...
Teknik
9. Kemampuan Keuangan (KK) : Rp. ..cccoeviiiiiiiiiiiiinnannee.

10. Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha :

Klasifikasi Kemampuan Dasar
No. | Kualifikasi | Nomor | Subbidang/bagian Tahun Nilai (juta
Kode subbidang Rp)

11 . Investasi (Rp atau US$)
a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan : ............cccceeeiiiiiiiennn.
tanah
- Bangunan dan gedung e
- Mesin dan peralatan e
- Lain-lain I iieiieeiieeiiiiiieieen..
Sub. Jumlah e
b. Modal Kerja D eterierieiieieiieiieiieen,
c.Jumlah .
12. Tenaga Kerja Do orang(...L/...P)

13. Penggunaan Tanah D e m?/ha
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KEDUA ;. Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut
pada diktum PERTAMA untuk menaati ketentuan sebagai
berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan dan
pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

2. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) setiap 6 (enam) bulan sekali (semester) kepada:
a. Kepala PDKPM,;

b. Kepala PDPPM;

c. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal, BKPM;

d.Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian
Pekerjaan Umum.

KETIGA : Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman

modal asing ini:

1. berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal
ditetapkan;

2. hanya dapat digunakan untuk usaha jasa konstruksi
sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam
Bagian Pertama Butir (10) dan kualifikasi ...... ;

2. dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : 1Izin Usaha Jasa Konstruksi perusahaan penanaman
modal asing ini dapat dipergunakan untuk pemakaian
gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam
komplek yang bersangkutan.

KELIMA : Apabila ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi,
perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584 240

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Pekerjaan Umum;

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum,;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM;

Uk

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT INSTANSI
(Sesuai Kewenangannya)

NOMOR :
TENTANG

IZIN PERLUASAN (Khusus di Bidang Industri)/IZIN USAHA PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

KEPALA BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan
yvang diterima tanggal ........... dan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM) Triwulan/Semester ...........
Tahun  ........... atas  pelaksanaan  Pendaftaran
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal No. ...........
tanggal ........... atas nama PT. ........... yang bergerak di
bidang usaha ........... dengan lokasi di Kabupaten/ Kota
........... Provinsi ..........., permohonan tersebut telah
memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin
Perluasan/Izin Usaha Perluasan;

—

Mengingat Undang-Undang ........... (Kementerian teknis terkait);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83
Tahun 2001;

*) pilih salah satu


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

242

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah ........... (Kementerian teknis
terkait);

7. Keputusan Presiden ........... (Kementerian teknis
terkait);

8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2012;

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

10. Peraturan Menteri ........... (Pelimpahan /pendelegasian
dari Kementerian teknis terkait);

11. Peraturan Menteri ........... (Kementerian teknis terkait);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

1. IzinUsaha .......ccocevuveiinennnen. ;
2. Izin Usaha ......cccoeeneeninnennnnes ;

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan kepada
perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal
dalam negeri:

1. Nama Perusahaan U

2. - Akta pendirian dan : Nomor ..... tanggal .....
oleh perubahannya Notaris
- Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor.. tanggal ............

Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha e

4. Nomor perusahaan et aeas
5. NPWP D e

6. Penanggung jawab e
Perusahaan **
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Catatan:

**)  khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman
beralkohol)

7. Alamat

a. Kantor Pusat e
Telepon /Faksimile PP
b. Lokasi Proyek*** T e
Telepon /Faksimile e

Catatan:
***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena
.......... (khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per

tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

*kkk

b. Pemasaran (bila ada ekspor)
S TTOTR Do P2 TR ) ekspor

Keterangan:
*HFF) - Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan

untuk jasa dalam Rp. atau US$.)

- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk
dalam lingkup industri ......

- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....

- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra)

9 . Investasi (Rp atau US$) :

a. Modal Tetap
- Pembelian dan pematangan : ..........ccccoiveiinienennn.
tanah
- Bangunan dan gedung e
- Mesin dan peralatan T e
~ Lain-lain L e
~ Sub. Jumlah T e
b. Modal Kerja (untuk 1 L e
turn over/3 bulan)

c. Jumlah L e
10. Tenaga Kerja Indonesia Do Orang (....L/....P)
11. Penggunaan Tanah D e m?/ha

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum
PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang usaha industri melakukan peningkatan
kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan
Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI)
yang sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen)
dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama
dengan kegiatan produksi sebelumnya;
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b. dibidang usaha selain industri melakukan
penambahan bidang usaha baru, atau penambahan
kapasitas produksi dari kapasitas yang di izinkan di
lokasi yang sama dengan kegiatan produksi
sebelumnya atau dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau
melaksanakan  kegiatan  pengelolaan  pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan Lketentuan yang
berlaku);

3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester)
dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPM;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri).

Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan bagi perusahaan
penanaman modal asing atau penanaman modal dalam
negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan .... dan
seterusnya selama perusahaan masih melakukan
kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan);

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan
dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan
yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha
........... dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan
yang berada dalam komplek/tempat usaha yang
bersangkutan.

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi,
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
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KELIMA :  Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

a.n. MENTERI .........
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri ....... (kementerian teknis terkait);
Kepala BKPM;

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

Nk Wb~
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Lampiran
Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan No. ............ tanggal : ............
a. Kapasitas Produksi
No. Jenis Produksi/Jasa Satuan 1T Tambahan Menjadi
Sebelumnya (Perluasan)
b. Investasi
. IUT Tambahan ..
No. Investasi Proyek Satuan Sebelumnya (Perluasan) Menjadi
a [ Modal Tetap
Pembelian/pematangan
tanah
Bangunan/gedung
Mesin/peralatan dan suku
cadang
Lain- lain
Sub jumlah
b [ Modal Kerja
Jumlah
c. Sumber Pembiayaan
. IUT Tambahan . g
No Sumber Pembiayaan Satuan Sebelumnya (Perluasan) Menjadi
a. | Modal Sendiri
b. | Laba ditanam kembali
c. | Modal Pinjaman
Jumlah

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK

atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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LAMPIRAN III-J

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

Nomor
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal .........
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik
Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

L. Mama vrusahosn

NI

el

Alsnal Kecudukan Perusabesn
a. Alamat Kantor Pusat

b Libuogmotenn, kot

C. Urevinst

el Telepon

e Linlesiaile

[, F-munil L e e
4, Tokasi Frovelk

a. Alamat

b Eabopalen ) als

¢, Prowvinsi

fafevad Secbooie purcegeshe fuaeoss el onrduonfan slengaen s eledailf)

o1

o Lo gomme ndasi flzin Operasions:l
fedee sy e e alie cleennar nneaan drnageed sl socae oevacriododsFlostaeesd
penarhit rekomandrs Iz opsresional)

. Perzinan v o akan diokwah

feliiad Pl naena S TG s A

*) pilih salah satu
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7. Data perubahan

KETENTUAN SEMULA MENJADI

1. Lokasi Proyek
a. Alamat
b. Kabupaten/
Kota
c. Provinsi

2.a. Jenis dan

Kapasitas
produksi

Jenis | KBLI | Satuan | Kapasitas | Keterangan Jenis | KBLI | Satuan | Kapasitas | Keterangan

terpasang/

jenis jasa
pertahun

b. Pemasaran
(bila ada TS S P23 (T ) €KSPOT | evevnienil . Yo (veerenaeannnn ) ekspor
ekspor)

3. Masa berlaku
izin usaha

catatan :
dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha/Izin Usaha
Perluasan/Izin Perluasan Nomor .............. tanggal ..............

2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang
tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban
sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku
sebagaimana adanya.

a.n. MENTERI .........
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri ....... (kementerian teknis terkait);
Kepala BKPM;

Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

NoONhRWR &

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-K

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :
TENTANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

(Kepala BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang
diterima tanggal ............ dan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) Triwulan/Semester ............ Tahun ............
atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal No. ............ tanggal ............ atas nama
PT. . yang bergerak di bidang usaha ............ dengan
lokasi di Kabupaten/Kota ............ Provinsi ............ ,
permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal/ Gubernur/ Bupati/
Walikota/Kepala BPKPBPB/ Administrator KEK* tentang
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger);

Mengingat : 1. Undang-Undang ............ (Kementerian teknis terkait);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;

*) pilih salah satu
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Menetapkan

PERTAMA

10.

11.
12.

250

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah ............ (Kementerian teknis terkait);
Keputusan Presiden ............ (Kementerian teknis terkait);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri ............ (Pelimpahan /pendelegasian dari
Kementerian teknis terkait);

Peraturan Menteri ............ (Kementerian teknis terkait);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal (Merger) kepada perusahaan penanaman modal asing
atau penanaman modal dalam negeri:

1

2

Nama Perusahaan s

a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh
Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan /Persetujuan/ : No. ... tanggal ...................
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

. Bidang Usaha S PN
. Nomor perusahaan e
. NPWP S TP PPN

. Penanggung jawab S PSP

Perusahaan **
Catatan:

**)  khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman
beralkohol)

. Alamat

a. Kantor Pusat e,
Telepon /Faksimile e

b. Lokasi Proyek™ e
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Telepon /Faksimile e

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena ..........
(khusus bagi bidang usaha industri)

8. a. Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per
tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

*kkk

b. Pemasaran (bila ada ekspor)

Keterangan:
wk%) - Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan
untuk jasa dalam Rp. atau US$.)
- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor
- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam
lingkup industri ......
- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....
- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra)

9 . Investasi (Rp atau US$)

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan : .......c..cocceviviiiininninnn.
tanah

- Bangunan dan gedung e
- Mesin & peralatan e
~ Lain-lain T e
~ Sub. Jumlah et

b. Modal Kerja (untuk 1 D e
turn over/3 bulan)

c. Jumlah PP
10. Tenaga Kerja Indonesia Do Orang (....L/....P)
11. Penggunaan Tanah D e m?2/ha
KEDUA :  Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum

PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang wusaha industri melakukan peningkatan
kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan
Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang
sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari
kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan
kegiatan produksi sebelumnya

b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan
bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas
produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang
sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau
dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam
dokumen  AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
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3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester)

dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPM;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri).

Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
(Merger) bagi perusahaan penanaman modal asing atau
penanaman modal dalam negeri ini berlaku :

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan .... dan
seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan
usaha;

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam
negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha .....
dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang
berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI .........
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.

Menteri

(Kementerian teknis terkait);
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Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-L

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Tanda Daftar Usaha

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :
TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA ..... *

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING**

Menimbang

Mengingat

(Kepala BKPM atau Kepala Daerah atau Kepala Instansi)

a.

N —

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang
diterima tanggal ............ dan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) Triwulan ............ Tahun ............
pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip
Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal

J\\[o PR tanggal ............ atas nama PT. ............ yang
bergerak di bidang usaha ............ dengan lokasi di
Kabupaten/Kota ............ Provinsi ............ , permohonan

tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal/ Gubernur/ Bupati/
Walikota/Kepala BPKPBPB/ Administrator KEK** tentang
Pendaftaran ............ *

Undang-Undang ............ (Kementerian teknis terkait);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang
Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam
Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

*) disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan
sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Pasal 33
**) Pilih salah satu
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6. Peraturan Pemerintah ............ (Kementerian teknis terkait);
7. Keputusan Presiden ............ (Kementerian teknis terkait);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;

9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal;

10. Peraturan Menteri ............ (Pelimpahan /Pendelegasian dari
Kementerian teknis terkait);

11. Peraturan Menteri ............ (Kementerian teknis terkait);

12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA :  Memberikan Tanda Daftar Usaha ..... kepada perusahaan
penanaman modal asing atau penanaman modal dalam

negeri**:
1. Nama Perusahaan e,

2. a. Akta pendirian dan : No. ... tanggal ... oleh
Notaris..... perubahannya

b. Pengesahan /Persetujuan/ : No. ... tanggal ........c.oeenenns
Pemberitahuan Menteri
Hukum dan HAM

3. Bidang Usaha SRS
4. Nomor perusahaan PP PPPPRTPPIN
5. NPWP e

6. Alamat
a. Kantor Pusat e
Telepon /Faksimile e
b. Lokasi Proyek™ e

Telepon /Faksimile e

Catatan:

***) Lokasi perusahaan berada di luar kawasan industri karena.....
(khusus bagi bidang usaha industri)

7. a.Jenis dan kapasitas produksi terpasang/jenis jasa per
tahun:
Jenis Barang/Jasa KBLI Satuan Kapasitas Keterangan

*hkw

ST Do 90 (veenreeeieiieeenns ) ekspor

Keterangan:
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**%) - Setara ..... ton (untuk satuan produksi bukan ton, sedangkan

untuk jasa dalam Rp. atau US$.)

- Jenis produksi tidak termasuk yang wajib ekspor

- Perusahaan dapat melaksanakan diversifikasi produk dalam
lingkup industri ......

- Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan ....

- Melaksanakan kemitraan (bagi bidang usaha yang diwajibkan
bermitra)

8. Investasi (Rp atau US$) :

a. Modal Tetap

- Pembelian dan pematangan : .........cccccoiiiiiiiiennennn.
tanah

- Bangunan dan gedung S
- Mesin & peralatan D e
~ Lain-lain e
~ Sub. Jumlah e

b. Modal Kerja (untuk 1 e
turn over/3 bulan)

c. Jumlah L e
9. Tenaga Kerja Indonesia Do Orang (....L/....P)
10. Penggunaan Tanah D e m?/ha

Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum
PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
1. Mengajukan izin perluasan :

a. dibidang wusaha industri melakukan peningkatan
kapasitas produksi untuk jenis produk berdasarkan
Klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI) yang
sama lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen) dari
kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan
kegiatan produksi sebelumnya

b. dibidang usaha selain industri melakukan penambahan
bidang wusaha baru, atau penambahan kapasitas
produksi dari kapasitas yang di izinkan di lokasi yang
sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau
dilokasi lain

2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam

dokumen  AMDAL/RKL-RPL  atau  UKL-UPL (atau
melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester)

dengan periode laporan sebagai berikut:

1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;

2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

a. Kepala PDKPM;

b. Kepala PDPPVM;

c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan
industri).

Tanda Daftar Usaha ............ bagi perusahaan penanaman
modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku:


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

257 2013, No.584

1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan .... dan
seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan
usaha;

2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam
negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha .....
dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);

3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang
berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.

KEEMPAT :  Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

KELIMA :  Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di:
Pada Tanggal :

a.n. MENTERI ......
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri ............ (kementerian teknis terkait);
Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
Direktur Jenderal Pajak;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM;

Kepala PDKPM.

Uk~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN III-M

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Usaha/ Izin Perluasan (khusus di bidang industri)/
Izin Usaha Perluasan/ Izin Usaha Penggabungan/ Izin Usaha Penjualan
Langsung/ Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/ Izin Usaha
Jasa Survei/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang
kepariwisataan)

BENTUK SURAT PENOLAKAN
IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA PERLUASAN/
IZIN USAHA PENGGABUNGAN/IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG/
IZIN USAHA PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI/
IZIN USAHA JASA SURVEI/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/
TANDA DAFTAR USAHA (KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan Pemberian Izin........ *
Kepada Yth.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal
...................... perihal permohonan Izin Usaha/lzin Perluasan
(Khusus Bidang Industri)/izin Usaha Perluasan/Izin Usaha
Penggabungan/Izin Usaha Penjualan Langsung/lzin Usaha
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti/lzin Usaha Jasa
Survei/lzin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (Khusus
di Bidang Kepariwisataan)*, dan memperhatikan:**
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dengan ini kami menolak untuk memberikan izin .......... *, dengan
alasan sebagai berikut:

*) pilih yang sesuai
**) peraturan-peraturan sesuai bidang usaha

a.n. MENTERI ......
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan :

1. Menteri ............ (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;

4. Gubernur yang bersangkutan;

5. Kepala PDPPVMV;

6. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN IV-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Pembukaan Kantor Cabang

LAPORAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Laporan ini disampaikan kepada instansi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) PDPPM untuk dicatat/diketahui atas pembukaan kantor cabang

S N (nama perusahaan) yang telah mendapatkan ...........c.............
(Izin Penanaman Modal) NOMOT .........cccceveeennnnn. tanggal .......cocoeeiiiiinnnnn. dalam
bidang usaha ...........c..coeenenie. berlokasi di ........ccoevveiennnnen. , dengan alamat kantor
CaAbANG I e et (alamat
lengkap) sebagaimana yang tercantum pada Akta Pembukaan Kantor Cabang
NOMOT .evveviiiieiiiiieennns tanggal .......cooeieeiniinnnnn. oleh Notaris ........ccoeeevenneennee.

Alasan pembukaan kantor cabang N

PERNYATAAN
Bahwa saya, nama D , dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT ...........cccooiiieene. dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani
oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa
saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Direksi/Pimpinan Perusahaan
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LAMPIRAN :

1.

oukw

Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip
Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;

Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan
pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum
dan HAM;

Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;

Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
Laporan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri
surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 103
Peraturan ini.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG

No

Formulir Isian

Keterangan

Nama perusahaan

Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan
Akta Perusahaan terakhir yang telah mendapat
persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dan sesuai

dengan Izin Penanaman Modal yang dimiliki.

Izin Penanaman Modal

Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin

Penanaman Modal yang dimiliki.

Bidang Usaha

Diisi bidang usaha sesuai dengan bidang usaha
yang tercantum di dalam Izin Penanaman Modal

yang dimiliki.

Lokasi proyek

Diisi lokasi proyek sesuai dengan lokasi proyek
yang tercantum di dalam Izin Penanaman Modal

yvang dimiliki.

Alamat Kantor Cabang

Diisi alamat lengkap kantor cabang sesuai
dengan alamat yang tercantum dalam Akta

Pembukaan Kantor Cabang.

6. [ Akta Pembukaan Kantor | Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum
Cabang dalam Akta Pembukaan Kantor Cabang.
7. | Alasan Pembukaan | Diisi alasan wajar pembukaan kantor cabang.

Kantor Cabang

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

2013, No.584
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LAMPIRAN IV-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan laporan pembukaan kantor cabang yang Saudara
sampaikan tanggal .......... , dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi .......... memberikan izin pembukaan kantor
cabang perusahaan, sebagai berikut :

1. Dasar pembukaan kantor cabang :
B Periziman Proararean Modal wang doaniliki L e

‘a1l
k. Aloa Pembulocn kanror Cabang
LN, g son et Nodors)

HOEEA A ".'-"Jlll'JJ'

e

i kunos cabung
B Mur Wepsla Wanlor Cabeang e e
I:. Alarmal .
kKalmipaton fEora
l'rovinsi
lelopon
Fulosirrnle
-zl
. Didang usaha serasahaan induk

Ketentuan :

1. Pelaksanaan kegiatan perusahaan di kantor cabang wajib mengikuti peraturan
perundang-undangan sesuai bidang usaha perusahaan induk.

2. Laporan kegiatan kantor cabang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan induk.

3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan-
ketentuan lainnya sesuai bidang usaha perusahaan induk.

4. Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum
dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, dapat mengajukan permohonan
perubahan ke PTSP PDPPM.
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5. Ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan Kantor Cabang ini, sewaktu-waktu

dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat
kekeliruan.

Kepala PDPPM/Instansi Penyelenggara PTSP di Provinsi

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Kepala BKPM;

Kepala PTSP PDPPM (di lokasi kantor pusat);
Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor pusat);
Kepala PTSP PDKPM (di lokasi kantor cabang).

PO~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN V-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

I. KETERANGAN PEMOHON
A. Perusahaan yang menerima penggabungan
1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN) * TPT.
*) pilih salah satu
2. Alamat Perusahaan
- Nomor Telepon
- Faksimile
- Email
NPWP
Bidang Usaha
Lokasi Proyek
- Alamat
- Kabupaten/Kota
- Provinsi
6. - Akta Pendirian :
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
- Akta Perubahan terakhir :
- Persetujuan/Pencatatan Menteri
Hukum & HAM
7. Perizinan yang telah dimiliki S PSPPI

ake

B. Perusahaan yang menggabung
1. Nama Perusahaan (PMA/PMDN]) * TPT. e,
*) Pilih salah satu
2. Alamat Perusahaan S USPRRRN
- Nomor Telepon S
- Faksimile L ettt e e aaaae
- Email D ettt e e ee et e aan s
NPWP L et e et
Bidang Usaha SN
Lokasi Proyek
- Alamat PP PP PPPPPPPRN
- Kabupaten /Kota D et

auAe

- Provinsi L e etereeee e

6. Akta Pendirian :
- Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
- Akta Perubahan terakhir :
- Persetujuan/Pencatatan Menteri
Hukum & HAM
7. Perizinan yang telah dimiliki Dimiliki = ......oooiiiiiiiiinirrii e

Apabila perusahaan yang menggabung lebih dari 1 (satu) perusahaan, maka data perusahaan diisi
sesuai uraian di atas (butir B)
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[l ATA PIOYER

Jika peoprabugen perusabusan v cireoesoobkan skenn monweakwy ebibh dsed o selw budsaage
uanha danfatn didencanalaan akan berada d lebil dar sato Falmapaten feta anan lebil dari
salu 'rovisl, mala mecana kemolan  (oapasitas predussi doan peacasaoon per Libur, lokos
ek, Laas tanah. tenaga kerja Tndeocsia, rilai imvcatagd hama dinaci nomals setiap hidang
rsla sy slein walulke seliog kakes?

M TG TIRATTA

SILANG: Lsally

| I TT. e PT. e
(yang menerima (yang menggabung) (setelah penggabungan)
penggabungan)

B. LOKASI PROYEK
LOKASI PROYEK (Kabupaten/Kota, Provinsi)

PT. ........ PT. ........ PT. ........
(yang menerima (yang menggabung) (setelah penggabungan)
penggabungan)

C. KAPASITAS PRODUKSI DAN PEMASARAN PER TAHUN

Kapasitas
Jenis PT. ........ PT. ........ PT. ........ o
Produksi | XBLI | Satuan (yang menerima (yang (setelah Ekspor(%)
penggabungan) menggabung) penggabungan)
D. PERKIRAAN NILAI EKSPOR PER TAHUN (setelah penggabungan) :
USS. o
E. NILAI INVESTASI
INVESTASI (Rp/US$)) PT. ... PT. ... PT. ...
(yang menerima (yang (setelah
penggabungan) menggabung) penggabungan)

a. Modal Tetap
-Pembelian dan
Pematangan Tanah
- Bangunan / Gedung
- Mesin/Peralatan
(tms. USS......... ) tms. US$......... ) tms. USS$......... )
- Lain-lain
Sub Jumlah
b. Modal Kerja
(untuk 1 turn over)
c. Jumlah

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah rencana nilai investasi untuk PMA harus diatas Rp. 10.000.000.000,00 -- sepuluh
miliar rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US$ atau sesuai dengan ketentuan sektor
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F. PENGGUNAAN TANAH

PENGGUNAAN TANAH
PT. ........ PT. ........ PT. ........
(yang menerima (yang menggabung) (setelah penggabungan)
penggabungan)

. PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA

PENGGUNAAN TENAGA KERJA INDONESIA
PT. ........ PT. ........ PT. ........
(yang menerima (yang menggabung) (setelah penggabungan)
penggabungan)
..... Orang ..... Orang ..... Orang
( L/...P) ( L/..P) ( L/...P)
. SUMBER PEMBIAYAAN
SUMBER PEMBIAYAAN PT. ........ . PT. ........ PT. ........
. (yang menerima (yang (setelah penggabungan)
(Rp / US$¥
penggabungan) menggabung)

A. Modal Sendiri

B. Laba Ditanam Kembali

C. Modal Pinjaman

-Pinjaman dalam negeri
- Pinjaman luar negeri

Jumlah

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan jumlah rencana nilai investasi.

PERMODALAN
MODAL PERSEROAN PT. e . PT. e PT. ........
Rp / USS* (yang menerima (yang (setelah penggabungan)
(Rp ) penggabungan) menggabung)

A. Modal Dasar

B. Modal Ditempatkan

C. Modal Disetor

*) - coret yang tidak perlu

- Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor dan sama dengan modal

ditempatkan
Pemegang Pemegang Pemegang
No Penyertaan Dalam %o**
Mo d};l Perseroan *) Saham *) Saham *) Saham *) o)
PT. ... PT. ... PT. ...
(yang menerima (yang (setelah
penggabungan) menggabung) penggabungan)
Peserta Asing (...%)***)
e Nama :
e Nama:

Peserta Indonesia (...%)***)

e Nama :
e NPWP:

e Nama :

e NPWP:

Jumlah
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*)  Nilai NOMINAL saham dicantum dalam satuan Rupiah (Rp) atau US$.

**)  Persentase terhadap total jumlah NOMINAL saham bukan terhadap jumlah lembar saham

***) a. Khusus untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal asing kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan :

- Total penyertaan modal perseroan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah) atau nilai setaranya dalam satuan US$.

- penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham
sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) atau nilai setaranya
dalam satuan US Dolar dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan
nilai nomimal saham.

b.  Khusus untuk permohonan penanaman modal dalam negeri, diisi untuk yang berbentuk

Perseroan Terbatas (PT)

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : .....cccceeevivenenninannnns dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,
ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya
menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum
atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

........................ s eeeeenineeeeennennnennees 20 il
Perusahaan yang menerima Perusahaan yang menggabung *)
penggabungan
Pl e Pl e
Pemohon, Pemohon,
Tanda Tangan dan Stempel Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Perusahaan Meterai Rp. 6.000,-

Meterai Rp. 6.000,-
Direksi Perusahaan
Direksi Perusahaan

*) perusahaan yang menggabung dapat lebih dari 1 (satu) perusahaan
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LAMPIRAN :

Dari masing-masing perusahaan yang akan bergabung:

1. Rekaman Izin Prinsip dan Izin Usaha dan/atau perubahannya;

2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan
pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Kementerian
Hukum dan HAM;

3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

4. Kesepakatan penggabungan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk :
a. Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah dicatat
(waarmerking) oleh Notaris, atau

b. Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan
telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris, atau

c. Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk
Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

5. Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) periode laporan terakhir;
6. Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan;

7. Laporan/Neraca Keuangan Perusahaan apabila sumber pembiayaan dibiayai
melalui laba ditanam kembali;

8. Rekapitulasi data proyek sebelum dan sesudah penggabungan perusahaan
(merger) sesuai dengan lampiran formulir permohonan Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan;

9. Permohonan ditandatangani diatas meterai cukup dan disampaikan oleh direksi
masing-masing perusahaan sebagai pemohon;

10. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon harus
dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal
103 Peraturan ini;
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

No

Formulir Isian

| Keterangan

KETERANGAN PEMOHON

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan

Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan
nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian
dan perubahannya dan telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM.

Alamat Perusahaan

Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili
Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili

dan email.

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum

dalam rekaman NPWP,

Bidang usaha

Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu
pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku
Usaha Indonesia

Lapangan dan/atau

perubahaannya, serta Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha
Usaha Yang

Dibidang

Yang Tertutup Dan Bidang
Terbuka

Penanaman Modal.

Dengan Persyaratan

Lokasi proyek

Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan
lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama

jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,

Akta pendirian dan

perubahannya (nama
notaris, nomor, dan tanggal)
dan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (nomor

dan tanggal)

provinsi.
Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum
dalam Akta Pendirian dan/atau Akta

Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir,

beserta pengesahan/ persetujuan
pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

Perizinan yang telah dimiliki

Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin

Penanaman Modal yang dimiliki.
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PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG

Nama Perusahaan

Diisi nama perusahaan disesuaikan dengan
nama perusahaan yang sesuai Akta Pendirian
dan perubahannya dan telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan

HAM.

Alamat Perusahaan

Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili
Perusahaan beserta nomor telepon, faksimili

dan email.

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)

Diisi sesuai dengan nomor yang tercantum
dalam rekaman NPWP.

Bidang usaha

Diisi dengan klasifikasi bidang usaha mengacu
pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku
Usaha Indonesia

Lapangan dan/atau

perubahaannya, serta Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2010 tentang Bidang Usaha
Yang Tertutup Dan Bidang
Terbuka

Penanaman Modal.

Usaha Yang

Dengan  Persyaratan  Dibidang

Lokasi proyek

Diisi sesuai dengan alamat lengkap keberadaan
lokasi proyek/pabrik yang terdiri dari nama
jalan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,

provinsi.

Akta pendirian dan

perubahannya (nama
notaris, nomor, dan tanggal)
dan pengesahan dari
Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia (nomor

dan tanggal)

Diisi Nomor, tanggal, Notaris yang tercantum

dalam Akta Pendirian dan/atau  Akta

Perubahan komposisi Saham/direksi terakhir,
beserta pengesahan/ persetujuan
pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

Perizinan yang telah dimiliki

Diisi nomor dan tanggal seluruh Izin

Penanaman Modal yang dimiliki.

2013, No.584
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II. | DATA PROYEK

A. | Bidang Usaha

Diisi dengan bidang usaha masing-masing
perusahaan sebelum dan setelah
penggabungan, sesuai dengan Kklasifikasi

bidang usaha mengacu pada Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia dan/atau perubahaannya, serta
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan
Usaha Terbuka

Persyaratan Dibidang Penanaman Modal.

Bidang Yang Dengan

B. | Lokasi proyek

Diisi dengan lokasi proyek Kabupaten/Kota,
Provinsi masing-masing perusahaan sebelum

dan setelah penggabungan.

C. | Kapasitas

terdiri dari :

produksi

pe€masaran per

dan
tahun,

a. Jenis produksi

Diisi jenis barang yang diproduksi / kegiatan

jasa sesuai dengan bidang sebagaimana

dimaksud sebelum dan sesudah penggabungan

perusahaan.

b. KBLI Diisi dengan kode 5 (lima) digit sesuai KBLI
yang merepresentasikan barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada kolom jenis
barang/jasa sebelum dan sesudah
penggabungan perusahaan.

c. Satuan - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi

dengan konversi satuan atas jumlah produk

yang dihasilkan dalam setahun (contoh:
unit/pieces/liter/ton).

- Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan konversi satuan atas jumlah omzet
jasa/barang yang diperdagangkan yang
diperoleh dalam setahun (contoh: Rp/US$).
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d. Kapasitas - Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan jumlah produk yang dihasilkan
dalam setahun.

Khusus untuk bidang usaha jasa, diisi
dengan jumlah omzet jasa/barang yang
diperdagangkan yang diperoleh dalam
setahun sebelum dan sesudah

penggabungan perusahaan.

e. Ekspor (%) Khusus untuk bidang usaha industri, diisi
dengan prosentase atas jumlah barang yang
akan diekspor dalam setahun sebelum dan

sesudah penggabungan perusahaan.

Perkiraan Nilai ekspor | Diisi dengan nilai ekspor per tahun (US$) atas
pertahun barang yang diekspor sesuai prosentase
sebagaimana tercantum dalam kolom

prosentase ekspor setelah penggabungan

perusahaan.

Nilai Investasi Diisi dengan nilai investasi masing-masing
perusahaan sebelum dan setelah
penggabungan :

a. Modal tetap: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 1(satu) tahun

- Pembelian & pematangan tanah: diisi
nilai kepemilikan hak atas tanah.

- Bangunan/gedung: diisi nilai
kepemilikan hak atas bangunan.

- Mesin & peralatan : diisi nilai
kepemilikan atas mesin dan suku
cadang yang terkait langsung dalam
proses produksi.

- Lain-lain: diisi  nilai  peralatan/
perlengkapan yang tidak terkait
langsung dalam proses produksi
seperti komputer, alat tulis kantor,

kendaraan operasional, furnitur, biaya

sewa kantor, dan lain-lain.
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b. Modal kerja: untuk perhitungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terdiri
dari gaji karyawan, biaya air, biaya
listrik, biaya telepon, biaya pembelian

barang dagangan dan lain-lain.

F. | Penggunaan tanah

Diisi dengan luas tanah yang digunakan (dalam
m? atau ha) dan dirinci apakah tanah
merupakan milik sendiri atau sewa sebelum

dan sesudah penggabungan perusahaan.

G. | Penggunaan Tenaga Kerja

Indonesia

Diisi dengan jumlah tenaga kerja indonesia dan
dirinci berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan
perempuan) sebelum dan sesudah

penggabungan perusahaan.

H. | Sumber Pembiayaan

Diisi dengan  sumber pembiayaan masing-
masing perusahaan sebelum dan sesudah

penggabungan perusahaan.

I. | Permodalan

Diisi dengan permodalan masing-masing
perusahaan sebelum dan setelah
penggabungan:

a. Modal Dasar : diisi sesuai yang tercantum
dalam Anggaran Dasar perseroan Pasal 4
ayat 1.

b. Modal Ditempatkan/ Modal Disetor : diisi
sesuai yang tercantum dalam Anggaran

Dasar perseroan Pasal 4 ayat 2.

J. | Penyertaan Dalam Modal

Perseroan

Diisi dengan nama pemegang saham dan nilai
nominal saham masing-masing pemegang
saham perusahaan sebelum dan setelah
penggabungan, untuk :

a. Perseorangan (Warga Negara Indonesia) :
- Nama : diisi sesuai nama pemegang
saham sebagaimana tercantum dalam

KTP yang masih berlaku.
- NPWP : diisi sesuai nomor NPWP
pemegang saham sebagaimana
tercantum dalam NPWP yang masih

berlaku.
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b. Perseorangan (Warga Negara Asing) : diisi
sesuai nama pemegang saham yang
tercantum dalam Passpor pemegang
saham di negara asalnya.

c. Badan Hukum Indonesia :

- Nama: diisi sesuai nama yang
tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan yang telah mendapatkan
pengesahan dari Menteri Hukum dan
HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri
Hukum dan HAM atas Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan.

- NPWP: diisi sesuai nomor NPWP
Badan Hukum Indonesia sebagaimana
tercantum dalam NPWP yang masih
berlaku.

d. Badan Usaha Milik Asing : diisi sesuai
nama Badan Usaha Milik Asing yang

tercantum dalam Article of Association.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN V-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Nomor
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ............
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik
Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin
sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan
Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN
Nama Perusahaan P T

Perizinan yang telah dimiliki L e e e e e aaaans
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

~ Nama Perusahaan TPT.
Perizinan yang telah dimiliki L e e araaans
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izm Usaha)

~  Nama Perusahaan TP
Perizinan yang telah dimiliki L e e e a e aans
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izm Usaha)

-~ Nama Perusahaan TP

Perizinan yang telah dimiliki L et
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izm Usaha)

*) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai
berikut :

I. DATA PROYEK IIASIL PENQOARUNGAN PERUSAIIAAN:
1. Mamia Pcrusdhiiem
2, NPWF
J Alamal Kedudulan Pelaahasn
a. Alanat [Kastar 2asaT
b ebuparen kKot
e, Prowinst
d. Telepon
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e lalesimile
[ E-moail
4, Teluasi Provek ;
A, Alamal
h. Kzhuparen/Kota
falomat lokce! piroyek hanes dicenhorioan dengm detanl)
Rf-ko nendasifTain ﬂ[}f‘l&&l{)ﬂd] i
}:l'l. I'l. Faeen s zej.rmﬁ.r.ln I" |. |.{ |' ".l' T SCAPRAT, » Ll'.l'll\l_"ll'll'ulrl. Tl reisn .ll' rr, .I:‘ll.r.'.'.{I.Fl_u"..'. Tl 5N _r.lr:’.l".{!n'.ll:‘.
FEROTENGAE LB 0PSO RN
G, Tidung TIwabig
7o Prndulsi dan Pentssaran Per Tamun

an

Jenis Produksi/ | kpLI | Satuan Kapasitas Ekspor Keterangan a)

Jasa (%)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

* dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau
peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun T USS

8. Nilai Investasi (satuan dalam Rp)

a. Modal Tetap
1) Pembelian dan Pematangan Tanah
2) Bangunan / Gedung
3) Mesin Peralatan

(nilai mesin peralatan dalam satuan US$)

4) Lain-lain
Sub Jumlah

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)

c¢. Jumlah Nilai Investasi

@) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan
mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip
diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....

9. Luas tanah (Beli/Sewa) L e, (m2/ha)
10. Tenaga Kerja Indonesia Do orang (...... L/... P)
11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp. ]
1) Modal Sendiri
2) Laba ditanam kembali
3) Pinjaman
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman Dalam Negeri

Jumlah Sumber Pembiayaan
Jumlah sumber pembiayaan minimal sama dengan Jjumlah nilai investasi
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br. Keputusen para pemesging sHham

2

feffis Cenman noner diEn darngoad flEalai NOPES N episis o Sirtaioe 2oy nencr, fmwngol

rhie nearun Rl Ueeyniie s Anpalesan Moo U AR Deri feken, efUeng el
SENGEN Neialar dan tanggal Pentamtanicn Fersetihiran dan Kenentenon Aukwn den
A e anedea! R e L R e S I L [T RS ]"Jr.lrllrl
Euiy ol peiicsc e reihTn
c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp.)
1) Modal Dasar N TN
2) Modal Ditempatkan e
3) Modal Disetor D e
Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan
d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan :
(dicantumkan apabila berbentuk Perseroan Terbatas - PT)
(dliisi sesuai bentuk perusahaan)
Perusahaan Tertutup
No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham
(satuan dalam Rp.)
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100

e Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No Pemegang Saham % Nilai Nominal Saham
(satuan dalam Rp. )
PENGENDALI
Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :

BUKAN PENGENDALI

Jumlah Penyertaan Modal Perseroan 100

e  Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1.

2.

3.

Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan
pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari
Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini
Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang
menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal

Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta
persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat
diperpanjang.
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4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/
berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan
perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan
permohonan Izin Usaha  Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang
Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

Ll AASILIIAS PENANAMAN MODAL

L. Dihbeecilsin fPdals diverikbos [osilitas oemnbebosan bea mosuk o alas
PEIEIOTHTETL  1esiny,  hrarsng ddan bahsn sesud kelentosn perdlurssn
[erurnlang-undangan.

Permnhonsn worull mendapatkas . primbclwzan boca masuk atas
pongimporan nesing bamasg das hahan diajulian kepada TS BEPM.

2. P’emberan Fesilites perpadadoan untuk penanonman modal mengacu lepada
leastennluen perdluran perundiangam

o ATH-TATR:

1. Tengan pelakaanaan penggabungan peraaahaan PT. L (msnesohaos-
perusahaan yang menggabung) ke dalam PI'. .............. perusahaan yang menerima
penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh
perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT. .............. sebagai
perusahaan yang menerima penggabungan.

2. Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM), dengan periode pelaporan:

a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April
tahun yang bersangkutan;

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli
tahun yang bersangkutan;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober
tahun yang bersangkutan;

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari
tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala
PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.

3. Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan
ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha
yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.

4. Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas
ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini,
dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman
Modal sesuai kewenangannya.
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5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini,

sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar
atau terdapat kekeliruan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1.
2.

Nk

o

9.

Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;
Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP BKPM, PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi, PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di
kabupaten/kota, PTSP KPBPB, PTSP KEK sesuai kewenangannyaj;

Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Gubernur yang bersangkutan;

Kepala PDPPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan
PTSP BKPM atau PTSP PDKPM);

Kepala PDKPM/instansi Penyelenggara PTSP (bagi izin usaha yang diterbitkan
PTSP BKPM atau PTSP PDPPM);

Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal
Asing;

10. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN V-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PENANAMAN MODAL ASING

Nomor :
Nomor Perusahaan

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal ............
dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Republik
Indonesia memberikan IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PERUSAHAAN sebagai izin
sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Penggabungan
Perusahaan, sebagai berikut :

PERUSAHAAN YANG MENERIMA PENGGABUNGAN

Nama Perusahaan TPT.
Perizinan yang telah dimiliki L e e e aeaans
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izin Usaha)

PERUSAHAAN YANG MENGGABUNG*

1. Nama Perusahaan TP T
Perizinan yang telah dimiliki L e et e e
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izm Usaha)

2. Nama Perusahaan TP T
Perizinan yang telah dimiliki PN
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izm Usaha)

3. Nama Perusahaan TP T

Perizinan yang telah dimiliki L e et
(diisi nomor dan tanggal perizinan Izin Prinsip dan Izm Usaha)

*) diisi sesuai jumlah perusahaan yang menggabung

Ketentuan Penanaman Modal dalam rangka penggabungan perusahaan sebagai
herikkot -

T, TdATA PROYFTR HAST. PENGGATUNGAN PRRITSAHAAN;

I. MWama Perriisatinan

2.0 MMV

3. Alamar Kecudulan Peruasahazn
. Alwnal Kuoior Cusal
b lebnpsalennf kol
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d. Telepor
e, Pualksinile
[, B-14il

4, Tokasi Faovek :
a. Alamat
h. K;hupﬂrrn;"l{nm
.tln'tzlfs-a" todoersi progels P dioon koo nc".\n_:,. ] u’t 13 |'_.
a. NRrlkoemendasizlzin ()prmﬁmml e
SR e rE IL'I.‘;L e, 1A 4Ez-*lu?r. [ L L1 "ﬂ“.l?l.n’ln.' R HES 'J?l“t-"‘fl""'.ﬂ.'k
KGR 2 R _."I-5I|1 GRACT GI"'U"H")
6. Didang Usaha e
7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun
Jenis Produksi/ | kg1 | Satuan Kapasitas Ekf por Keterangan a)
Jasa (%)

a) Kolom keterangan untuk mencantumkan penjelasan lebih lanjut dari satuan dan/ atau kapasitas produksi

Catatan :

o dicantumkan persyaratan bidang usaha dan/ atau jenis produksi sesuai Peraturan tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan/ atau
peraturan sektoral terkait bidang usaha

Perkiraan Nilai Ekspor per tahun T USS

Nilai Investasi (satuan dalam Rp atau US$)

a. Modal Tetap
1) Pembelian dan Pematangan Tanah @ .......c..cccocviiiiiiininnn..
2) Bangunan / Gedung e
3) Mesin Peralatan S PR N

(nilai mesin peralatan dalam satuan US$)  (USS$......ccooeiiiiieeiiiinn. )@

4) Lain-lain :
Sub Jumlah

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
c. Jumlah Nilai Investasi :
a) Bila nilai investasi mesin peralatan dalam satuan Rp. harus dilengkapi dengan
mencantumkan nilai investasi mesin peralatan dalam satuan US$
Kurs valuta asing dalam rupiah adalah yang berlaku pada tanggal Izin Prinsip
diterbitkan dengan nilai US$ . 1 =Rp. .....

9. Luas tanah (Beli/Sewa) e (m2/ha)
10. Tenaga Kerja Indonesia Do orang (...... L/... P)
11. Permodalan :

a. Sumber Pembiayaan (satuan dalam Rp atau US$)

1) Modal Sendiri
2) Laba ditanam kembali

3) Pinjaman

Pinjaman Luar Negeri U U
*Mizjamarn alam Sogrsi e
Jurrlah Sumber Pembinasm : R
CUTRIGA Sl penireyoun rain ! Suni c.r:ﬂ.gur. Limicth ‘“i'l:'l e

h. E&putussn para peinegang saham !
{n:"sr Aengon Nomat A b ar:qca! Hizainh AUES Keputuean Sikulcr Eian Mamar, rr'nm;-a.‘
: '6r.'|.lr.-.' """'f'?.l Al Nemy r'r'r.l.r.'. ali, -'rlr.l}'r'.-.ln
”\-"H-ﬁu_ o Azl FEnients i Ao ol

I'JI'J'I [ E Ryl "r.l'url" R
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c. Modal Perseroan (satuan dalam Rp. atau US$)
1) Modal Dasar D e
2) Modal Ditempatkan s
3) Modal Disetor S PN
Nilai modal disetor sama dengan nilai modal ditempatkan

d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan
(diisi sesuai bentuk perusahaan)

Perusahaan Tertutup

No Pemegang Saham % Negara Nilai Nominal Saham
Asal (satuan dalam Rp. atau US$)

Peserta Asing
Nama :
Nama:
Peserta Indonesia

Nama :
NPWP :
Nama :
NPWP :
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan | 100
e  Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

Perusahaan Terbuka (Tbk)

No Pemegang Saham % Negara Nilai Nominal Saham
Asal (satuan dalam Rp.)

PENGENDALI
Peserta Asing

| Nama :
Peserta Indonesia

Nama :
NPWP :
BUKAN PENGENDALI --
Jumlah Penyertaan Modal Perseroan | 100
e Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
e Jumlah penyertaan modal perseroan sama dengan modal disetor /modal ditempatkan

I JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

1. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan harus ditindaklanjuti dengan
pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta persetujuannya dari
Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini

2. Apabila dalam jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan yang
menerima penggabungan tidak menindaklanjutinya, maka Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan ini dinyatakan batal

3. Jadwal waktu pembuatan Akta Penggabungan Perusahaan beserta
persetujuannya dari Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat
diperpanjang.
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4. Apabila, perusahaan yang menerima penggabungan, telah siap beroperasi/

berproduksi atas pelaksanaan kegiatan usaha hasil penggabungan
perusahaan, Perusahaan yang menerima penggabungan, harus mengajukan
permohonan Izin Usaha  Penggabungan Perusahaan ke PTSP Bidang
Penanaman Modal sesuai kewenangannya.

[l CARILITAS PENANAMAN BCAL

Thilge-ilemn fTidak dien il Tdasilivas sermbebosan e cesuk olas
pengmporan  mesin, Barang dan bahan sesla’ kelenian peraliran
perundan s-undangan,

Permphotizn votule mendapatkas pembebasan bea masul atas
pengimporan mesin, barang dan bahan diajukan kepada PTSP BKPM.

Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada
ketentuan peraturan perundangan

IV LAIN-LAIN:

1.

Dengan pelaksanaan penggabungan perusahaan PT. .............. (perusahaan-
perusahaan yang menggabung) ke dalam PT. .............. perusahaan yang menerima
penggabungan), maka semua perizinan, hak dan kewajiban yang telah diperoleh
perusahaan yang menggabung diteruskan oleh PT. .............. sebagai
perusahaan yang menerima penggabungan.

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM), dengan periode pelaporan:

a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 April
tahun yang bersangkutan;

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Juli
tahun yang bersangkutan;

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Oktober
tahun yang bersangkutan;

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari
tahun yang bersangkutan;

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala PDPPM dan Kepala
PDKPM sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012.

Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup, ketentuan
ketenagakerjaan, dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai bidang usaha
yang disetujui di dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan.

Perusahaan yang menerima penggabungan, menginginkan perubahan atas
ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini,
dapat mengajukan permohonan perubahan ke PTSP Bidang Penanaman
Modal sesuai kewenangannya.
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5. Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan ini,
sewaktu-waktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar
atau terdapat kekeliruan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
Kepala BPKPBPB atau Administrator KEK

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum;

4. Menteri Lingkungan Hidup;

5. Menteri yang membina bidang usaha Penanaman Modal yang bersangkutan;

6. Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang
diwajibkan bermitra);

7. Gubernur Bank Indonesia;

8. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi Penanaman Modal yang akan
memiliki lahan);

9. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;

10. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Prinsip dalam rangka
penggabungan perusahaan atau akuisisi);

11. Direktur Jenderal Pajak;

12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

13. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;

14. Gubernur yang bersangkutan;

15. Bupati/Walikota yang bersangkutan;

16. Kepala BKPM (khusus bagi Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP
KPBPB/PTSP KEK);

17. Kepala PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi (khusus bagi Izin
Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK);

18. Kepala PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota (khusus bagi
Izin Prinsip yang dikeluarkan oleh PTSP BKPM /PTSP KPBPB/PTSP KEK);

19. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN V-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan

Nomor
Sifat
Lampiran

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Jakarta,

Perihal : Penolakan pemberian Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan

Kepada Yth.
Direksi PT. ..coviviiiiieiiniiniciieeienns

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima

PTSP BKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK/PDPPM/PDKPM* tanggal

.................. perihal permohonan izin prinsip penggabungan

perusahaan, dan memperhatikan:

a.

*) pilih salah satu

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang
Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan
Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat
Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ......... tanggal............
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dengan ini kami menolak untuk memberikan izin prinsip
penggabungan perusahaan, dengan alasan sebagai berikut:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA BPKPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VI-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Application for the Establishment and Amandement of a Representative Office
in Indonesia/Amandement Representative Office in Indonesia Form

II.

II.

APPLICATION FORM
FOR THE ESTABLISHMENT AND AMANDEMENT OF A
REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

Information concerning the foreign company which will open or
amandement of a Representative Office in Indonesia. (For amandement of
representative office should be filled only with the data changed)

1. Name of Company PN
2. Line of Business D e,
3. Headquarter Address PN
- Phone Number e
- Fax number E N
- E-mail s

Address of the Representative Office in Indonesia*

1. Regency/City D e,
2. Province L e e,
3. Address L e e
a. Phone Number e
b. Fax Number D e e,
c. E-mail L e,

*) must be located in the office building and in the capital province

Information about the individual who will become the Representative
Office’s executive

1. Full Name S PN
2. Citizenship T s
3. Address H PSRRIt
a. in the country of origin D e,
b. in Indonesia L e
4. Passport Number (for foreign) or  : ...

Identification Card Number (for Indonesia)
Valid until F PPt
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5. Letter of appointment from the foreign company represented :
a. Number (if any) L e
b. Date E PSPPIt
c. Valid until E PP

IV. Manpower Plan : Foreign Indonesian
a. Management (Chief Rep.) D s e
b. Expert(s) D e e,
c. Staff(s) : X
Total D e

V. Incentives applied for :

1. ( ) Expatriate Work Permit.

2. ( ) Multiple Exit / Re-entry Permit.

3. ( ) Exemption from obtaining fiscal clearance for going abroad
(SKFLN)

VII. Declaration

It is declared that this application has been properly and duly executed
and that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and
completeness, including all data and documents attached hereto.

Signature of
The management of
The foreign company

represented

Stamp Duty Rp. 6.000,-
Name, Signature and
Occupation
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ENCLOSURES :

1.

Copy of Articles of Association of the foreign company represented and any
amendment(s) in English or its translations in Bahasa from sworn
translator.

. Letter of appointment from the foreign company represented to whom which

will be proposed as a Representative Executive.

. Copy of valid passport (for foreigner) or copy of identification card number

(for Indonesia) who will be proposed as a Representative Executive.

. Letter of statement concerning the willingness to stay, and only work in the

position as the Representative Executive without doing other business in
Indonesia.

. Power of Attorney to sign the application if the management of the foreign

company represented by another party.
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TECHNICAL INSTRUCTION FOR FILLING APPLICATIONS FOR FOREIGN
COMPANY REPRESENTATIVE OFFICE (KPPA) LICENSE AND CHANGE OF

No

Form

Remarks

Information concerning the
foreign company which will
open a Representative Office
in Indonesia

1. | Name of Company Filled with the name of company in
accordance with the Article of
Association.

2. | Line of Business Filled with the line of business of
principal in accordance with the
Article of Association.

3. | Headquarters address Filled with the address indicated on
(phone number, fax the applicable license in the country
number, email) of origin along with phone number,

fax number and e-mail.

II. | Address of the
Representative Office in
Indonesia

1. | Regency/City Filled with the domicile of the
representative office in the provincial
capital (City/Regency).

2. | Province Filled with the province of domicile of
the representative office.

3. | Address Filled with full address of domicile of
the representative office (must be at
office building) along with phone
number, fax number and e-mail.

III. | Information about the

individual who will become

the Representative Office’s

executive

1. | Full Name a. Individual (Indonesian Citizen):
Filled in accordance with the name
indicated in the Identification
Card.
b. Individual (Foreign Citizen) :

Filled in accordance with the name
indicated in the Passport.

2. | Citizenship a. Individual (Indonesian Citizen):

Filled with Indonesia.

b. Individual (Foreign Citizen) :
Filled in accordance with the
citizenship  indicated in the
Passport.

3. | Address a. Individual (Indonesian Citizen):

Filled with the address in
Indonesia.

b. Individual (Foreign Citizen):
Filled with the address in the

Country of origin and in Indonesia.
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No Form Remarks

4. | Passport Number (for | a. Individual (Indonesian Citizen):
foreign) or Identification Filled in accordance with
Card (for Indonesian) Identification Card number.

b. Individual (Foreign Citizen):

Filled in in accordance with
Passport number.

5. | Letter of appointment from | Filled with the number, date and
the foreign company | validity period in accordance with the
represented Letter of Appointment.

IV. | Manpower Plan Filled with the total number of
workers required which is detailed
based on:

- Foreign workers and Indonesian
workers;

- Particularly for Indonesian
workers, it is detailed based on
gender (male and female).

V. | Incentives applied for : Incentives for foreign manpower.

1. Expatriate Work Permit
2. Multiple Exit / Re-entry
Permit
3.Exemption from obtaining
fiscal clearance for going
abroad (SKFLN)
VI. | Declaration Filled in and signed by the applicant.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VI-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
KOP SURAT BKPM RI

IZIN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima tanggal
............... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan
memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1
Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor
90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor ..... Tahun 2013,
dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia
memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
(KPPA) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing vang diwakili :

1. Nama Perusahaan : .........ccccoceiiiiiiininninnn.

2. Alamat Kantor @ ...,
Pusat

3. Kegiatan Usaha PPN

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Nama

2. Alamat(sementara)

3. Provinsi L e
4, Wilayah Kegiatan : ....ocoviviiiiiiiiiiiniiiniienns

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :

1. Nama e
2. Kewarganegaraan  © ....c.cceeeeeveieieiiiieinenenennn.
3. Nomor Paspor/KTP @ ..o,
4. Jabatan = 1 e,
5. Alamat

- di negara asal

- di Indonesia
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V.

V.

VL.

296

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :

Asing Indonesia

1. Manajemen : .... orang .... orang
2. Tenaga Ahli : .... orang .... orang
3. Staf & Karyawan : .... orang .... orang
Jumlah : .... orang .... orang

Perusahaan diwajibkan menyampaikan Rencana Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (RPTK) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk
mendapatkan pengesahan apabila menggunakan tenaga kerja asing.
RPTK ini sebagai dasar pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
(IMTA).

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan
administrasi kantor perwakilan perusahaan asing dan tidak
diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan
lainnya.

Kemudahan yang diberikan :
Kepada tenaga kerja asing yang tercantum dalam Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) yang telah disahkan oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal, diberikan kemudahan sebagai
berikut :

1. Izin Kerja Tenaga Asing

2. Multiple Exit Reentry Permit

3. Exemption from obtaining fiscal clearence for going abroad (SKFLN).

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) wajib mentaati ketentuan-
ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 sebagai
berikut:

1. Kegiatan KPPA sebatas pada peranannya sebagai pengawas,
penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan
atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan atau negara
di luar Indonesia.

2. KPPA tidak akan mencari sesuatu penghasilan dari sumber di
Indonesia termasuk tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau
melakukan sesuatu perikatan/transaksi penjualan dan pembelian
barang dan jasa dengan perusahaan atau perorangan di dalam
negeri.

3. KPPA tidak akan ikut serta dalam bentuk apapun dalam
pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang ada di Indonesia.

4. Pengelola KPPA harus bertempat tinggal di Indonesia.

5. Pengelola KPPA bertanggung jawab penuh atas kelancaran jalannya
kantor.

6. Pengelola KPPA dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang
memiliki keahlian tertentu.

7. Pengelola KPPA tidak dibenarkan melakukan kegiatan di luar
kegiatan kantor.

8. Pengelola KPPA wajib melaksanakan segala ketentuan Pemerintah
yang berlaku.
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9. Pengelola KPPA wajib menyampaikan laporan tahunan, selambat-
lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan formulir
laporan KPPA.

10. Lokasi KPPA wajib berada pada gedung perkantoran (office building)
yang telah tersedia.

11. Perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat
Persetujuan ini harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebelum perubahan
dilaksanakan, yaitu meliputi :

a. Perubahan nama perusahaan;

b. Perubahan Pimpinan Kantor Perwakilan;

c. Pindah lokasi kantor ke Provinsi lain;

d. Perubahan jumlah tenaga kerja asing yang dipergunakan.

VIIL. Jangka waktu berlakunya izin :

Izin kegiatan KPPA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun kecuali :

1. Ditugaskan untuk mengurus kepentingan perusahaan induk yang
berbeda dengan kepentingan pada periode sebelumnya, atau

2. Dicabut karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Pemerintah, atau

3. Karena ditutup atau dibubarkan sendiri.

VIII. Lain —lain :

1. Apabila ketentuan-ketentuan dalam Izin Kegiatan KPPA ini tidak
dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan supaya segera melapor kepada PTSP-PDPPM untuk
mendapatkan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan
perizinan daerah, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak
dikeluarkannya Izin Kegiatan KPPA ini.
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3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan Izin Kegiatan KPPA ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Menteri yang membina bidang usaha;

Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Gubernur/Bupati/Walikota;

Kepala PTSP PDPPM/PDKPM,;

Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.

NN R LN~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VI-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal :  Perubahan Izin Kegiatan
Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal
............... , dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing, Surat Keputusan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 tanggal 1 Agustus
2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90
Tahun 2000 serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, pada
prinsipnya kami dapat menyetujui perubahan ketentuan kantor
perwakilan di Indonesia yang tercantum dalam Izin Kegiatan Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing Nomor ............... tanggal ...............
sebagai berikut :

No KETENTUAN" SEMULA MENJADI
I. | Keterangan tentang
Perusahaan Asing yang
diwakili :

1. | Nama Perusahaan
2. | Alamat Kantor Pusat
3. | Kegiatan Usaha

II. | Tempat Kedudukan Kantor
Perwakilan di Indonesia :

1. | Alamat (sementara)

2. | Provinsi

3. | Wilayah Kegiatan
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II1.

IV.

Keterangan tentang
Pimpinan Kantor
Perwakilan :

Nama
Kewarganegaraan

Nomor Paspor / KTP

Alamat

- di negara asal

- di Indonesia
Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja :
Manajemen (orang)
Tenaga Ahli (orang)
Staf & Karyawan

(orang)
Jumlah (orang)

Asing

Indonesia

Asing Indonesia

*) hanya dicantumkan ketentuan yang berubah saja

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

PN RLWND

Menteri Keuangan;
Menteri Perdagangan;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Menteri yang membina bidang usaha;
Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Gubernur/Bupati/Walikota;
Kepala PTSP PDPPM/PDKPM,;
Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KPPA.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VI-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Kegiatan KPPA/Perubahan Ketentuan Izin KPPA
KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal :  Penolakan Izin Kegiatan Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing/
Perubahan Ketentuan Izin Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing*

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang kami terima
tanggal ............... perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan
memperhatikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, Surat
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
22/SK/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 serta Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pedoman dan Tatacara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal,
dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak
dapat memberikan izin kegiatan KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN
ASING (KPPA)/Perubahan Ketentuan KPPA* Saudara di Indonesia
dengan alasan sebagai berikut :

*) pilih salah satu

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Application Form For The Establishment Of A Representative Office For Trading In
Indonesia

APPLICATION FORM
FOR THE ESTABLISHMENT OF A REPRESENTATIVE OFFICE
FOR TRADING IN INDONESIA
(SIUP3A SEMENTARA /TETAP/PERPANJANGAN)*
*) pilih salah satu

I.  INFORMATION CONCERNING THE FOREIGN COMPANY WHICH WILL OPEN
A REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

1. Name of Company e
2. Form of Legal Entity e
3. Date of Establishment L e
4. Headquarter Address e

- Phone Number B PPN

- Fax number e

- E-mail e
5. Headquarter Line of Business s
6. Designated agent in Indonesia e eas
7. Investment in Indonesia ST

II. INFORMATION ABOUT THE INDIVIDUAL WHO WILL BECOME THE
REPRESENTATIVE OFFICE’S EXECUTIVE

1. Full Name SN

2. Citizenship e

3. Address e
a. in the country of origin e
b. in Indonesia PSP
Place/date of birth e

5. Representative Office for Trading License
- Number e
- Date N
- Valid until e

6. Current Activities in Indonesia L e
Personnel/Manpower Foreign Indonesian
a. Assistant for chief S w/....p) ... (L)y/.....(P)

representatives

b. Expert(s) Do w/....(r) ... (Ly/.....(P)
c. Staff(s) o w/....p) ... (Ly/.....(P)

Total S (L)/.n(P) .. (L)/.....(P)
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8. Living in Indonesia (Foreign)

a. Since the date of e

b. Has visited Indonesia from

date until date e

9. Passport Number (for foreign) or @ ....cooiiiiiiiiiiii

Identification Card Number (for Indonesia)

Valid until S
10. Foreign Worker Permit (IMTA)

a. Number s

b. Date T s

c. Valid until N
11. Curriculum Vitae (CV) s
12. Certificate of graduation

a. Number L s

b. Date RN

REQUIREMENTS OF REPRESENTATIVE OFFICE FOR TRADING

1.

Letter of Appointment from the foreign company represented :

a. Number (if any) T e
b. Date TN
c. Valid until T e

(This letter are consist of person who will be in charged as chief
representative, position, headquarter address, line of business for
headquarter company, validation for appointment)

Letter of Intent

a. Number (if any) T e
b. Date L e e,
Letter of Reference

a. Number (if any) L e
b. Date D e e,

Letter of Statement

a. Number (if any) T e
b. Date PPN
Working Programme

a. Number (if any) T e
b. Date N
Statement letter for labor companion

a. Number (if any) L s
b. Date N

Registration Company (TDP)

a. Number (if any) L e
b. Date N
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8. Domicile

a. Number (if any) TP PRTPI
b. Date L e
9. Working area e

IV. ADDRESS OF THE REPRESENTATIVE OFFICE IN INDONESIA

1. Regency/City L e
2. Province L e,
3. Full Address D e,
a. Phone Number D e,
b. Fax Number L
c. E-mail D e,

V. DECLARATION

It is declared that this application has been properly and duly executed and
that the applicant is responsible for its accuracy, correctness, and
completeness, including all data and documents attached hereto.

Signature of
The management of
The foreign company represented

Stamp duty Rp. 6.000,-

Name, Signature and Occupation
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ATTACHMENT TO APPLICANTION FOR TEMPORARY BUSINESS LICENSE FOR
FOREIGN TRADING COMPANY REPRESENTATIVE (IUP3A):

1. Application Form;

2. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (Original + Copy)
legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the
Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;

3. Letter of Reference from a Commercial Attaché/Representative of the Embassy
of the Republic of Indonesia in the country of origin;

4, Representative Office Work Plan (for application for Temporary Business
License for Foreign Trading Company Representative (SIUP3A) only);

5. TA.00 Model Letter from the Ministry of Manpower and Transmigration (for
application for Temporary Business License for Foreign Trading Company
Representative (SIUP3A) only);

Curriculum Vitae & Certificate of the Head of Representative Office;
Copy of valid Passport (Foreign Citizen)/copy of valid Identification Card
(Indonesian Citizen);

8. Application signed by the company management, duly stamped and affixed
with company seal

9. Original Power of Attorney duly stamped and affixed with company seal, if the
administration is not directly made by the company management, the original
identity must be evidenced by attaching a copy of identification of the

principal and proxy.
For applications for Permanent IUP3A, additional requirements are as follows:

1. Letter of Domicile from local Sub-District Office/Statement of office space
from building management;

2. Original Approval of the Appointment of Foreign Trading Company
Representative;

3. Copy of IMTA for the signatory of the head of representative office who is a

foreign citizen.

For applications for IUP3A extension, additional requirements are as follows:

1. Statement on the Total Assistant Workers, Foreign Workers : Indonesian
Workers = 1:3 (accompanied with a copy of Identification Card and pay slip);
Copy of Company Registration Certificate (TDP);

Report on the Activities of the representative office.
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ATTACHMENT TO THE APPLICATION FOR THE CHANGE OF BUSINESS LICENSE
FOR FOREIGN TRADING COMPANY REPRESENTATIVE (IUP3A):

Application Form;

Application from the Head of Foreign Trading Company Representative Office
(P3A);

Original Approval/Business License for Foreign Trading Company
Representative (P3A);

Report on the Realization of Activities of the Representative Office;

Application signed by the company management, duly stamped and affixed
with company seal;

Original Power of Attorney duly stamped and affixed with company seal, if the
administration is not directly made by the company management, the original
identity must be evidenced by attaching a copy of identification of the

principal and proxy.

For applications for the change of Representative Head, additional requirements are

as follows:

1.

_U1

TA.00 Model Letter from the Ministry of Manpower and Transmigration (for
Expatriate Worker who has not worked in Indonesia) or IMTA for Foreign
Worker (using the preceding IMTA after the issuance of ITUP3A with the new
representative head);

Letter of Appointment of the new Representative Head (Original + Copy)
legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the
Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;

Curriculum Vitae & Certificate;

Copy of Passport (Foreign Citizen)/copy of Identification Card (Indonesian
Citizen);

2 color photos, size 4 x 6;

Statement on the Total Assistant Workers, Foreign Workers : Indonesian
Workers = 1:3 (accompanied with a photo copy of Identification Card and pay

slip);

For applications for the change in address of the Representative Office, additional

requirements are as follows:

1.

2.

Letter of Domicile from the local Sub-District Office/Statement of office space
from building management;

Copy of TDP.
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For applications for the change of the Representative Office, additional requirements

are as follows:

1. Letter of Intent, Letter of Appointment, Letter of Statement (Original + Copy)
legalized by a Public Notary and Commercial Attaché/Representative of the
Embassy of the Republic of Indonesia in the country of origin;

2. Letter of Reference from Commercial Attaché/Representative of the Embassy

of the Republic of Indonesia in the country of origin;
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TECHNICAL INSTRUCTION FOR FILLING BUSINESS LICENSES FOR FOREIGN
TRADING COMPANY REPRESENTATIVE

DETAILS OF APPLICANT

No.

Aspects

Remarks

1.

Name of Company

Filled in accordance with the name of

holding company.

Form of Company

Filled in accordance with the form of

holding company.

Date of Company Establishment

Filled with the date of establishment of

holding company.

Address of Holding Company

Filled with the building name, street
name, city-postal code, phone number, fax

number and e-mail of holding company.

Line of Business of Holding

Company

Filled with the line of business carried out

by holding company.

Appointment of agent in

Indonesia

Filled with the Appointment of agent in

Indonesia (if any).

Investment in Indonesia

Filled with the value of investment in

Indonesia (if any).
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DETAILS OF HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE

No. Aspects Remarks

1. | Full Name Filled with full name of the head of office
in accordance with Identification Card or
IMTA.

2. | Citizenship Filled with citizenship of the head of
office.

3. | Address 1. Address in the country of origin: filled
with the residence address in the
country of origin.

2. Address in Indonesia: filled with the
residence address in Indonesia.

4. | Place/Date of Birth Filled with the place and date of birth of
the head of representative office.

5. |License for Foreign Trading |Filled with number, date and validity

Representative Office period of the License for Foreign Trading
Representative Office which has been
held (for the application for the
Extension of IUP3A).

6. | Business Activities Filled with activities of the foreign trading
representative office in Indonesia.

7. | Workers Filled with the total number of male and
female workers.

8. | Statement of stay in Indonesia Filled with the date on which the head of
the representative (for Foreign Citizen)
stays in Indonesia.

9. | Passport/Identification Card Filled with passport or identification card

Number number of the head of representative.

10. | Permit for Employing Foreign | Filled with number, date and validity

Manpower (Izin Mempekerjakan | period of IMTA (for expatriates).

Tenaga Asing/IMTA)

11. | Curriculum Vitae Filled with the curriculum vitae of the
head of representative office.

12. | Certificate of Graduation Filled with number and date of certificate

of graduation of the last education of the

head of representative office.

2013, No.584
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DETAILS OF FOREIGN TRADING REPRESENTATIVE OFFICE

No.

Aspects

Remarks

1.

Letter of Appointment

Filled with number, date and validity
period of the letter of appointment of the
head of representative office of holding

company.

Application

Filled with number and date of the

application.

Letter of Reference

Filled with number and date of the letter
of reference from the Embassy of the
Republic of Indonesia/General Consulate

in the country of origin.

Statement

Filled with number and date of the letter

of statement from holding company.

Activity Plan

Filled with the activity plan of the
representative office to be conducted in

Indonesia.

Statement on the employment of

Indonesian workers

Filled with number and date of the

statement.

Company Registration
Certificate (Tanda Daftar
Perusahaan/TDP)

Filled with number and issuance date of
TDP.

Certificate of Domicile

Filled with number and date of the
certificate of domicile from the head of
sub-district/district in  which the

representative office is located.

Operational Area

Filled with the operational area of the

representative  office in  Indonesia

(regency/city).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VII-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran :
Perihal :Surat Persetujuan Sementara
Penunjukan Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
(KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor ............... tanggal
............... yang kami terima tanggal ............... perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan SURAT PERSETUJUAN
SEMENTARA PENUNJUKAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN
ASING Saudara/i di Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing vang diwakili :
1. Nama Perusahaan T
2. Alamat Kantor Pusat U
3. Kegiatan Usaha SN
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II.

II1.

V.

Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :
Alamat e e e
No. Telp./Fax. ettt e et e aaaaa
Wilayah Kegiatan e
Bidang Kegiatan T PRNN
Status : Kantor Pusat/Kantor Cabang

« Persetujuan Sementara Penunjukan P3A

gk WN

Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :
1. Nama e et e aaes
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP ettt et e e e e aaa
4. Jabatan e e
5. Alamat
- di negara asal S PPN
- di Indonesia e

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
Asing Indonesia
1. Asisten kepala perwakilan : ... orang (..L/..P) ...... orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli T orang (..L/..P} ...... orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan D e orang (..L/..P)  ...... orang (..L/..P)
Jumlah T orang (..L/..P} ...... orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan
pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila
menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan
dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak
diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati
ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28/M-
DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan

Perusahaan Perdagangan Asing (pusat/cabang) diwajibkan:

a. Mengajukan permohonan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (IUP3A) Tetap;

b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Surat Persetujuan Sementara
Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan serta
pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.

2. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan
peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Surat
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Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum
tersebut seperti dalam  Berdrijfsreglementerings Ordonnantie 1934
(Staatsblad 1938 Nomor 86) serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang
Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunya izin:
Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan
tanggal .............

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
Gubernur/Walikota /Bupati;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;

11. Kepala PTSP PDKPM,;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

CONNR LN~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VII-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran :
Perihal :1zin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
(KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor ............... tanggal
............... yang kami terima tanggal ............... perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 /M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di Indonesia
dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing vang diwakili :
1. Nama Perusahaan e et

2. Alamat Kantor Pusat T
3. Kegiatan Usaha TP

II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :
1. Alamat U

2. No. Telp./Fax. e et ei e et et aaaeaas
3. Wilayah Kegiatan ettt ereieeeeeeereeeeeeeaeeaaaas
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4. Bidang Kegiatan e

5. Status : Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan
Cabang
« Permohonan IUP3A Tetap

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :
1. Nama e e e,

2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP e
4. Jabatan PP PT TP RPPTPTRR
5. Alamat
- di negara asal e anas
- di Indonesia R
6. Foto

Pas photo
4x6

IV. Penggunaan Tenaga Kerja :

Asing Indonesia
1. Asisten kepala perwakilan : ... orang (..L/..P} ... orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli T orang (..L/..P) ...... orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan T e orang (..L/..P} ...... orang (..L/..P)
Jumlah T orang (..L/..P} ...... orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan
pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila
menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan
dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak
diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati
ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
(pusat/cabang):


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584 316

a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:

1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang
(promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;

2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang
penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;

3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-
barang tersebut;

4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.

b. Sebagai agen pembelian:

1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan
petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat
pengiriman /ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;

2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama
perusahaan yang menunjuk;

3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.

c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui
persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri
berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka la dan/atau 1b.

2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

(pusat/cabang) diwajibkan:

a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A
sebelumnya telah berakhir;

b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian
ketentuan dalam [UP3A sebelumnya;

kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya
serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut:

1) Tenaga kerja asing (jumlah, nama, jabatan, izin kerja dan masa
berlakunya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);

2) Tenaga kerja nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja);

3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka
peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja
Indonesia;

kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri, Kementerian Perdagangan.

d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan
serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan
peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada
pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam
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Berdrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) serta
sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.

VI. Jangka waktu berlakunva izin :
Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak
tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal ............

Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
Gubernur/Walikota /Bupati;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM,;

11. Kepala PTSP PDKPM,;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

CRONNP WD

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VII-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan

Asing
KOP SURAT BKPM RI
IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (KP3A)
Kepada Yth.

Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor ............... tanggal
............... yang kami terima tanggal ............... perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor O01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa
Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perpanjangan IZIN USAHA
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING Saudara/i di
Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Keterangan tentang Perusahaan Asing vang diwakili :
1. Nama Perusahaan U

2. Alamat Kantor Pusat T
3. Kegiatan Usaha S PPN
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II. Tempat Kedudukan Kantor Perwakilan di Indonesia :

1. Alamat e e e

2. No. Telp./Fax. ettt e et e aaaaa

3. Wilayah Kegiatan e

4. Bidang Kegiatan T PRNN

5. Status : Kantor Perwakilan Pusat/Kantor Perwakilan
Cabang

« Perpanjangan IUP3A ke ....

III. Keterangan tentang Pimpinan Kantor Perwakilan :
1. Nama e s
2. Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA)/
Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Nomor Paspor/KTP e et aas
4. Jabatan U
5. Alamat
- di negara asal e et e e e e et a e
- di Indonesia e
6. Foto

Pas photo
4x6

IV. Penggunaan Tenaga Kerja :

Asing Indonesia
1. Asisten kepala perwakilan : ... orang (..L/..P) ...... orang (..L/..P)
2. Tenaga ahli T orang (..L/..P} ...... orang (..L/..P)
3. Staf/karyawan D e orang (..L/..P} ... orang (..L/..P)
Jumlah T orang (..L/..P) ...... orang (..L/..P)

Perusahaan diwajibkan menyampaikan permohonan untuk mendapatkan
pengesahan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui PTSP BKPM apabila
menggunakan tenaga kerja asing.

Penggunaan tenaga kerja asing tersebut khusus untuk kegiatan yang diizinkan
dilakukan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan tidak
diperkenankan bekerja atau mengadakan kegiatan pada perusahaan lainnya.

V. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) wajib mentaati
ketentuan-ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 28 /M-DAG/PER/6/2010 sebagai berikut:

1. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
(pusat/cabang):
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a. Sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik diperkenankan:

1) Memperkenalkan dan menunjukkan pemasaran barang-barang
(promosi) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuk;

2) Memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang
penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;

3) Penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-
barang tersebut;

4) Pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri.

b. Sebagai agen pembelian:

1) Menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan
petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat
pengiriman /ekspor kepada perusahaan di dalam negeri;

2) Menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama
perusahaan yang menunjuk;

3) Melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri.

c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui
persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri
berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.

d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka la dan/atau 1b.

2. Pemegang Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

(pusat/cabang) diwajibkan:

a. Mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing (IUP3A) apabila masa berlaku IUP3A
sebelumnya telah berakhir;

b. Mengajukan permohonan perubahan IUP3A apabila terdapat pergantian
ketentuan dalam IUP3A sebelumnya;

kepada Direktur Pelayanan Perizinan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman

Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

c. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya
serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut:

1) Tenaga kerja asing (jumlah, nama, jabatan, izin kerja dan masa
berlakunya dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);

2) Tenaga kerja nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja);

3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka
peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja
Indonesia;

kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

BKPM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri, Kementerian Perdagangan.

d. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait dengan Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukaan
serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 dan
peraturan perubahannya dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada
pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum tersebut seperti dalam
Berdrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) serta
sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Kepala BKPM.
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VI. Jangka waktu berlakunva izin :
Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ini berlaku sejak
tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal ............
Keputusan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
Gubernur/Walikota /Bupati;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;

11. Kepala PTSP PDKPM;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

CONON R WD~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VII-E

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM RI

IZIN USAHA KANTOR
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran :
Perihal :Perubahan Izin Usaha Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing (KP3A)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor ............... tanggal
............... yang kami terima tanggal ............... perihal sebagaimana tersebut pada
pokok surat dan memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa

Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan perubahan ............... (sesuai
dengan perubahan yang dimaksud) Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing ............... Nomor ............... tanggal ............... atas nama

............... sebagai berikut :

SEMULA MENJADI
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Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing ............... I\ T tanggal ............... tetap
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
Gubernur/Walikota /Bupati;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;

11. Kepala PTSP PDKPM,;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

CONONROND -~

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VII-F

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing Sementara/Tetap/Perpanjangan/Perubahan

KOP SURAT BKPM RI

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran :
Perihal : Penolakan Izin Usaha Kantor
Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing (KP3A)
Sementara/Tetap/
Perpanjangan/Perubahan*

Kepada Yth.
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara/i Nomor
.............. tanggal .............. yang kami terima tanggal ..............
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dan
memperhatikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-
DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan
Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010, serta Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal
Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dengan ini
diberitahukan bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat
memberikan  izin/perubahan*  .............. (sesuai  dengan
perubahan yang dimaksud) Izin Usaha Kantor Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing .............. Nomor .............. tanggal
.............. atas nama ... dengan alasan sebagai berikut sebagai
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Ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing .............. No.
.............. tanggal .............. tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan surat ini.**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Menteri Keuangan;

Menteri Perdagangan;

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Kepala Perwakilan RI di Negara asal perusahaan asing;
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
Gubernur/Walikota /Bupati;

Direktur Bina Usaha Perdagangan;

. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
10. Kepala PTSP PDPPM;

11. Kepala PTSP PDKPM;

12. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal KP3A.

LONON AW

*) pilih salah satu
**) khusus dalam rangka perubahan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VIII-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin

Nomor

Lampiran :

Perihal

: Permohonan Fasilitas
atas Impor Mesin

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penananam Modal Nomor
................ tanggal ................ dari PTSP BKPM atau PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/instansi penyelenggara
PTSP di provinsi kabupaten/kota* bersama ini kami :

Nama Pemohlon @ ...
Bidang Usaha 1 ..o et
Alamat SO P PP PPTO PRIt

- Telepon PPN

- Faksimile L e e e,

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas Impor
Mesin dalam rangka pembangunan/pengembangan® industri/industri
jasa* dengan perkiraan harga C&F/CIF USS. ................... (dalam huruf).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan
sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah
disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan ..................... ,

Kami menyatakan akan/tidak akan* menggunakan mesin
produksi dalam negeri sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)**.
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Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

..................... Jeeescsecntetiaestttatasttagensttttennns

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
*) pilih salah satu

4 khesus bidang vwwahio indinted

o Thinc bk perezedbigim v, BELIT Lievlusdia Toc koo Toinlonesi,  peeranclsslimgzanan
prrmobatnen vang didalsmava coresntin: PEHEEYATAAN hamus dileln:lesn oleh sclunch
caloo pemegang gabce, fTen oleh Krasi para pemegang @b tonpa hak sobtimosi.

JooUnn b prerusithiom e T ALAIL Derlenlam huloom Indeesdin, peaaclalaryggamem
pormelwanay iy  Cidalamuma teoeantim PEREVYATAAR hanas didaloalaws oleh
1|'i1'|-e'|xzs'i.-"|'|'i'rr|'|':ri1":1'r' '|'IH1'I.I?H1.|'I£1|:!I'I. I]TI“.IL k(:ﬂ“l'iﬁ'i WlT .‘ii'lTI_J-';i” I-\.I' L2 1|i1TI 11‘:"|I|:!'i'lh.
poinandataryganan dapat disloalksn oleh karvawean peruzabiasn - =atn level dibssesh
Jatletar elivelesa fpdrnpures perusabian, cilenglapa deegm:

A, purvarn cdani dircksifpinploan pomsahasn Fang menyaralean penjrlasan tontang
Loniid wome  belel memsagekicen oegl cocksi/pimpinwn penwsslisean aaluls
meoandatsngani o aermnhonan Jdan balmes diceksif pimpinan perasahaan
maeraiahul aer e meareelu i peemeleaian yuopr disampeilenl;

To. Zuvar Prrviomah Trgas dari dircksd? pimpinan acmssahasn:

¢, Hehkemen  ieldaalos oinn dincksi penpinon perasdiean denesan noeoanyoaldsm
azliromey

. Lhepd peawemimer xueesa dibaoklibssa edenpunn mlaonrn idemdlss i elan =ural
ety teralibie seliagan kavvienar alergam menomquklan gzbr v,
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(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN N (PMDN/PMA)*
NOMOR PERUSAHAAN it
TOTAL
JENIS SPESIFIKASI NEGARA PERKIRAAN
NO BARANG TEKNIS HS CODE ASAL JUMLAH | SATUAN HARGA

C&F/CIF (US$)

A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ......... .

*) pilih salah satu

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :
Permohonan Fasilitas Atas Impor Mesin.

a. Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM,
PPDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/ instansi
penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;

b. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang
meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga
perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;

c. Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya dari Kementerian Hukum
dan HAM;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;

lc I ]

rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);

uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian
ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa;

0w

h. kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis
produksi di dalam Izin Prinsip Penanaman Modal;

i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk
industri yang menghasilkan jasa;

j. surat rekomendasi dari :
1) Kementerian teknis terkait;

2) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bagi perusahaan pertambangan
dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B), dan/atau Izin Usaha Pertambangan
(IUP);

3) Kepala Otorita Asahan untuk mesin PT. Indonesia Asahan Aluminium
(INALUM);

k. data teknis atau brosur mesin;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal khusus perusahaan pertambangan
dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bagi perusahaan
jasa pertambangan dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan
(IUJP) dan Kontrak Kerja dengan pemilik IUP;

m. IUP sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 harus sudah berstatus clean and
clear dari Kementerian ESDM;

n. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
sebanyak 2 (dua) copy;

o. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi
perusahaan;

p. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung
dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli
bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

q. Terhadap perusahaan penanaman modal yang mengajukan permohonan
fasilitas atas impor  mesin untuk  pengembangan meliputi
restrukturisasi/modernisasi/ rehabilitasi dapat dilakukan peninjauan
langsung ke lokasi pabrik oleh pejabat terkait.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN

No Formulir Isian Keterangan
1 | Nomor Izin Prinsip Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal
Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP
BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP
di provinsi, PDKPM/ instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten/kota dan masih berlaku
pada saat pengajuan fasilitas.
2 | Nama Pemohon Diisi nama perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas.
3 | Alamat Diisi alamat perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas.
4 | Telepon Diisi nomor telepon perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
5 | Faksimile Diisi nomor faksimile perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
6 | E-Mail Diisi alamat e-mail Perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
7 | Pelabuhan Tempat Diisi pelabuhan tempat pemasukan
Pemasukan mesin/peralatan.
8 Penggunaan mesin | Bila akan menggunakan mesin buatan dalam
buatan dalam negeri negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dapat diberikan fasilitas impor barang dan
bahan untuk kebutuhan 4 (empat) tahun
produksi.
9 | Daftar Mesin
- Nomor Diisi nomor urut mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas berdasarkan masing-

masing pelabuhan tempat pemasukan.

- Jenis Barang

Diisi nama mesin/peralatan yang dimohon
fasilitas.

- Spesifikasi Teknis

Diisi spesifikasi teknis mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas.

- HS Code Diisi nomor HS Code mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.

- Negara Asal Diisi negara asal dibuatnya mesin/peralatan
yang dimohon fasilitas.

- Jumlah Diisi jumlah mesin/peralatan yang dimohon
fasilitas.

- Satuan Diisi satuan jumlah mesin/peralatan yang

dimohon fasilitas.

- Total Perkiraan Harga
C&F/CIF (US9)

Diisi Total perkiraan harga mesin/peralatan
vang dimohon fasilitas termasuk biaya
pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VIII-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk atas
Pemasukan Mesin Untuk Pembangunan/Pengembangan (Perluasan)

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : oo,
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN)* INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS

Membaca : Surat PT............ Nomor .......... tanggal ....... perihal ......... ;
Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam

rangka .....ccccceevineenns ;
2. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi

persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin
dalam rangka pembangunan/pengembangan
(perluasan)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk
Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk
Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam
Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan
Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan
atau Pengembangan Industri Dalam  Rangka
Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali
diubah  terakhir  dengan Peraturan  Menteri
Perindustrian Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;
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Menetapkan
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*) pilih salah satu
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5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman

Modal;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
............. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
............. tanggal .............;

2. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
............. tanggal ............. perihal .............

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN (PERLUASAN)*
INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT.........

Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF USS$.
............. (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. .............
(PMDN/PMA)* yang bergerak dalam bidang usaha
................. , NPWP ............., Alamat: ............., lokasi
proyek di ............. , diberikan fasilitas pembebasan bea
masuk.

Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada
saat pengimporan sebagaimana tercantum = dalam
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dengan perkiraan harga C&F/CIF USS$. ............. (dalam
huruf).

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,
perusahaan dapat diberikan Pembebasan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
impor mesin berupa mesin dan peralatan pabrik,
baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas,
tidak termasuk suku cadang.
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b. Untuk itu, perusahaan  harus  mengajukan
permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan
Bebas PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat,
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.

KEEMPAT . Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas,
perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan
menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran IV
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012.

KELIMA . Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:
a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 April tahun yang bersangkutan,

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan,

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Januari tahun berikutnya,

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
melalui  Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dengan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2012.

KEENAM - a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan
mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.

b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru
harus disertai dengan “Certificate of Inspection” dari
Surveyor yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan
ketentuan Surat Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
48/M-DAG/PER/12/2011.

KETUJUH : Menunjuk Pelabuhan/Bandara ..................... sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk
penyelesaian formalitas pabean atas mesin/peralatan
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan.
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Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam
Keputusan ini tidak  dipenuhi atau terdapat
penyalahgunaan barang-barang bersangkutan, maka
pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang
disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan
lain yang terhutang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukal
Direktur Jenderal
Deputi Bidang Pengendahan Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
Kepala PDPPM/PDKPM............ Prov1n31 ................... ;

Kepala KPPBC
Direksi PT. ......

PNIURE LN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN VIII-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin untuk
Pembangunan /Pengembangan (perluasan)*

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan permohonan fasilitas atas
impor mesin dalam rangka
pembangunan/pengembangan
(perluasan)* PT....

Kepada Yth.
Direksi PT. coouveiiiiiieeiiieeeneeieen.

Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ...................... , dan
memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ...........cccceceen.. tanggal
...................... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
...................... tanggal .....cccceeviiineins

*)  pilih salah satu
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dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas pemasukan mesin di atas, dengan alasan sebagai

berikut:

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN IX-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin dalam Rangka
Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi

Nomor

Lampiran :

Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin
Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi*

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Prinsip Penananam Modal Nomor
........................ tanggal ............c.ceeeeeeedari PTSP BKPM atau
PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi atau PDKPM/ instansi
penyelenggara PTSP di kabupaten/kota* bersama ini kami :

Nama Pemohon ...
Bidang Usaha ..o
Alamat T e ettt e e et e et eh e e
- Telepon L e ettt et ettt ereea et tie et et et e et et traaaaeriaanes
- Faksimile 1o e
- E-Mail L ettt et e et e e e e e et e e ataaanas

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Fasilitas Atas
Impor Mesin dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi*
dengan perkiraan harga C&F/CIF USS. ................... (fmemmmmmmeee ).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan
sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah
disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan ..................... ,

Kami  menyatakan bahwa  permohonan restrukturisasi/
modernisasi/rehabilitasi* ini tidak menambah kapasitas produksi
sampai dengan 30% (tiga puluh persen) sehingga tidak akan mengajukan
permohonan fasilitas impor barang dan bahan.

*) pilih salah satu
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Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

Pemohon,

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
Meterai Rp. 6.000,-

Direksi/Pimpinan Perusahaan

1. Lnluk porcaashazn yvano EELLIM horbaden . hekom el omesn,
pennrlblingnnnm pertneionan vianny dicdaleronya ereeniom PERAYATAAN
hax dilalng tan clch =cliruh calan pomegang salam., atau cle <uasa para
pemopanp azham lanpa aale auhblilos.

A0 Untnle peramal=an yang  TRLAF hrrlacdan Tmkm Tndmnesia,
proamlaldanganan permeaonan yang dicalemnya cerernlom PERKYATAAN
hocus aldoloahew: olely dlielos ! puopioen perasaliewen, ool keoodisi ey
gamgat  Wmaana dar feclatas, perancaraagnman dapat dilalmlean rlch
karyawsn perusabaan - sulu lewel  dibswak  jabaisn divelosi/ pompnanm
perwsalinamn, dilenuleap: denpun:

A Swral el cleelsiy ploopioce perwssdioac viows coenpealadern peopeliis e
len.anyg  Aonchs yang  ddak memungkinan bag civekesi/pimpnan
perusibinen waluk  mensmdalengoon permohonan dan bahwa
direlts. Splmpinan pemmadican mengetadnll secta menwenjil peciehicnidy
vang disampai’tan;

. Huoral Perimaah Tuga: dad ditekay pimpinan perusabaar;

oo Relcornan iKlepmtas i dhrelssa ) plopinar perusahaon densan
menurpuklean asli-wa;

Jd. Bag penedma koasa dibukiilksn dengan rekaman entices din dan sural
perpanzbalen lerakhic sebapa’ keaovawen derioe menory abklian ashioes
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LAMPIRAN :
Permohonan Persetujuan Fasilitas Atas Impor Mesin.

a. Izin Usaha (IU) dalam rangka penanaman modal yang diterbitkan oleh
PTSP-BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau
PDKPM/instansi penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih
berlaku;

b. Izin Prinsip atas tambahan kapasitas produksi yang tidak melebihi 30%
(tiga puluh persen);

c. Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang
meliputi jenis, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan harga
perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) atau tanda terima pengajuan NIK;
f.  Rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);

g. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan atau uraian
ringkas kegiatan usaha bagi industri jasa;

h. penjelasan tentang mesin yang akan diganti/dimodernisasi/direhabilitasi
termasuk alasannya;

i.  denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk
industri yang menghasilkan jasa;

j.  data teknis atau brosur mesin yang akan diimpor;

k. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
sebanyak 2 (dua) copy;

1.  permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi
perusahaan;

m. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh
direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup,
sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.
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DAFTAR MESIN
(dengan sistem investor modul BKPM)

340

NAMA PERUSAHAAN N (PMDN/PMA)*
NOMOR PERUSAHAAN i
TOTAL
JENIS SPESIFIKASI NEGARA PERKIRAAN
NO BARANG TEKNIS HS CODE ASAL JUMLAH | SATUAN HARGA

C&F/CIF (US$)

A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ......... .

*) pilih salah satu

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN DALAM
RANGKA RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI

No Formulir Isian Keterangan
1 Nomor Izin Prinsip Diisi Nomor Izin Prinsip Penanaman Modal
Penanaman Modal atas nama perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas, diterbitkan oleh PTSP
BKPM, PDPPM/ instansi penyelenggara PTSP
di provinsi, PDKPM/ instansi penyelenggara
PTSP di kabupaten/kota dan masih berlaku
pada saat pengajuan fasilitas.
2 Nama Pemohon Diisi nama perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas.
3 Alamat Diisi dengan alamat perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
4 Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
S Faksimile Diisi dengan nomor faksimile perusahaan
yang mengajukan permohonan fasilitas.
6 E-Mail Diisi dengan alamat e-mail Perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
7 Pelabuhan Tempat Diisi dengan nama pelabuhan tempat
Pemasukan pemasukan mesin/peralatan.
8 Daftar Mesin
- Nomor Diisi dengan nomor urut mesin/peralatan

yang dimohon fasilitas berdasarkan masing-
masing pelabuhan tempat pemasukan.

- Jenis Barang

Diisi dengan nama mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas.

- Spesifikasi Teknis

Diisi spesifikasi teknis mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas.

- HS Code Diisi dengan nomor HS Code
mesin/peralatan yang dimohon fasilitas
berdasarkan BTBMI.

- Negara Asal Diisi sesuai negara asal dibuatnya
mesin /peralatan yang dimohon fasilitas.

- Jumlah Diisi dengan jumlah mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas.

- Satuan Diisi dengan satuan jumlah mesin/peralatan

yang dimohon fasilitas.

- Total Perkiraan Harga

C&F /CIF (US$)

Diisi dengan  total perkiraan  harga
mesin/peralatan yang dimohon fasilitas
termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN IX-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Bea Masuk
Atas Pemasukan Mesin Untuk Pengembangan (Restrukturisasi/ Modernisasi/

Rehabilitasi )

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : coiiviiiiiiiiieiieen,
TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
(RESTRUKTURISASI/MODERNISASI/REHABILITASI)* INDUSTRI YANG DIIMPOR

Membaca

Menimbang

Mengingat

ATAS NAMA PT. ....ccoovviinnnnnn.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka

bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176 /PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam
rangka pengembangan (restrukturisasi/modernisasi/
rehabilitasi);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan  atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
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4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106 /M-
IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal,;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
................ tanggal .......ccoevviennens;
2. Izin Usaha ......... ** Nomor............... tanggal ............... ;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal

............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/
Pengembangan (Perluasan/ Restrukturisasi/ Modernisasi/

Rehabilitasi)* PT. e, dalam rangka
PMDN/PMA?*;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS MESIN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
(RESTRUKTURISASI/ MODERNISASI/ REHABILITASI)*
INDUSTRI YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT. ...cccvenvenannn.

PERTAMA : Terhadap mesin dengan perkiraan harga C&F/CIF USS$.

................. (dalam huruf]. sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. ........................
(PMDN/PMA*) yang bergerak dalam bidang usaha ................. ,
NPWP i, , Alamat: ............... , lokasi proyek di
................. , diberikan fasilitas pembebasan bea masuk.

KEDUA :  Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat
pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan pengeluaran
barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga C&F/CIF US$.
................... (dalam huruf).

*) pilih salah satu
**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

344

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2007, perusahaan dapat diberikan
Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atas impor mesin berupa mesin dan peralatan
pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas,
tidak termasuk suku cadang.

b. Untuk itu, perusahaan harus mengajukan permohonan
untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN kepada
Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008.

Atas pengimporan mesin yang diberikan fasilitas, perusahaan
wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan formulir
sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:

a. Laporan Triwulan [ disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 April tahun yang bersangkutan,

b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Juli tahun yang bersangkutan,

c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Oktober tahun yang bersangkutan,

d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada
tanggal 5 Januari tahun berikutnya,

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012.

a. Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan
mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang impor.

b. Dalam hal impor mesin dalam keadaan bukan baru harus
disertai dengan “Certificate of Inspection” dari Surveyor yang
diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
756/MPP/Kep/12/2003 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011.

Menunjuk Pelabuhan/Bandara  ........cc..ceeee.e. sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian
formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam
Diktum PERTAMA Keputusan ini.
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KEDELAPAN :  Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN 1 Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini
tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang-barang
bersangkutan, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi, sedangkan terhadap barang-barang yang
disalahgunakan itu dipungut bea masuk dan pungutan lain
yang terhutang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal ............... ;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
BKPM;

Kepala PDPPM /PDKPM............ Provinsi ......cc..coeeeeie. ;

Kepala KPPBC.....cccocvviviiieiiiniinennns ;

Direksi PT. .oooiiiiiiiiiiiiens

el

®No

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN IX-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin dalam
Rangka Pengembangan (Restrukturisasi/Modernisasi/Rehabilitasi)

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan permohonan fasilitas
atas impor mesin dalam rangka
pengembangan  (restrukturisasi/
modernisasi/ rehabilitasi)* PT.......

Kepada Yth.
Direksi PT......covveeieeinnennnns

Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ...................... , dan
memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta
Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor ...................... tanggal
...................... sebagaimana telah diubah dengan Nomor
...................... tanggal .....cocceeviiinnenns;

d. Izin Usaha.........ocoevvenennnnnnnn. ** NOMOT ..vvvnveeniiniinnannns tanggal

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...................... tanggal
...................... perihal ........ccoevennnls

*) pilih salah satu

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas pemasukan mesin di atas, dengan alasan sebagai

berikut:

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN X-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penambahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor

Lampiran :

Perihal

Jakarta,

Permohonan Perubahan/
Penambahan* Fasilitas Impor Mesin

Kepada Yth:
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan
Nomor.............. tanggal.............. atas impor mesin, bersama ini kami :

Nama PEmMONON & .o
Bidang Usaha L e e a et e et a e e
Alamat L e e,
- Telepon N
- Faksimile L e,
- E-Mail N

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Atas
Perubahan/penambahan Impor mesin/peralatan dalam rangka
pembangunan/pengembangan industri mengingat.............. penjelasan
alasan melakukan perubahan) dengan perkiraan harga C&F/CIF
USS. i ( dalam huruf).

Daftar Mesin terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan
sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah
disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan ..................... R

Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

..................... gesessesesiiesttectesrttecngesttennnoann

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan

*) pilih salah satu
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DAFTAR PERUBAHAN/PENAMBAHAN MESIN

(dengan sistem investor modul BKPM)

NAMA PERUSAHAAN N (PMDN/PMA¥)
NOMOR PERUSAHAAN @ e
TOTAL
JENIS SPESIFIKASI NEGARA PERKIRAAN
NO BARANG TEKNIS HS CODE ASAL JUMLAH | SATUAN HARGA
C&F/CIF (US$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ...........
MENJADI
TOTAL
JENIS SPESIFIKASI NEGARA PERKIRAAN
NO BARANG TEKNIS HS CODE ASAL JUMLAH | SATUAN HARGA
C&F/CIF (US$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ...........

*) pilih salah satu

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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LAMPIRAN :

a. Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM,
PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi
penyelenggara PTSP di kabupaten/kota yang masih berlaku;

b. alasan perubahan/penambahan Fasilitas Atas impor Mesin;

Daftar Mesin dan soft copy-nya berdasarkan Investor Module BKPM yang
meliputi jenis barang, HS Code, spesifikasi teknis, negara asal, jumlah dan
harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

-0

Rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);

uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi
dengan diagram alir (flow chart) khusus industri pengolahan (khusus untuk
penambahan/penggantian mesin peralatan);

0

h. kalkulasi kapasitas mesin produksi atau kalkulasi kapasitas jasa (khusus
untuk penambahan/penggantian mesin peralatan);

i. denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk
industri yang menghasilkan jasa;

j. surat rekomendasi dari :

1) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara bagi perusahaan pertambangan
dalam bentuk Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Perusahaan
Pertambangan Batubara (PKP2B);

2) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara/Dinas Pertambangan Setempat
bagi perusahaan Penunjang Pertambangan dalam bentuk Izin
Operasional untuk menempatkan mesin/peralatan;

k. data teknis atau brosur mesin (khusus untuk penambahan/penggantian
mesin peralatan);

l. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
sebanyak 2 (dua) copy;

m. Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin yang dimiliki;

B

rekapitulasi realisasi impor mesin;

surat pernyataan bermeterai bahwa terhadap mesin/peralatan yang tertera
dalam masterlist yang akan diubah/diganti belum diimpor;

p. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;

q. untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh
direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermetrai cukup,
sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN FASILITAS ATAS PERUBAHAN/
PENAMBAHAN FASILITAS IMPOR MESIN

Formulir Isian

Keterangan

Nomor Izin Prinsip
Penanaman Modal

Diisi dengan Nomor Izin Prinsip Penanaman
Modal atas nama  perusahaan  yang
mengajukan permohonan fasilitas, diterbitkan
oleh PTSP BKPM, PTSP-PDPPM, PTSP-PDKPM.
dan masih berlaku pada saat pengajuan
fasilitas.

2 | Nama Pemohon Diisi sesuai nama  perusahaan  yang
mengajukan permohonan fasilitas.

3 [Alamat Diisi sesuai alamat perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.

4 | Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.

5 | Faksimile Diisi dengan nomor faksimile Perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.

6 | E-Mail Diisi dengan alamat e-mail perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.

7 | Pelabuhan Bongkar Diisi sesuai pelabuhan tempat pemasukan
mesin /peralatan.

8 | Daftar Mesin

- Nomor

Diisi degan nomor urut mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas berdasarkan masing-masing
pelabuhan bongkar.

- Jenis Barang

Diisi dengan nama mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas.

- Spesifikasi Teknis

Diisi dengan spesifikasi teknis mesin/peralatan
yang dimohon fasilitas.

- HS Code Diisi nomor HS Code mesin/peralatan yang
dimohon fasilitas berdasarkan BTBMI.

- Negara Asal Diisi sesuai negara asal dibuatnya
mesin/peralatan yang dimohon fasilitas.

- Jumlah Diisi jumlah mesin/peralatan yang dimohon
fasilitas.

- Satuan Diisi dengan satuan jumlah mesin/peralatan

yang dimohon fasilitas.

- Total Perkiraan Harga

C&F /CIF (US$)

Diisi dengan total perkiraan harga
mesin/peralatan yang dimohon fasilitas
termasuk biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN X-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ..o
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .........c.cc......
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. ............... Nomor ............ tanggal ....... perihal ............ ;

Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas pembebasan
bea masuk akan digunakan dalam rangka ..................... ;

2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176 /PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Nomor
76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam rangka....... ;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan
Produksi Dalam  Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106 /M-
IND/PER/10/2012;
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5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
................ tanggal .......ccoeeeieeiiens

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal

............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/
Pengembangan (Perluasan / Restrukturisasi/ Modernisasi
/Rehabilitasi)* PT. ................. dalam rangka PMDN/PMA¥;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ........cccccovennen.
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*

Terhadap mesin yang diubah/diganti dengan perkiraan harga
C&F/CIF USS$. ...l (dalam huruf) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dikeluarkan dari
daftar lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor .........
tanggal ......ocovevvenenns

Terhadap mesin pengganti dengan perkiraan harga C&F/CIF
USS. cooeeeiieiiiiiinnn, (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea
masuk.

Apabila mesin yang diubah/diganti tersebut ternyata masih
diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya ternyata telah di
impor dengan membayar bea masuk dan pungutan-pungutan
lainnya, maka ketentuan pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk tidak berlaku lagi dan dinyatakan batal.

Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat
pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan
pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga
C&F/CIF USS. oovviveeeirenenn. (dalam huruf), sehingga dengan
adanya perubahan/penggantian mesin tersebut nilai impor
yvang disetujui seluruhnya berubah dengan perkiraan harga
C&F/CIF menjadi USS$. ....cceeeunnnn. —US$. oo + US$.
................... =USS. .............. (dalam huruf).
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KELIMA : Menunjuk Pelabuhan/Bandara  .........cccceeeeees sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian
formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam
Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal ......... (dalam huruf).

KETUJUH : Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal

........................ sepanjang tidak bertentangan dengan
Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal ............... ;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
BKPM,;

Kepala PDPPM/PDKPM............ Provinsi ...c..cccccveeneee ;

Kepala KPPBC.....ccoooiviiiiiiiieiieenns ;

. Direksi PT. .coooiiiiiiiiiiiienns

kLN

® N0

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN X-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR S5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR = ....oonnsensonsns
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ........ccieeennnn
TANGGAL
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

Membaca

Menimbang

Mengingat

... ATAS NAMA PT. .........cvvveveen.. DALAM RANGKA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Surat PI: sussamais Nomor ............... tanggal ........ perihal

1.

bahwa  mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka
bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176 /PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 76 /PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam
rangka....... ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk  Pembangunan  atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Nomor
76/PMK.011/2012;
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LAMPIRAN X-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Penambahan Fasilitas Impor Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : .....cccoeeneeen.
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...................
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ...coooviiinnnn, DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. ...l Nomor ............... tanggal ........ perihal

Menimbang : 1. bahwa mesin/peralatan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka

2. bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dalam

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan  atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Nomor
76/PMK.011/2012;
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4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Nomor 106/M-IND/PER/10/2012;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
................ tanggal .......coooiiiiiinl

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal
............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Mesin untuk
Pembangunan/Pengembangan (Perluasan/ Restrukturisasi/
Modernisasi/ Rehabilitasi)* PT. s dalam

rangka PMDN/PMA?%;
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ................
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*

Terhadap mesin tambahan dengan perkiraan harga C&F/CIF
USS. cooeeiiieiiiiiinn, (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas pembebasan bea
masuk.

Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dalam diktum
PERTAMA Keputusan ini merupakan tambahan fasilitas atas
pemasukan mesin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor ..... tanggal ......

Harga mesin dimaksud akan ditetapkan kemudian pada saat
pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) dan telah diberikan persetujuan
pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan perkiraan harga
C&F/CIF US$. ... (dalam huruf), sehingga dengan
adanya penambahan mesin tersebut nilai impor yang disetujui
seluruhnya menjadi dengan perkiraan harga C&F/CIF USS$.
.................. +USS. .. = USS. ... (dalam huruf).
Menunjuk Pelabuhan/Bandara  .............cceee.e. sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian
formalitas pabean atas mesin/peralatan dimaksud dalam
Diktum PERTAMA Keputusan ini.
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KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal ......... (dalam huruf).

KEENAM ;. Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal

........................ sepanjang tidak bertentangan dengan
Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal ............... ;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
Kepala PDPPM /PDKPM............ Provinsi ...c.c.cceeveeennee 3

Kepala KPPBC.....ccocovvvviiiiieiiiineanes ;

Direksi PT. .oooiiiiiiiiiiiiiieens

PNU R LN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN X-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perubahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta,

: Penolakan atas permohonan

perubahan fasilitas impor mesin

Kepada Yth.
Direksi PT. ...ccoovvviniennnns

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan
Koordinasi Penanaman Modal tanggal .............cooeeel perihal
permohonan perubahan Fasilitas Impor Mesin, dan memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan
Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan
dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor .......... tanggal ..................
sebagaimana telah diubah dengan Nomor  .......... tanggal

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................... Tanggal ..........
perihal ........... ;

e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ...................
Tanggal .......... perihal ........... ;
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dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor......... tanggal........ untuk pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas perubahan/penggantian mesin, dengan alasan sebagai

berikut:

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN X-E

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Penambahan Fasilitas Impor Mesin

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta,

: Penolakan atas permohonan

penambahan fasilitas impor mesin

Kepada Yth.
Direksi PT. ......cceeenieennee.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ......................
perihal permohonan penambahan Fasilitas Impor Mesin, dan
memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor  .......... tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Izin Prinsip
Perubahan Penanaman Modal Nomor — .......... tanggal

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................... Tanggal
.......... perihal ...........

e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ...................
Tanggal .......... perihal ...........
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dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas
pembebasan bea masuk atas penambahan mesin, dengan alasan
sebagai berikut:

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XI-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan Mesin/Barang dan
Bahan

PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU
PENGIMPORAN MESIN/BARANG DAN BAHAN*

I.  KETERANGAN PEMOHON

1.Nama Perusahaan L e
2.Bidang Usaha L e e e e a et anas
3. Lokasi Proyek L e e et a e aaas
4. Alamat Lengkap TN
- Nomor Telepon PO TTN
- Faksimile PPN
- E-Mail PSP

5.Izin Prinsip Penanaman Modal
dan Perubahannya yang dimohon

(nomor dan tanggal) L e
6. Izin Usaha .....c..cceeevviiiinneenns ok L e e et
7. Keputusan Menteri Keuangan T e e e e e eaaes

(nomor dan tanggal)
8.Nilai rencana dan realisasi impor mesin : Rencana :.........ccccoeeevvinnnnnn.

Realisasi  :..ccoovviviiiiiiinninnnnn,

II. PERPANJANGAN WAKTU PENGIMPORAN

Usulan waktu pengimporan s/d L e e e re e e

Alasan permohonan perpanjangan waktu

pengimporan L e a s
*) pilih salah satu

**) khusus untuk perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan
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PERNYATAAN :

Bahwa saya, nama : ......c.ccoceeeveienennannn. , dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT ...........ccccoevenvinnnen. dengan ini menyatakan :
1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari

menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan
hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan
termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,

ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan saya

menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum

atas :

a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

..................... Jeeesseeetsesieesttesierrtagetrsttaennns

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-

Nama .Je'as. Tanda Tangan,
Jahatan, Cap Perusahaan

Thie kb perezedbiainn warge BERLI Liecluadisr T koo Tonloessin, prearcarclialiargzanaan
permabate wang didalsmara ceresnntin: PEELRYATAAN hartus dilelnclese oleh sclunch

ditlen paernppag s buare, i o e K s prama pern et sabham ampes bk soliitoed.

Uniek perusaboan venw ToLALL Derbiolonn bublooro eleaesio, peavoaclalormscmon

pormobanan vy Cidalamurre teoopatim PERVYATAAL hanas  didaloalas oleh

1|'iTHI-\.3'-'iIII'II'iTrII:fiT'i-IT' IIHTI.INFJI‘IJI.::II'I. |..|TI|I.I|-\. I((:ﬂ“”!ﬁ'i :\-i-IT'}:!' NIITIHI-H II:I‘ HSLI2 lliITI 11‘:"|I.::I'ilh:
peoandatanganan dapat dilakulan olech Faravwsao perosahaan - ogat lewel diliemeah

Jitkeal o clitesdom pimponiac pecdselEsn. cilengekoga deagean;

. Bwar dari dirckeifpimpinan polasaiasn raae mcnyataloan penjolasad tentang
kiJIIIIiHi i |il|i1|-\. rrli‘.'lll]rl}"kil'iirl ..IiI_PII- |5Er|—ekh-i.-‘|ri||||ri||:1r1 |IHI'IJh-'-!|‘Ii-!i1rI .Jrl1|.]|':
mehandatsiweni acrmohonan dan balvwes dicclewi) pimpinan perasahasn
T gl ahid serla tnerrvelug i peeTnobienian yarg disorngaoilan:

b, Zurse Porintaly Toesees dord ditekesi; pimpinen aerusadiaz;

i Hekaman  idencivas  di? dicekeifpimpinan  pemasahasn denssn noeoanjuldean
aglingmey

;‘].Ii:lw eremmE cunma thbwklilan dengam mbasmen ddenies in clam s

penganskatan tereklyr scbagai karyawesuy dongan memanpakdean eslicys
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LAMPIRAN :

a.
b.

rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang masih berlaku;

rekaman Keputusan Menteri Keuangan atas pemberian fasilitas pembebasan
bea masuk atas impor mesin/barang dan bahan yang dimiliki;

rekapitulasi realisasi impor mesin/barang dan bahan;

permohonan yang disertai penjelasan/alasan pengajuan perpanjangan
ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;

untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung
dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai
cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Peraturan ini.

rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir
sebanyak 2 (dua) copy.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU
PENGIMPORAN MESIN/BARANG DAN BAHAN

No Formulir Isian Keterangan

1 Nama Perusahaan Diisi dengan Nama perusahaan yang mengajukan
permohonan perpanjangan waktu pengimporan
mesin/barang dan bahan.

2 Bidang Usaha Diisi sesuai bidang wusaha perusahaan yang
mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan mesin/barang dan bahan.

3 Lokasi Proyek Diisi dengan lokasi proyek perusahaan yang
mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan mesin/barang dan bahan.

4 | Alamat Lengkap Diisi dengan alamat perusahaan yang
mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan mesin/barang dan bahan.

5 | Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang
mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan mesin/barang dan bahan.

[§) Faksimile Diisi dengan nomor faksimile perusahaan yang
mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan mesin/barang dan bahan.

7 E-mail Diisi dengan alamat e-mail perusahaan yang
mengajukan permohonan perpanjangan waktu
pengimporan mesin,/ barang dan bahan.

8 Izin Prinsip Penanaman Diisi dengan nomor dan Izin Prinsip yang dimiliki
Modal dan Perubahannya oleh perusahaan dan yang masih berlaku pada
yang dimohon (nomor dan | saat pengajuan permohonan perpanjangan waktu
tanggal) pengimporan mesin/ barang dan bahan.

9 Izin Usaha Diisi dengan nomor dan tanggal Izin Usaha yang
akan dimintakan perpanjangan waktu
pengimporan barang dan bahan.

10 | Keputusan Menteri Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keuangan (nomor dan tentang pemberian Fasilitas pembebasan bea
tanggal) masuk atas Mesin/Barang dan Bahan yang

dimohonkan perpanjangan waktu
pengimporannya.

11 | Nilai Rencana dan realisasi | Diisi dengan nilai impor mesin/ barang dan
impor mesin bahan yang telah disetujui sebagaiamana

tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.
Nilai total realisasi impor pada saat pengajuan
permohonan perpanjangan waktu pengimporan
mesin/barang dan bahan.

12 | Usulan Waktu Diisi dengan usulan lamanya perpanjangan waktu
Pengimporan pengimporan mesin/peralatan.

13 | Alasan Permohonan Diisi sesuai alasan yang  bersangkutan
Perpanjangan Waktu mengajukan permohonan perpanjangan waktu
Pengimporan pengimporan mesin/ barang dan bahan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

2013, No.584
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LAMPIRAN XI-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan

Mesin

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : civiiviiiiiiie,
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ......... DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

Membaca

Menimbang

Mengingat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Surat PT. ............ Nomor ............. tanggal ........ perihal ......... ;

bahwa mesin yang telah diberikan fasilitas pembebasan
bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
J\\[0] 2370 SN tanggal ..... belum selesai
direalisasikan impornya, dengan alasan ...................... ;

bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176 /PMK.011/2009 tentang sebagaimana telah diubah
dengan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu
diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas fasilitas
pembebasan bea masuk mesin;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17
Tahun 2006;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76 /PMK.011/2012;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Perindustrian = Nomor 106 /M-
IND/PER/10/2012;
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5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

Memperhatikan : 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor

................ tanggal .......coceveniienn
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal

............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/
Pengembangan (perluasan) PT. dalam
rangka PMDN/PMA¥;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...................
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. DALAM

RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/
PENANAMAN MODAL ASING*.

PERTAMA : Atas sisa mesin yang Dbelum direalisasi impornya
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor.......c....... tanggal ...l diberikan fasilitas

pembebasan bea masuk.

KEDUA ;. Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
dan atas sisa mesin yang belum direalisasi impornya
diperpanjang sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas sesuai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......... tanggal .......
sampai dengan tanggal ................ (dalam huruf).
KETIGA . Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah

ditetapkan sebelumnya selama tidak bertentangan dengan
Keputusan ini, baik berkaitan dengan persetujuan prinsip
maupun ketetapan fasilitas tetap berlaku sebagaimana
adanya.

*)pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
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SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

®NO DR WN

. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal ............... ;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
Kepala PDPPM/PDKPM............ Provinsi .....cc..coeeeneee. ;

Kepala KPPBC......ccoooviiiiiiiiiiieenns ;

Direksi PT. .coooviiiiiieiieiieennns

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XI-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Waktu Pengimporan
Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : oo,
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR....... TANGGAL ........ ATAS NAMA PT. ........... DALAM RANGKA

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT............ Nomor .............. tanggal ......... perihal ........... ;
Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang telah diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor .................... tanggal ..... belum selesai

direalisasikan impornya, dengan alasan ...................... ;

2. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan
atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang
perlu diberikan perpanjangan waktu pengimporan atas
fasilitas pembebasan bea masuk barang dan bahan;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

*) pilih salah satu

372

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-

IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang Dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106 /M-
IND/PER/10/2012;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
................ tanggal .......ccooeviiiinl

2. Izin Usaha ................ ** NOmor .............. tanggal............. ;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal

............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk
Pembangunan/ Pengembangan (perluasan) PT. .................
dalam rangka PMDN/PMA¥*;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ..................
TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ... DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*.

Atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor............... tanggal ...l diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk.

Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan
atas sisa barang dan bahan yang belum direalisasi impornya
diperpanjang sejak berakhirnya masa berlaku fasilitas sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ......... tanggal .......
sampai dengan tanggal ................ (dalam huruf).

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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KETIGA :  Semua hak dan kewajiban bagi investor yang telah ditetapkan

sebelumnya selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini,
baik berkaitan dengan persetujuan prinsip maupun ketetapan
fasilitas tetap berlaku sebagaimana adanya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

PNOG R WD

Menteri Keuangan;
Direktur Jenderal Pajak;
Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal ............... ;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
Kepala PDPPM/PDKPM............ Provinsi ...c..cccccoveeniee ;

Kepala KPPBC.....cccoooiviiiiiiiieiieenns ;

Direksi PT. cooooviiiiiiieiiiiieennes

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XI-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan

Mesin

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta,

: Penolakan atas permohonan
perpanjangan waktu pengimporan
mesin
Kepada Yth.

Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ......................
perihal permohonan perpanjangan waktu pengimporan mesin,
dan memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor  .......... tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor ..........
tanggal .......ccoeeuvees ;

d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................... Tanggal
.......... perihal ...........;

e. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ...................
Tanggal .......... perihal ........... ;
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dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor........ tanggal....... untuk perpanjangan masa
berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
mesin, dengan alasan sebagai berikut:

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584

376

LAMPIRAN XI-E

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN
MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Waktu Pengimporan
Barang dan Bahan

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Jakarta,

: Penolakan atas permohonan

perpanjangan waktu pengimporan
barang dan bahan

Kepada Yth
Direksi PT.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima

Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ......................
perihal perpanjangan waktu pengimporan barang dan bahan, dan
memperhatikan:

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor  .......... tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor ..........
tanggal ...........c...ee. ;

d. Izin Usaha........... * Nomor .............. tanggal ......cooviiiiininnnn. ;

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................... Tanggal
.......... perihal ...........;

f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ...................

Tanggal .......... perihal ........... ;

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor........ tanggal....... untuk perpanjangan masa
berlaku pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
barang dan bahan, dengan alasan sebagai berikut:

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XII-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor

Lampiran :

Perihal : Permohonan fasilitas atas
impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Izin Usaha ........... * Nomor ......ccoeeeeeens
tanggal ................ , bersama ini kami :
Nama Pemohon @ ... e
Bidang Usaha 1 .o
Alamat O SO P PP PPTO PRIt
- Telepon T et ettt et e rerereeteterereteteetteete et et aaaeraattatarattaraaanas
- FakSImile 1o e
- E-Mail PSP UPP PO PPTO PPNt

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas barang dan
bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri
jasa dengan perkiraan harga C&F/CIF USS$. ................... (dalam huruf)
untuk kebutuhan 2 (dua)/ 4 (empat)** tahun.

Daftar Barang dan Bahan terlampir kami susun berdasarkan
kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal
yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan
................ e, dan

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
**) pilih salah satu
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Permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang
berhak di atas meterai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat
dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir
maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-
Nama. Jelas, Tanda Tangan,
Jahatan. Cap Perssahaan

I. Unrek peresabann vaog BILUW berbsadoaa hukam [ndanesin,  peoacdatanganan
peer bk ving chedalernmn lercamiure PERRY A AAN Fumnes hilalo. kot oleh sedorh
ralan e mceang fabat, AU alch KNeada para pemcgang asham tanpa halk soltifosi.

2. UVniek peruswhuon song ToLALL berbedenn hulem bdeoesdi,  poumdaluogsmon
pormobetan vy Cidalamirrs teoeantm PERVYATAAN hams didaloolas olch
slirelsd pitopdnor, penwesiticws, Vool keaxlist vonp somgad kb wsos o lecbaas,
pecandatanmanan dapat diiadaokan oleh lvammaeso perogahaan - gata level dilieeah
Jetealur cliredidi Fpimyainasca paeriiselweom. CilenEkags dieean:

A Burar dari dircksifpimploan pomsansan ¥Eng menyaralkan ponjrlasan tontang
kotilism oty bl mesnurgekivan Sogn drebaagpatnpanam prrosabaam nriul
mehandatsiwani acrmohonan dan balwes diccksi) pimpinann perasahasn
o1l ibil e i nerrvest ) o P Toelen1in verg Aisoropsileo:

L. Zwwar Porintal Tugas dari diveled! pimprinen oerasalasi;

o Hekaman  idencives  di? dicelkeispimpinen peoasaheamn denman wceanjuldean
Aasling

Jd, Doy penerma auisa diboboiban deogan elaora identices din com saral
penoanatatan teraklyr sebagai kaoyawan doigan memanpaklean aslicys
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LAMPIRAN :

a. Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi

penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/instansi
penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;

b. Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk

atas impor mesin yang dimiliki;

c. Daftar Barang dan Bahan serta softcopy-nya berdasarkan

investor module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi
teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per
pelabuhan tempat pemasukan;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (PPKP) atau tanda terima pengajuan
sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
f. rekaman Angka Pengenal Impor (API-P);

g. rekomendasi kementerian teknis terkait dan Laporan Capaian

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) + 30% dari surveyor
independen;

h. kalkulasi kapasitas mesin terpasang/produksi dan kalkulasi

penggunaan barang dan bahan berdasarkan kapasitas mesin
yang telah diberikan persetujuan fasilitas keringanan/
pembebasan bea masuk;

i. laporan realisasi impor mesin dengan menyampaikan bukti-

bukti berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang
mencantumkan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk atas
impor mesin dan telah diberikan persetujuan pengeluaran
barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau
Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian Tentang Tingkat
Komponen Dalam Negeri;

j. data teknis atau brosur barang dan bahan;

k.rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode

terakhir 2 (dua) copy;

1. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi

perusahaan;

m.untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara

langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri
surat kuasa asli bermetrai cukup, sebagaimana diatur dalam
Pasal 103 Peraturan ini.
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DAFTAR BARANG DAN BAHAN
(dengan sistem investor modul BKPM)
NAMA PERUSAHAAN & cooveeeoeeeeeee e (PMDN /PMA)*
NOMOR PERUSAHAAN @ .o
TOTAL
JENIS | SPESIFIKASI NEGARA PERKIRAAN
NO BARANG TEKNIS HS CODE MUAT JUMLAH | SATUAN HARGA

C&F/CIF (US$)

A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ....

B. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ....

*) pilih salah satu

Nama Terang, Tanda Tangan,

Jabatan, Cap Perusahaan


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN

382

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

BAHAN

No Formulir Isian Keterangan
1 |Izin Usaha Diisi dengan Izin Usaha yang dimiliki sebagai
dasar pemberian fasilitas barang dan bahan
untuk kebutuhan bahan baku.
2 | Nama Pemohon Diisi dengan nama perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
3 | Alamat Diisi sesuai alamat perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
4 | Telepon Diisi dengan nomor telepon perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
5 | Faksimile Diisi dengan nomor faksimili perusahaan
yang mengajukan permohonan fasilitas.
6 | E-Mail Diisi dengan alamat e-mail Perusahaan yang
mengajukan permohonan fasilitas.
7 | Kebutuhan Bahan Baku | Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam
2 (dua) / 4 (empat) tahun | Keputusan Menteri Keuangan atas impor
mesin.
8 | Pelabuhan Tempat Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat
Pemasukan pemasukan barang dan bahan.
9 | Daftar Barang dan
Bahan
- Nomor Diisi dengan nomor urut barang dan bahan

vang dimohon fasilitas berdasarkan masing-
masing pelabuhan tempat pemasukan.

- Jenis Barang

Diisi dengan nama barang dan bahan yang
dimohon fasilitas.

- Spesifikasi Teknis

Diisi spesifikasi teknis barang dan bahan
yang dimohon fasilitas.

- HS Code

Diisi dengan nomor HS Code barang dan
bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan
BTBMI.

- Negara Asal

Diisi sesuai dengan negara asal dibuatnya
barang dan bahan yang dimohon fasilitas.

- Jumlah Diisi sesuai jumlah barang dan bahan yang
dimohon fasilitas.
- Satuan Diisi sesuai satuan jumlah barang dan

bahan yang dimohon fasilitas.

- Total Perkiraan Harga
C&F/CIF (US$)

Diisi sesuai total perkiraan harga barang dan
bahan yang dimohon fasilitas termasuk biaya
pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN

NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : .o,

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR ATAS

Membaca

Menimbang

Mengingat

bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka

bahwa permohonan PT. ... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176 /PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu diberikan
fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan
bahan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17
Tahun 2006;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76 /PMK.011/2012;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan  Menteri  Perindustrian =~ Nomor 106 /M-
IND/PER/10/2012;
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

384

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
................ tanggal .........coevennennl

2. Izin Usaha ......... * Nomor............... tanggal ............... ;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal

............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Mesin untuk Pembangunan/
Pengembangan (Perluasan) PT. ...................... dalam rangka
PMDN /PMA**;

4. Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ............
tanggal .......... R

5. Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dari surveyor independen Nomor .......... tanggal ..........

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS BARANG DAN BAHAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN (PERLUASAN) INDUSTRI
YANG DIIMPOR ATAS NAMA PT. .....ocevvinninnnn.

Terhadap barang dan bahan dengan perkiraan harga C&F/CIF
USS. e (dalam huruf) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini, yang diimpor oleh PT. ........................
(PMDN/PMA)** yang bergerak dalam bidang usaha ................. ,
NPWP i, , Alamat: ............... , lokasi proyek di
................. , diberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk
kebutuhan 2 (dua)/4 (empat)** tahun produksi.

Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan kemudian
pada saat pengimporan sebagaimana tercantum dalam
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
perkiraan harga C&F/CIF USS$. .......coevvvvnnn. (dalam huruf).

Atas pengimporan barang dan bahan yang diberikan fasilitas,
perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah realisasi impor dengan menggunakan
formulir sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012.
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Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM), dengan periode pelaporan:

a. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal
5 Juli tahun yang bersangkutan,

b. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal
5 Januari tahun berikutnya,

kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaan impor perusahaan diwajibkan mengikuti
ketentuan yang berlaku di bidang impor.

Menunjuk Pelabuhan/Bandara  ..................... sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian
formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam
diktum PERTAMA Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku selama 2 (dua)/4 (empat)** tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan ini
tidak dipenuhi atau terdapat penyalahgunaan barang dan bahan
tersebut, maka pemberian fasilitas dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi, sedangkan terhadap barang dan bahan yang
disalahgunakan tersebut dipungut bea masuk dan pungutan lain
yang terhutang.

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis

**) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

®©NOY RN

. Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukal

Direktur Jenderal ...............

Deputi Bidang Pengendahan Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
Kepala PDPPM /PDKPM............ Prov1ns1 ................... ;

Kepala KPPBC
Direksi PT. ..

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XII-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas
Pemasukan Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan pemberian fasilitas
pembebasan bea masuk atas
pemasukan barang dan bahan

Kepada Yth.
Direksi PT.........c..ee...

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima
Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal ......................
perihal permohonan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
atas pemasukan barang dan bahan, dan memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor  .......... tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor ..........
tanggal .........ccoee.eeel ;

d. Izin Usaha........... * NOomor ......evvenees tanggal .....coovivivininineiinns ;

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................... Tanggal
.......... perihal ...........;

f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor
Tanggal .......... perihal ........... ;

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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dengan ini kami menolak pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk atas pemasukan barang dan bahan, dengan alasan
sebagai berikut:

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan :
1. Menteri Keuangan;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XIII-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Perubahan Fasilitas atas Impor Barang dan Bahan

Nomor
Lampiran:
Perihal

Permohonan perubahan fasilitas
atas impor barang dan bahan

Kepada Yth :
Kepala BKPM

Dengan telah diperolehnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
............. tanggal...................... atas impor barang dan bahan, bersama
ini kami :

Nama PemonOn & ..o e s
Bidang Usaha .o e
Alamat N
- Telepon L e et e e ettt aaaas
- Faksimile L e e eee et e ereenereereeteerereae e iaerene e,
- E-mail N

mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas atas
perubahan impor barang dan bahan dalam rangka
pembangunan/pengembangan industri mengingat ..............cocoon.
(penjelasan alasan melakukan perubahan) dengan perkiraan harga
C&F/CIF USS$. ..ovvvvvevrenrnnns (dalam huruf).

Daftar barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan
kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman
modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan tempat pemasukan
..................... s e dan

Bahwa saya, dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur/Direktur
Utama/Direktur* atas nama PT........... menyatakan :

1. Apabila proyek ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif
terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, kami bersedia
menanggung segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

*) pilih salah satu
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2. Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,
ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup dan
sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk
dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan
kemudian.

3. Memahami, menyetujui dan menyatakan untuk menjamin dan
bertanggungjawab atas :
a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan
dengan dokumen aslinya, dan
c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam
permohonan.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

Pemohon
Meterai Rp. 6.000,-

Nama Jelas, Tanda Tangan,
Jabsrtan, Cap Perusahsen

Proandalayrinan  permvheoen vang  didsdamives leresinoom PERMNYATAAY harag

1|'i|i||':|l I-\.FI"I IIIE‘:I"I II'.'I'I‘.I':ﬁ'i_ullT:fiTrlT:fiT'lilT'l '.'IH'I'I.IE"-:II'IJ'JI:'I'I. [..rT'III.JI': I-\.'::fl'llil'ih'i WilTIE HIIT'I_}-:-:I. I\.I"II.JHLIH ':J-:JTI

worharas, ponstdatanganag dapat dilaloksn oleh lkarrsoran pomzshasn - s8oa el

alibiawaby paluatam e ke Sparnparing peerusibiian, ileeglopa dengim:

A0 Huswd dari eicedos S pimyaise prrussliaen venge menvalekon aenjslicsn len e kondis
witry ek rmeriarghaneir Bagai lieeked 7 peinprinam peecusaliaan wer ule ecensanlatangand
P moeluerianl ozan belyvww divekiidpimpanzen avrusslsen noeaeclobo seria mozeclogul
rear nicebieraarn wire clisamprikes:

by S Vesintah Uagaes dord dive s/ pimpicarn perasahivu;

O Beksamsn identilses did divcksperopinem perasalzsen denssa meatwngg ukokesan asling g

. Bagi peocrima kmaesa dibulktiksn dengsa reksncan identitas  did dan surat
et kil aamn terilohir sebigin Laryiwan engam rnenunulidom ashinya,
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LAMPIRAN :

a.

Izin Usaha yang diterbitkan oleh PTSP-BKPM, PDPPM/instansi
penyelenggara PTSP di provinsi, atau PDKPM/ instansi
penyelenggara PTSP di kabupaten/kota;

. Keputusan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Pembebasan Bea

Masuk Impor Barang dan Bahan;

. Daftar Barang dan Bahan yang diubah/diganti dan daftar

barang dan bahan pengganti serta softcopy-nya berdasarkan
investor module BKPM yang meliputi jenis, HS Code, spesifikasi
teknis, negara asal, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per
pelabuhan tempat pemasukan;

.rekapitulasi realisasi impor barang dan bahan dengan

menyampaikan bukti-bukti berupa Pemberitahuan Impor
Barang (PIB) yang telah diberikan persetujuan pengeluaran
barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

. penjelasan alasan perubahan/penggantian Fasilitas Bea Masuk

Atas Impor Barang dan Bahan;

rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode
terakhir 2 (dua) copy;

. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi

perusahaan;

.untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara

langsung dilakukan oleh direksi perusahaan, harus dilampiri
surat kuasa asli bermeterai cukup, sebagaimana diatur dalam
Pasal 103 Peraturan ini.
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DAFTAR PERUBAHAN BARANG DAN BAHAN
(dengan sitem investor modul)

NAMA PERUSAHAAN T e (PMDN/PMA)*
NOMOR PERUSAHAAN H N
SEMULA
TOTAL
PERKIRAAN
JENIS | SPESIFIKASI NEGARA
BARANG TEKNIS HS CODE MUAT JUMLAH | SATUAN HARGA
C&F/CIF
(US$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ...........
MENJADI
TOTAL
PERKIRAAN
JENIS | SPESIFIKASI NEGARA
BARANG TEKNIS HS CODE MUAT JUMLAH | SATUAN HARGA
C&F/CIF
(US$)
A. Pelabuhan/Bandara Pemasukan ...........

*) pilih salah satu

Nama Terang, Tanda Tangan,
Jabatan, Cap Perusahaan
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN PERUBAHAN /PENGGANTIAN PERSETUJUAN
FASILITAS ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

No Formulir Isian Keterangan

1 Keputusan Menteri Diisi dengan Keputusan Menteri Keuangan
Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor

barang dan bajan yang telah disetujui.

2 Nama Pemohon Diisi sesuai nama perusahaan yang

mengajukan permohonan fasilitas.

3 | Alamat Diisi dengan alamat perusahaan yang

mengajukan permohonan fasilitas.

4 | Telepon Diisi dengan nomor Telepon Perusahaan yang

mengajukan permohonan fasilitas.

5 | Faksimile Diisi dengan nomor Faksimile Perusahaan

yvang mengajukan permohonan fasilitas.

6 | E-Mail Diisi dengan alamat e-mail Perusahaan yang

mengajukan permohonan fasilitas.

7 | Alasan Permohonan Diisi dengan alasan yang bersangkutan
Perubahan Fasilitas mengajukan permohonan fasilitas perubahan
Barang dan Bahan barang dan bahan.

8 | Pelabuhan Tempat Diisi sesuai dengan pelabuhan tempat
Pemasukan pemasukan barang dan bahan.

9 [ Daftar Barang dan Bahan

- Nomor

Diisi dengan nomor urut barang dan bahan
yvang dimohon fasilitas berdasarkan masing-
masing pelabuhan tempat pemasukan.

- Jenis Barang

Diisi dengan nama barang dan bahan yang
dimohon fasilitas

- Spesifikasi Teknis

Diisi dengan spesifikasi Teknis barang dan
bahan yang dimohon fasilitas.

- HS Code

Diisi dengan nomor HS Code barang dan
bahan yang dimohon fasilitas berdasarkan
BTBMI.

- Negara Asal

Diisi sesuai dengan negara asal dibuatnya
barang dan bahan yang dimohon fasilitas.

- Jumlah Diisi dengan jumlah barang dan bahan yang
dimohon fasilitas.
- Satuan Diisi dengan satuan jumlah barang dan

bahan yang dimohon fasilitas.

- Total Perkiraan Harga
C&F /CIF (US$)

Diisi dengan total perkiraan harga barang
dan bahan yang dimohon fasilitas termasuk
biaya pengiriman dan asuransi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XIII-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Fasilitas atas Impor
Barang dan Bahan

KOP SURAT BKPM RI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : oo
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ........ TANGGAL .....
ATAS NAMA PT. .........oeees DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL ASING*
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat PT. .............. Nomor .......... tanggal ......... perihal ............ ;

Menimbang : 1. bahwa barang dan bahan yang dimintakan fasilitas
pembebasan bea masuk akan digunakan dalam rangka

2. bahwa permohonan PT. ............... telah memenuhi
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176 /PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas
Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan
Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012, maka dipandang perlu
diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor
barang dan bahan dalam rangka....... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009
tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta
Barang dan Bahan  Untuk Pembangunan  atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
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Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

*) pilih salah satu

394

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-
IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan
Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan atau
Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 106 /M-
IND/PER/10/2012;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor S tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor............. tanggal
.................. sebagaimana telah diubah dengan Nomor
................ tanggal ........ccc.eeneenllj

Izin Usaha ........... ** NOMOT.....ceuvvennennen. tanggal ................ ;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ tanggal

............ tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea
Masuk atas Pemasukan Barang dan Bahan untuk
Pembangunan/ Pengembangan (Perluasan) PT.
...................... dalam rangka PMDN/PMA*;

Rekomendasi teknis dari instansi terkait Nomor ............
tanggal .......... ;

Laporan Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
dari surveyor independen Nomor .......... tanggal ..........

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .............

TANGGAL ..... ATAS NAMA PT. ....ooiiieninnen. DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/PENANAMAN MODAL
ASING*

Terhadap barang dan bahan yang diubah/diganti dengan
perkiraan harga C&F/CIF US$. .......cccoeen..... (dalam huruf)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
dikeluarkan dari daftar lampiran Keputusan Menteri
Keuangan Nomor ......... tanggal ........coeeuvnnen.

**) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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KEDUA :  Terhadap barang dan bahan pengganti dengan perkiraan
harga C&F/CIF USS. .....ceeeennn.... (dalam huruf) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk.

KETIGA :  Apabila barang dan bahan yang diubah/diganti tersebut
ternyata masih diimpor dan/atau apabila mesin penggantinya
ternyata telah di impor dengan membayar bea masuk dan
pungutan-pungutan lainnya, maka ketentuan pemberian
fasilitas pembebasan bea masuk tidak berlaku lagi dan
dinyatakan batal.

KEEMPAT :  Harga barang dan bahan dimaksud akan ditetapkan
kemudian pada saat pengimporan sebagaimana tercantum
dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan telah diberikan
persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan
perkiraan harga C&F/CIF USS$. .....ccccoeeennn.. (dalam huruf),
sehingga dengan adanya perubahan/penggantian mesin
tersebut nilai impor yang disetujui seluruhnya berubah
dengan perkiraan harga C&F/CIF menjadi USS$. ........cccee..... -
USS. e + USS. e, = US$. e,
(dalam huruf).

KELIMA :  Menunjuk  Pelabuhan/Bandara  ..................... sebagai
pelabuhan/bandara tempat pemasukan untuk penyelesaian
formalitas pabean atas barang dan bahan dimaksud dalam
Diktum KEDUA Keputusan ini.

KEENAM :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal ......... (dalam huruf).

KETUJUH :  Ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............. tanggal

........................ sepanjang tidak bertentangan dengan
Keputusan ini tetap berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ..............

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA,
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SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

PNONEWN L~

Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal ............... ;

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
Kepala PDPPM/PDKPM............ Provinsi .......cccoeeennee. ;

Kepala KPPBC.....ccovvviiiiiiiiiieeieene ;

Direksi PT. ...ooiiiiiiiieane,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XIII-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan atas Permohonan Perubahan Fasilitas Impor Barang dan
Bahan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran
Perihal : Penolakan permohonan perubahan
fasilitas impor barang dan bahan

Kepada Yth.
Direksi PT. .....ccceeeiiennee.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Badan

Koordinasi Penanaman Modal tanggal ..........c..coeeee.e. perihal
permohonan perubahan fasilitas impor barang dan bahan, dan
memperhatikan:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan
Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;

b. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman  Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan
dan Nonperizinan Penanaman Modal;

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor .......... tanggal ..........c......L
sebagaimana telah diubah dengan Nomor  .......... tanggal

d. Izin Usaha........... * Nomor .............. tanggal ........ocoeiiiiiiiini. ;

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ................... Tanggal ..........
perihal ........... ;

f. Rekomendasi kementerian teknis terkait Nomor ...................
Tanggal .......... perihal ........... ;

*) disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing kementerian teknis
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dengan ini kami menolak perubahan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor.....tanggal.....untuk pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
atas perubahan/penggantian barang dan bahan, dengan alasan
sebagai berikut:

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan :
1. Menteri Keuangan;

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XIV-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan

PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
52 TAHUN 2011 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 144 /PMK.011/2012

L. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama perusahaan T e
2. Bidang usaha N
3. Nomor, tanggal Persetujuan/

Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya @ ...oooiiiiiiiiiiiiii e
4. Instansi yang mengeluarkan PPN
5. NPWP PP PPN
6. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian

dan Perubahannya Pt
7. Nomor dan Tanggal pengesahan

Badan Hukum PP PP TPUPPN
8. Alamat Kantor Pusat PPN

II. RENCANA PENANAMAN MODAL

No | Bidang Usaha | KBLI Cakupan Produk Daerah/lokasi
1. Estimasi Mulai berproduksi D e aaas
(bulan/tahun):
2. Investasi proyek (Rp/US$)* L e e
3. Modal perseroan (Rp/US$)* L ———
a. Modal Dasar S PP
b. Modal Ditempatkan D e e
c. Modal Disetor D ettt et et e e e eai s
4. Tenaga Kerja Indonesia D e orang

*) pilih salah satu


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.584 400

1I. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ......cccoevviiinieninnnn. , dalam kapasitas saya sebagai
Pimpinan Perusahaan PT ............c.coiiiiis dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan
hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan
termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.

2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,
ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya
menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara
hukum atas :

a. keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan
dengan dokumen aslinya, dan

c. keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

..................... Seestssesstesttsatsssasseergettettttsanns

Pemohon

Meterai Rp. 6.000,-
Mama Telas, Tands Tangan
Jalwmtan, San Perusahaan

1 Unieh perosalsem cang 1ALLW bevlsebas b koo rolomesia, peacaclilarggmem
prrmabanen vang didalsmava ceresntin: PHEEYATAAN hatus dilalnclesn oleh sclunch

1.i||'::ﬂ'| IJIE“'I'TIHJ_J_.:]"IE_!' NI-II‘L-:ITT'.. srlaa or B KL s IJI-ITI-I IM‘.‘TTIHH“'JTIS sl |i-IT1IIFJ I‘IIIII\. .“'I.IIH.'HI.J!"'E.

20 Unck perasshean ssoyy ToALALL berbeden hokem buwdeoesda, ponmmdalsiyrsnan
peeimohnoan vang  cidalammra foreanmom PERNVYATAAN  hams  ddakulkan oleh
dirckxi; pimpir s peoassahasa. Lnluk keozedizg vocpe gonssl kbEwaoes o BecbDaoos,
rarianlibiaratnan bl dGalookan olele hiriwor peusalioeam - sl level diliseah
jabata: cdireksi, pimpiisea perigalEan. Cilcnpkapi doengan:

d. sucant ¢lari dimelmsi Spimpiono pmsahacn vane menvatalon penjelasan tentang
Lomlic vary  Dlek meomnglkican oage coelesi/pioopdosn peocsldiieon ailul
meoandatangani acrmnhonan Jan Balmwea diccksif pimpinan peragsahaan
maraclabul wr e meaveelu] i s medwa1an v dissmpaikenl;

L. Twrar Porinah Tugas dard diveksiy pimpinan sersabasn;

. Rrltaman  identitas dicl dircksif plnpinan peomsahaan deneao ozconnjuldean
agehmiyisg

o Lhegd penerime aueesn dibuklikser denpmnn neksensnin o identilss did ean sural
penganglatan wrakhil ssbagai Waryaarao Jengan menunuklan aslicgg-.
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LAMPIRAN :

a. rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan
HAM serta akta perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan
perubahannya;

b. rekaman NPWP;

c. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal tentang kegiatan usaha atau bentuk
perizinan sejenis lainnya dari instansi yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

d. Uraian dan komponen nilai investasi;

e. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan.

f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak
dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;

g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur
dalam Pasal 103 Peraturan ini.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
FORMULIR PERMOHONAN USULAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Modal

No Formulir Isian Keterangan

1 | Nama Perusahaan Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak
penghasilan.

2 | Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha perusahaan dalam Izin
Prinsip.

3 | Nomor, tanggal Diisi dengan nomor, tanggal persetujuan/Izin
persetujuan/Izin Prinsip/Izin lainnya yang dimiliki perusahaan
Prinsip/Izin Sejenis yvang mengajukan permohonan fasilitas usulan
lainnya pengurangan pajak penghasilan.

4 |Instansi Yang Diisi dengan Instansi yang menerbitkan Izin
Mengeluarkan Prinsip/Izin lainnya yang dimiliki perusahaan

yvang mengajukan permohonan fasilitas usulan
pengurangan pajak penghasilan.

5 | NPWP Diisi sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak
perusahaan yang mengajukan permohonan
fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

6 | Nomor dan Tanggal Akte [ Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian
Pendirian dan dan Perubahan perusahaan yang mengajukan
Perubahannya permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak

penghasilan.

7 | Nomor dan Tanggal Diisi dengan nomor dan tanggal pengesahan
Pengesahan Badan Badan Hukum perusahaan yang mengajukan
Hukum permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak

penghasilan.

8 | Alamat Kantor Pusat Diisi sesuai alamat kantor pusat perusahaan
vang mengajukan permohonan fasilitas usulan
pengurangan pajak penghasilan.

9 | Rencana Penanaman

- Nomor

Diisi dengan
perusahaan

nomor urut bidang usaha

yang tercantum dalam Izin
Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang
mengajukan  permohonan  fasilitas  usulan
pengurangan pajak penghasilan.

- Bidang Usaha

Diisi sesuai bidang usaha perusahaan yang
tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya milik
perusahaan yang mengajukan permohonan
fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

- KBLI

Diisi dengan Nomor KBLI bidang usaha
perusahaan yang tercantum dalam Izin
Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang
mengajukan  permohonan  fasilitas usulan
pengurangan pajak penghasilan.

- Cakupan Produk

Diisi sesuai Cakupan produk yang dihasilkan

perusahaan yang tercantum dalam Izin
Prinsip/izin lainnya milik perusahaan yang
mengajukan  permohonan  fasilitas  usulan

pengurangan pajak penghasilan.
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- Daerah/Lokasi Diisi sesuai daerah/lokasi proyek perusahaan
yvang tercantum dalam Izin Prinsip/izin lainnya
milik perusahaan yang mengajukan permohonan
fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan.

10 | Estimasi Mulai Diisi dengan rencana/waktu perkiraan
Berproduksi perusahaan mulai berproduksi.
(bulan/tahun)

11 | Investasi Proyek Diisi sesuai dengan nilai investasi proyek
(Rp./US9) perusahaan yang mengajukan permohonan

fasilitas usulan pengurangan pajak penghasilan
berdasarkan Izin Prinsip/izin lainnya.

12 | Modal Perseroan

- Modal Dasar Diisi sesuai dengan Modal Dasar dalam nilai
investasi perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak
penghasilan  berdasarkan Izin  Prinsip/izin
lainnya.

- Modal Ditempatkan Diisi sesuai dengan Modal Ditempatkan dalam
nilai investasi perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak
penghasilan  berdasarkan Izin  Prinsip/izin
lainnya.

- Modal Disetor Diisi sesuai dengan Modal Disetor dalam nilai
investasi perusahaan yang mengajukan
permohonan fasilitas usulan pengurangan pajak
penghasilan  berdasarkan Izin  Prinsip/izin
lainnya.

13 | Tenaga Kerja Indonesia Diisi dengan Rencana Penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia dalam proyek perusahaan yang
mengajukan  permohonan  fasilitas usulan
pengurangan pajak penghasilan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XIV-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan

KOP SURAT BKPM RI

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Nomor : Jakarta,
Sifat
Lampiran:
Perihal : Usulan pemberian fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2007 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011

Kepada Yang Terhormat
Menteri Keuangan

melalui
Direktur Jenderal Pajak
di
Jakarta
Sehubungan dengan permohonan PT/Koperasi Nomor

................ tanggal ....... perihal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, setelah diadakan penelitian atas permohonan dimaksud maka
dengan ini kami mengusulkan :

1. Nama Perusahaan PP P UPPPTRPIN
2. Bidang Usaha T e
3. KBLI, Cakupan Produk dan

Daerah (Lokasi Usaha/Proyek) T e

No Produk KBLI Keterangan

4. Nomor, Tanggal Persetujuan/

Izin Prinsip/Izin sejenis lainnya L s
NPWP H PPN
Alamat Kantor Pusat L e
Estimasi Produksi/Operasi Komersial :.......ccocoviiiiiiiiiiniinininininenn.,

Nowo
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untuk kiranya dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan:
rekaman kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

2. rekaman Surat Persetujuan/Izin Prinsip untuk penanaman modal
baru atau Surat Persetujuan Perluasan/Izin Prinsip Perluasan
penanaman modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Uraian dan komponen nilai investasi;

4. Akta pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, khusus bagi perusahaan penanaman modal
asing baru.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan
terima kasih.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Perindustrian/Menteri Teknis Terkait *;

2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
3. Kepala Pusat Data dan Informasi, BKPM;

4. Perusahaan yang bersangkutan.

*) pilih salah satu.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XV-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor
FORMULIR
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*
*) pilih salah satu

Nomor T e eeeeteeeeeeeteeeteeeeaeaearaaaae
Tanggal L e et e et et e et rie ettt a et raaans

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) ini diajukan oleh
yang bertandatangan dibawah ini :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan LN
2. NPWP Perusahaan L e,
3. Alamat Kantor Pusat Perusahaan R
~ Provinsi L PP P PP PPN
- Kabupaten/Kota PN
4. Nomor Telepon L et e e aaan
5. Nomor Faksimile PN
6. No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip  : ...ccooovvveiieiiiiiiieieices e
7. No. Akta Pendirian/Perubahan N
Penanaman Modal
8. No. Tanda Daftar Perusahaan D et eteteeteeieeteeteeieeteaaeaaeaaaaas
- Tanggal TDP E O PP PPN
~ Tanggal Akhir TDP Pt
9. No. Surat Ket Domisili Kantor PUSAL  : .......ccoevuieiiiieiiieiiiie e
10. Nama Bank ** L e
~ Nomor Referensi L e reea e et aaaaaa,
~ Tanggal Referensi PPN
**) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
11. No. Izin Usaha PPN
12. Bidang Usaha LN
13. Jenis Bagian barang yang : (Kode Section)......c..oeveveevineinnnnnnn.

dapat diimpor***
**#*) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
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14. Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki

Hubungan Istimewa ****

Tanggal Surat

%) diisi untuk Angka Pengenal Importir Unmum (API-U)

IDENTITAS PENANDATANGAN (DIREKSI & KUASA DIREKSI)

1.

Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)
NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)
No. Paspor (untuk WNA)

. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)
NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)
No. Paspor (untuk WNA)

. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)
NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)
No. Paspor (untuk WNA)

. Nama

Alamat Rumah

Jabatan

No. KTP (untuk WNI)
NPWP (untuk WNI)

No. IMTA (untuk WNA)
No. Paspor (untuk WNA)
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C. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama
Pimpinan Perusahaan PT

1.

dalam kapasitas saya sebagai
dengan ini menyatakan :

Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari
menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup,
Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk
penggantian kerugian kepada masyarakat.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar,

ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya

menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum

atas :

a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,

b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan
dokumen aslinya, dan

c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

Direktur Utama

Meterai Rp. 6.000,-
NI LoTHTIE, HTinl LT,
wHbln, Cap perusabiEEn

Poipandatanganan  pormehonan vane didalsusnya toresuntun PLRNYATAAN lharas
shlalkulaa alel chreksa fpuenpamom perasshaam, Lalule komas vinag sargead khosas
dan torlvatas, pooandatanganan dapar dilalukan oleh Lavawen pesahaan - gam
leewr dilizveah galsalam direl fparnproan pecasabuzom, dileng Lapn cegam:

d.  Swar dari dicex=ifaicpinan pomeshasn rang movratakan ponjelasar ieovang
Loncisl wvimg das mermowgkinmg bayga direkspanainon penasibmun watals
metwcdlatagani permohsoan dan o i diceksi pimpinen peoasahnan
mengctahui serca mernretnod por ool yans dizamprailea;

I, Suren Peraalids Towass it dhimelos S pimpanam prerns b

¢, Reliaman ideoatitas i divelsidpimpinar: pemzalear dengan wcmwjokkan
.::I.‘\'.I'iTI_'p'i-I;

. Bagi pencrima koasza dilultilzan dengen ookacian ideiritas i deo snass
ek teralchis smeboged Lanyirasn demgae roeeomju b dor selinga.
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LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-P

1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan
direksi  terakhir serta  pengesahan/persetujuan/permberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan HAM;

2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor
kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;

Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan/Izin Usaha yang
dimiliki dan masih berlaku;

5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal
(KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara
asing (WNA);

6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia
(WNID);

7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus
atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran
3x4;

8. Penandatangan API-P maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal
1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat
Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-P);

9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan
cap perusahaan;

10. Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas
asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima
kuasa;

Untuk permohonan perubahan API-P ditambah persyaratan :
11. Asli API-P lama.
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LAMPIRAN BAGI PERMOHONAN API-U

Noare

10.

11.

12.

13.

Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan
direksi  terakhir serta  pengesahan/persetujuan/permberitahuan  dari
Kementerian Hukum dan HAM;

Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor
kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;

Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Rekaman Pendaftaran/ Surat Persetujuan yang dimiliki;

Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang dimiliki;

Referensi asli dari bank devisa;

Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal

(KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatangan dokumen impor warga negara
asing (WNA);

Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia
(WNI);

Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus
atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran
3x4;

Untuk yang mengimpor lebih dari 1 (satu) bagian, melampirkan:

a.surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan jenis hubungan
istimewa dan negara asal dengan perusahaan yang berada di luar negeri,
bagian (section);

b.bukti hubungan istimewa (persetujuan kontraktural yang menyatakan
jangka waktu persetujuan, kepemilikan saham, anggaran dasar, perjanjian
keagenan/distributor, perjanjian pinjaman atau perjanjian penyediaan
barang) yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan /Pejabat
Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri; dan/atau

c.surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/
konsuler/perwakilan RI di luar negeri.

Penandatangan API-U maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1
(satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat
Kuasa untuk penandatangan dokumen impor (kartu API-U);

Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan
cap perusahaan;

Surat Kuasa asli bermeterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak
dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukan identitas
asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima
kuasa;

Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan :

14.

Asli API-U lama.
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PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN

PERMOHONAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

No. Aspek Keterangan

1. | Nama Perusahaan Diisi sesuai nama yang tercantum
dalam Anggaran Dasar Perseroan
terakhir dan pengesahan/
persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia.

2. | NPWP Perusahaan Diisi sesuai dengan Surat
Keterangan Terdaftar Jenderal
Pajak, Kementerian Keuangan.

3. Alamat Kantor Pusat Diisi sesuai dengan Surat

Perusahaan Keterangan Domisili.
-Provinsi
-Kabupaten/Kota

4. | Nomor Telepon Diisi dengan nomor Telpon Kantor
yang sebagaimana alamat yang telah
diisi pada Point 3 (tiga).

5. | Nomor Faksimile Diisi dengan nomor Faksimile Kantor
yang sebagaimana alamat yang telah
diisi pada Point 3 (tiga).

6. | Nomor Surat Pendaftaran/Izin | Diisi sesuai surat persetujuan/izin

Prinsip Penanaman Modal prinsip yang dimiliki perusahaan.

7. | Nomor Akta Diisi sesuai akta pendirian dan

Pendirian /Perubahan perubahan yang mencantumkan
susunan direksi terakhir
perusahaan.

8. | Nomor Tanda Daftar Diisi sesuai Tanda Daftar
Perusahaan Perusahaan yang diterbitkan oleh
- Tanggal TDP suku dinas Kabupaten/Kota dimana
- Tanggal Akhir TDP perusahaan  berdomisili  beserta

tanggal penerbitan TDP dan masa
berlaku TDP.

9. | Nomor Surat Ket Domisili Diisi sesuai Surat Keterangan
Kantor Pusat Domisili (SKDP) yang dikeluarkan

oleh Pemerintah daerah Setempat
atau Pengelolah Kawasan.

10. | Nama Bank Diisi sesuai dengan nomor dan
-Nomor Referensi tanggal dari referensi bank devisa
-Tanggal referensi yang telampir.
diisi untuk Angka Pengenal Importir
Umum (API-U)

11. | Nomor Izin Usaha Diisi sesuai izin usaha yang dimiliki

perusahaan.

12 | Bidang Usaha Diisi sesuai bidang wusaha yang
tercantum dalam izin usaha
dan/atau surat persetujuan/izin

prinsip yang dimiliki perusahaan.
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13.

Jenis Bagian Barang yang dapat
Diimpor

diisi untuk Angka Pengenal Importir
Umum (API-U)

Diisi sesuai jenis barang yang telah
diatur dalam Buku Tarif Bea Masuk
Impor (BTBMI) sesuai section/bagian
dan HS code.

14.

Nomor Surat Pernyataan
Importir Memiliki Hubungan
Istimewa

diisi untuk Angka Pengenal Importir
Umum (API-U)

Diisi nomor dan tanggal sesuai
dengan bukti hubungan istimewa
yang telah ditandasahkan dan/atau
surat keterangan dari surat
keterangan dari Atase Perdagangan/
Pejabat Diplomatik/ konsuler/
perwakilan RI di luar negeri.
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. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

Aspek Keterangan

Nama Diisi dengan nama pengurus yang
bertandatangan di Dokumen API-P
sesuai KTP atau IMTA.

Alamat Rumah Diisi sesuai alamat pengurus yang
bertandatangan sebagaimana
tercantum dalam KTP atau IMTA.

Jabatan Diisi :

— Direksi bila penandatangan

tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan yang telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum
dan HAM, atau sesuai
Persetujuan Menteri Hukum dan
HAM atas Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan.

— Kuasa Direksi sebagaimana surat
kuasa penandatangan API-P.

Nomor KTP (untuk WNI) Diisi sesuai KTP yang masih
berlaku.

NPWP (untuk WNI) Diisi sesuai Surat Keterangan
Terdaftar Jenderal Pajak,
Kementerian Keuangan.

Nomor IMTA (untuk WNA) Diisi sesuai IMTA yang masih
berlaku.

Nomor Paspor (untuk WNA) Diisi sesuai Surat Keterangan
Terdaftar Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XV-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen

Logo

Kemendag KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P)
Nomor e -B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ....................
tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan e,
Alamat kantor pusat PPN
Nama Penanggung jawab PP UP PPt
Telepon PPN
Faksimile et
Nomor Akta Notaris/Perubahan PPN
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip e aaaas
Nomor Izin usaha di bidang industri e e e
atau izin usaha lain yang sejenis yang

diterbitkan oleh BKPM

Nomor TDP e e
NPWP e
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak : ........coccoiiiiiiiiiiiiiiiiineiiiieeneneennen
Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha PPN

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan
wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
u.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

( ]
NIP

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;

2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;

3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4. Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan:
Tanggal dan waktu



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

415 2013, No.584

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan :
No. KTP : 3 x 4
No. IMTA :
Contoh Tanda Tangan

2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP
No. IMTA
Contoh Tanda Tangan

w
~
N

3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan :
No. KTP : 3 x4
No. IMTA :
Contoh Tanda Tangan

4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP
No. IMTA
Contoh Tanda Tangan

w
~
N

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ....................
dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak:

(1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
(2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

b. API dibekukan apabila:

(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2);

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29; atau

(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31;

c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat
diaktifkan kembali apabila:

(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2);

(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29; atau

(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31;
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d. API dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pembekuan;

(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen
permohonan API;

(5) Melanggar ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang impor;

(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan
dengan impor; atau

(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang
berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekutan hukum
tetap.

. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ¢, dan d dilakukan oleh
.................... di mana API diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ¢, dan d wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan
kepada Direktur Impor.

Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi

penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak

tanggal penerbitan.

Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor

.................... tanggal .................... dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XV-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Angka Pengenal Importir Umum

Logo

Kemendag KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U)
Nomor e -B

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ....................
tentang Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-U), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan PP UPRR
Alamat kantor pusat PP UPUN
Nama Penanggung jawab F PP PP PRPRRE
Telepon e e a e
Faksimile D e nn s
Nomor Akta Notaris/Perubahan L e
Nomor Pendaftaran/Izin Prinsip PR PP P PP PRPRRE
Nomor Izin usaha di bidang industri et e
atau izin usaha lain yang sejenis yang

diterbitkan oleh BKPM

Nomor TDP O
NPWP N
Nomor Surat Ket. Domisili/sewa/kontrak : ...,
Jenis Izin Usaha atau Bidang Usaha PP UPUN
Nomor Surat pernyataan importir memiliki

hubungan istimewa SN
Jenis bagian barang yang dapat diimpor @ ...,

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan
wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
u.b.
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

( )
NIP

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;

2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;

3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;
4, Ka. Dinas Provinsi

Barcode pencetakan:
Tanggal dan waktu
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IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

Nama

Alamat Rumah
Jabatan

No. KTP

No. IMTA

Contoh Tanda Tangan

Nama

Alamat Rumah
Jabatan :

No. KTP : 3 x4
No. IMTA :
Contoh Tanda Tangan

Nama

Alamat Rumah
Jabatan :

No. KTP : 3 x4
No. IMTA :
Contoh Tanda Tangan

Nama

Alamat Rumah
Jabatan

No. KTP

No. IMTA

Contoh Tanda Tangan

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

a.

b.

C.

Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala ....................

dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak:

(1) Perusahaan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Pengurus mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurus/direksi dan alamat perusahaan;

API dibekukan apabila:

(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (2);

(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29; atau

(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam Pasal 31;

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat

diaktifkan kembali apabila:

(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2);

(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29; atau

(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31;
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d. API dicabut apabila:

(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali

(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal pembekuan;

(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan
perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal pembekuan;

(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen
permohonan API;

(5) Melanggar ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang impor;

(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan
dengan impor; atau

(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang
berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekutan hukum
tetap.

e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ¢, dan d dilakukan oleh
.................... di mana API diterbitkan.

(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ¢, dan d wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan
kepada Direktur Impor.

f. Importir pemilik APl wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi
penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak
tanggal penerbitan.

g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API Nomor
.................... tanggal .................... dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XVI-A

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

, Warga Negara , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor No. , bertempat tinggal di ; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama _____,
perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum
negara , berkedudukan di , dan beralamat di ;
(selanjutnya dlsebut sebagai “Pemberi Kuasa”),
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi

kepada :
, Warga Negara, , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. , bertempat tinggal di ;
(selanjutnya disebut sebagal “Penerima Kuasa®)
----------------------------------- KHUSUS----- oo oo
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk menandatangani

permohonan ...

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima
Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini
oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,

,(tgl/bln/thn).
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
Meterai
Nama: Nama:
Jabatan: Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XVI-B

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY

Number......ccoccoveiienniannen.
The undersigned below:
, Citizen, of holder of Identity Card (KTP)/Passport No.
, having his address at ; in this matter acting in his
capacity as and as such for and on behalf of , an individual/a
company duly established and existing under the laws of , be domiciled
in , having its registered office at ;

(hereinafter referred as the “Authorizer”);

hereby gives full power and authority without the right of substitution to:

, Citizen of , holder of Identity Card (KTP)/ Passport No.
, having his address at ;

(hereinafter referred to as the “Authorized”)

---------------------------------------------- SPECIFICALLY ------ommmmmmmoeee
To act for and on behalf of the Authorizer to sign the application

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as
administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in
whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM
shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may
occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the
Authorized under this Power of Attorney.

All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of
Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on this day, , [dd/mm /yyvy).
The Authorizer The Authorized
Stamp Duty
Name: Name:
Title: Title:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XVI-C

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

, Warga Negara , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /

Paspor No. , bertempat tinggal di ; bertindak dalam
kapasitasnya sebagai dari dan karenanya untuk dan atas nama
,perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara , berkedudukan di , dan beralamat di ;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);
dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh tanpa hak substitusi
kepada :

, Warga Negara , pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) /
Paspor No. , bertempat tinggal di ;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap
Pejabat BKPM di unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal untuk
memberikan semua keterangan yang diperlukan, termasuk mengambil perizinan
dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya
sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau
membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam
modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan
bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala
biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian
kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan
surat kuasa ini.
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Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada
Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat
Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,

,(tgl/bln /thn).
Pemberi Kuasa Penerima Kuasa
Meterai
Nama: Nama:
Jabatan: Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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LAMPIRAN XVI-D

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Power of Attorney Form

POWER OF ATTORNEY

Number.........covveeninnn.n.
The undersigned below:
, Citizen, of , holder of Identity Card (KTP)/Passport No.
, having his address at ; in this matter acting in his
capacity as and as such for and on behalf of , an individual/a
company duly established and existing under the laws of , be domiciled
in , having its registered office at ;

(hereinafter referred as the “Authorizer”);
hereby gives full power and authority without the right of substitution to:

, Citizen of , holder of Identity Card (KTP)/ Passport No.
, having his address at ;

(hereinafter referred to as the “Authorized”)

For the above purpose, the Authorized is given the authority to appear before BKPM
official in the unit of Deputy Chairman for Investment Services and to provide all
required information, taking licensing and non-licensing of investment issued
by BKPM.

The authorizer and the authorized understand that in conducting its function as
administrator of investment services, BKPM does not impose nor charge any fees in
whatever form or stage to investor or company or its Authorizer. Therefore, BKPM
shall not be responsible nor be held liable for any fees in whatever form which may
occur as a result of the powers and authority given by the Authorizer to the
Authorized under this Power of Attorney.
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All powers and authority given by the Authorizer to the Authorized in this Power of
Attorney shall remain valid until this Power of Attorney is revoked by the Authorizer.

This Power of Attorney signed by both parties on
this day, , (dd/mm/vvyvy).
The Authorizer The Authorized
Stamp Duty
Name: Name:
Title: Title:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
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